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GCG

Pendahuluan
Penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsekuen dan 
berkelanjutan menjadi landasan yang kuat bagi Bank 
Aceh untuk menjamin pertumbuhan usaha yang 
berkualitas dalam jangka panjang dan meningkatnya 
kesejahteraan para pemangku kepentingan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 
Corporate Governance/GCG) telah menjadi landasan 
yang kuat bagi Bank Aceh untuk menghadapi 
perubahan lingkungan bisnis di masa depan. Segala 
keputusan strategis yang dilakukan oleh Dewan 
Komisaris dan Direksi selalu mempertimbangkan 
prinsip-prinsip GCG, yaitu Transparency, Accountability, 
Responsibility, Professional dan Fairness yang 
merupakan komitmen kuat Bank demi kepentingan 
pemegang saham dan para pemangku kepentingan 
lainnya.

Bank Aceh berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip 
GCG secara konsisten dengan tujuan sebagai berikut:
a. Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang 

maksimal sehingga meningkatkan kemakmuran 
Perusahaan, serta mewujudkan nilai pemegang 
saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan 
kepentingan para pemangku kepentingan lainnya;

b. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan 
yang baik antara Pemegang Saham, Dewan 
Komisaris, Direksi, dan seluruh pemangku 
kepentingan Perusahaan;

c. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan 
pengembangan Perusahaan;

d. Mengelola sumber daya secara lebih amanah; 
e. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada para 

pemangku kepentingan;
f. Memperbaiki budaya kerja Perusahaan; dan
g. Menjadikan Perusahaan bernilai tambah yaitu 

meningkatkan kesejahteraan seluruh Insan 
Perusahaan berikut peningkatan kemanfaatan 
bagi pemangku kepentingan Perusahaan.

Penerapan GCG di lingkungan Bank berlandaskan 
pada komitmen bersama dari seluruh jajaran 
manajemen dan staf untuk taat dan patuh pada 
seluruh peraturan dan perundang-undangan yang 
berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di 
bidang perbankan. 

Guna mengoptimalkan Budaya Patuh atas penerapan 
GCG pada seluruh insan dan pemangku kepentingan 
Bank maka Bank Aceh senantiasa melakukan 
sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan 
pemahaman mengenai pentingnya implementasi 
GCG, mengkomunikasikan dan menginternalisasikan 

berbagai kebijakan, program dan pelaksanaan 
kegiatan terkait GCG. Bentuk sosialisasi GCG dapat 
dilakukan melalui berbagai media baik cetak 
maupun elektronik berkoordinasi dengan pihak-
pihak yang memiliki kepentingan dalam aktivitas 
sosialisasi GCG. Pelaksanaan sosialisasi GCG tersebut 
didokumentasikan dalam bentuk laporan formal 
sebagai bukti yang nantinya akan diperlukan dalam 
kegiatan assessment GCG maupun penyusunan 
Laporan Tahunan. 

Kebijakan GCG
PT Bank Aceh Syariah yang memiliki motto 
“kepercayaan dan kemitraan” berkomitmen 
menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam 
mewujudkan visi dan misinya, serta mewujudkan 
pertumbuhan dan akselerasi bisnis diseluruh 
segmen untuk menjadi Leading Regional Bank di 
masa mendatang. Manajemen Bank Aceh selalu 
memberikan dorongan agar semua karyawan 
konsisten dalam melaksanakan prinsip GCG untuk 
setiap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab untuk 
pencapaian tujuan perusahaan.

Pelaksanaan dan penerapan GCG yang dilakukan oleh 
Bank Aceh mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia 
Nomor. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan 
Surat Edaran (SE) BI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 
2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governace 
bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah 
terutama Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban 
Bank untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG 
kepada Bank Indonesia dan pemangku kepentingan 
lainnya dan menginformasikannya melalui homepage 
bank.

Dalam melaksanakan GCG, Bank Aceh tidak hanya 
berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang 
mengatur tentang pelaksanaan GCG sebagaimana 
disebutkan diatas, namun juga berpedoman pada 
ketentuan internal dan perundang-undangan yang 
berlaku lainnya seperti:
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 
tentang Perbankan;

2. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen;

3. Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 
1999 jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi.  
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4. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 
2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga 
Penjamin Simpanan;

5. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas;

6. Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah;

7. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 
2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang;

8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 
tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum 
Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 
8/13/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 
7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian 
Kredit Bank Umum;

9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 
tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum 
Syariah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 
tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan 
atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/
PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;

10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 
tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan 
Good Coorporate Governance bagi Bank Umum 
Syariah dan Unit Usaha Syariah;

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/
POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/
POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang 
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah 
dan Unit Usaha Syariah;

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/
POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang 
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank 
Umum Syariah;

14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/
POJK.03/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 
tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016 
tanggal 08 Agustus 2016 tentang Perubahan atas 
POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi 
dan Publikasi Laporan Bank; 

15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/
POJK.03/2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang 
Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan 
Teknologi Informasi oleh Bank Umum;

16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/
POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang 
Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum 
yang melakukan Layanan Nasabah Prima;

17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/
POJK.03/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang 
Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional 
Menjadi Bank Syariah;

18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/
POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang 
Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum 
Syariah dan Unit Usaha Syariah;

19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/
POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang 
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan 
Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa 
Keuangan;

20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/
POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang 
Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;

21. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS 
tanggal 07 April 2009 perihal Bank Umum Syariah 
sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran 
Bank Indonesia Nomor 15/50/DPbS tanggal 30 
Desember 2013 perihal Perubahan atas Surat 
Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS tanggal 
07 April 2009 perihal Bank Umum Syariah;

22. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbs 
tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan  Good 
Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah 
dan Unit Usaha Syariah;

23. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/
SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang 
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah 
dan Unit Usaha Syariah;

24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/
SEOJK.03/2017 tanggal 06 Juni 2017 tentang 
Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan 
Teknologi Informasi oleh Bank Umum;

25. Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas 
Jasa Keuangan Nomor KEP-44/D.03/2016 
tanggal 01 September 2016 tentang Pemberian 
Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum 
Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. 
Bank Aceh Syariah;

26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh 
No. 2 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk 
Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah 
Istimewa Aceh Menjadi PT. Bank Pembangunan 
Daerah Istimewa Aceh;
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27. Akte Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah 
Istimewa Aceh Nomor 55 tanggal 21 April 1999 
sebagaimana telah beberapa kali dilakukan 
perubahan yang terakhir dengan Akta Nomor 
47 tanggal 22 Juni 2016 tentang PT. Bank Aceh 
Syariah;

28. Fatwa Dewan Pengawas Syariah - Majelis Ulama 
Indonesia;

29. Board Manual PT. Bank Aceh Syariah;
30. Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur 

Benturan Kepentingan;
31. Pedoman Perusahaan Prosedur dan Kebijakan 

Kepatuhan Bank Aceh Syariah;
32. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Good 

Corporate Governance PT. Bank Aceh Syariah;
33. Pedoman Perusahaan Penerapan Program 

Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan 
Pendanaan Terorisme (PPT) PT. Bank Aceh Syariah;

34. Pedoman Perusahaan Perlindungan Konsumen PT. 
Bank Aceh Syariah;

35. Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur 
Standar Layanan PT. Bank Aceh Syariah;

36. Pedoman Perlindungan Nasabah (Konsumen) PT. 
Bank Aceh Syariah.

Komitmen Dan Konsistensi 
Penerapan GCG
Bank Aceh menyadari pentingnya pelaksanaan 6 (enam) 
prinsip dasar pelaksanaan GCG yaitu Keterbukaan 
(Transparency), Akuntabilitas (Accountability), 

Pertanggungjawaban (Responsibility), Profesional 
(Professional), Kewajaran (Fairness) dan Sikap Kepedulian 
(Social Awareness) dalam setiap kegiatan usahanya 
pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi mulai 
dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai pada seluruh 
karyawan di Bank Aceh.

Kelengkapan Kebijakan Dan 
Manual GCG
Penerapan GCG PT. Bank Aceh Syariah secara optimal 
dilakukan dengan penguatan berbagai kebijakan dan 
manual GCG untuk mencapai praktik-praktik terbaik, 
system dan prosedur yang andal sesuai dengan 
perkembangan bisnis dan regulasi perbankan. Bank 
Aceh melengkapi pelaksanaan GCG dengan berbagai 
kebijakan dan Standard Operating Procedures (SOP) 
antara lain:
•	 Penyusunan Buku Pedoman Tata Kelola Perusahaan 

(Good Corporate Governance);
•	 Charter Dewan Komisaris
•	 Charter Direksi
•	 Charter Komite Audit
•	 Charter Komite Pemantau Resiko
•	 Charter Komite Remunerasi dan Nominasi
•	 Piagam Koordinasi Direktur Yang Membawahkan 

Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan 
dengan Dewan Pengawas Syariah

•	 Charter Internal Audit
•	 Code of Conduct
•	 Kebijakan dan SOP Lainnya

Responsibilitas
Responsibility

Professional
Proffesional

Akuntabilitas
Accountability

Transparansi
Transparency

Prinsip-prinsip GCG
GCG Principles

Kewajaran & 
Kesetaraan

Fairness & Equality

Sikap Kepedulian
Social Awareness
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1. Keterbukaan (Transparency)
Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan 
informasi, baik dalam proses pengambilan 
keputusan maupun dalam mengungkapkan 
informasi material dan relevan mengenai 
perusahaan. Bank Aceh menyediakan 
informasi yang lengkap, akurat dan tepat 
waktu kepada para pemangku kepentingan 
(stakeholder). Bank Aceh menyampaikan 
kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) selaku otoritas pengawas 
perbankan di Indonesia dan mempublikasikan 
informasi keuangan serta informasi lainnya 
yang material dan berdampak signifikan pada 
kinerja perusahaan secara akurat dan tepat 
waktu. Disamping itu, para investor harus dapat 
mengakses informasi penting perusahaan 
secara mudah pada saat diperlukan. Dan 
para stakeholder dapat menilai kinerja dan 
mengetahui resiko yang mungkin terjadi 
dalam bertransaksi dengan bank.

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan 
bisnis, Perusahaan menyediakan informasi 
yang material dan relevan dengan cara yang 
mudah diakses dan dipahami oleh pemangku 
kepentingan.  Perusahaan mengambil inisiatif 
mengungkapkan tidak hanya masalah yang 
disyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan, tetapi juga hal yang penting untuk 
pengambilan keputusan oleh pemegang 
saham dan pemangku kepentingan lainnya. 
Penerapan prinsip keterbukaan dalam kegiatan 
Bank Aceh diantaranya adalah:
1) Laporan Tahunan Bank Aceh memuat 

informasi penting dalam pengelolaan 
Bank Aceh, antara lain tetapi tidak terbatas 
kepada:
a. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Usaha,  dan 

Strategi Bank Aceh; 
b. Kondisi keuangan hasil audit oleh 

auditor eksternal; 
c. Susunan pengurus (Direksi dan 

Komisaris);
d. Informasi Pemegang Saham Pengendali;
e. Kepemilikan Saham oleh anggota  

Direksi dan anggota Dewan Komisaris  
beserta anggota keluarganya dan Bank 
Aceh lainnya yang memiliki benturan 
kepentingan; 

f. Sistem manajemen risiko;
g. Sistem pengawasan dan pengendalian 

internal; 

h. Sistem  dan  pelaksanaan  GCG  dan  
tingkat kepatuhannya;

i. Kejadian-kejadian  penting  yang  dapat 
mempengaruhi kondisi perusahaan;

j. Biodata  anggota  Direksi , anggota  
Dewan Komisaris dan anggota Dewan 
Pengawas Syariah; 

k. Remunerasi anggota Direksi dan 
anggota Dewan Komisaris 

l. Rapat-rapat yang diadakan oleh Direksi 
dan Dewan Komisaris

2) Bank Aceh mengungkapkan  informasi 
penting kepada stakeholder antara lain:
a. Laporan triwulanan yang berisi laporan  

rutin manajemen,  disampaikan  kepada  
Pemegang Saham;

b. Prosedur pengadaan dan hubungan  
dengan rekanan; 

c. Ketaatan dalam pembayaran pajak; 
d. Mekanisme manajemen SDM.

2. Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, 
pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ 
dan seluruh jajaran Bank Aceh sehingga 
pengelolaan Bank Aceh terlaksana secara 
efektif. Bank Aceh meyakini bahwa akuntabilitas 
berhubungan dengan keberadaan sistem yang 
mengendalikan hubungan antara individu dan 
atau organ yang ada di Bank Aceh maupun 
hubungan antara Bank Aceh dengan pihak 
yang berkepentingan.

Implementasi Bank Aceh pada prinsip 
Akuntabilitas adalah:
a. Bank Aceh menetapkan rincian tugas dan 

tanggung jawab masing-masing organ 
Bank Aceh (Direksi, Dewan Komisaris, SPI, 
SEKPER dan Organ Struktural lainnya) dan 
semua karyawan secara jelas dan selaras 
dengan visi, misi, nilai-nilai Bank Aceh 
(corporate values), dan strategi Bank Aceh. 

b. Bank Aceh terus berupaya agar semua 
organ Bank Aceh dan semua karyawan 
mempunyai kemampuan sesuai dengan 
tugas, tanggung jawab, dan perannya 
dalam pelaksanaan GCG. 

c. Bank Aceh menciptakan sistem 
pengendalian internal yang efektif dalam 
pengelolaan Bank Aceh. 

d. RUPS  antara  lain  berwenang  untuk  
mengesahkan rencana jangka panjang, 
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rencana anggaran tahunan, menyetujui 
laporan tahunan, menetapkan pembagian 
keuntungan dan deviden yang dibayarkan. 

e. Rincian tugas Dewan Komisaris 
sebagaimana butir (a) sekurang-kurangnya 
mencakup pengawasan terhadap 
pengurusan  Bank Aceh  yang  dilakukan  
oleh  Direksi serta  memberi  nasehat  kepada  
Direksi  termasuk rencana  pengembangan,  
rencana  jangka  panjang, rencana  kerja  
dan  anggaran  tahunan  Bank Aceh, 
pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar 
dan tindak lanjut Keputusan RUPS. 

f. Rincian tugas Direksi sebagaimana butir 
(a) meliputi pengurusan  Bank Aceh sesuai  
dengan  maksud  dan tujuan  Bank Aceh dan  
senantiasa  berusaha  untuk meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas Bank Aceh untuk 
menguasai,  memelihara  dan  mengurus  
kekayaan Bank Aceh.

g. Bank Aceh menerapkan prinsip akuntabilitas 
sebagai salah satu solusi mengatasi agency 
problem yang timbul sebagai konsekuensi 
logis perbedaan kepentingan individu 
dengan kepentingan Bank Aceh maupun 
kepentingan Bank Aceh dengan pihak 
yang berkepentingan. Akuntabilitas 
dapat dicapai melalui pengawasan efektif 
yang mendasarkan pada keseimbangan 
kekuasaaan antara Organ Bank Aceh 
(RUPS, Komisaris dan Direksi). RUPS sebagai 
organ tertinggi yang memegang semua 
kekuasaan yang tidak diberikan kepada 
organ yang lain. Komisaris melakukan 
tugas pengawasan dan pemberian 
nasehat. Direksi bertanggung jawab dalam 
pengurusan Bank Aceh Syariah.Sedangkan 
akuntabilitas seluruh jajaran Bank Aceh 
berarti setiap orang bertanggungjawab atas 
setiap tugas yang diamanatkan kepadanya.

h. Bank Aceh menerapkan akuntabilitas 
dengan mendorong seluruh  individu  dan  
atau  organ  Bank Aceh menyadari hak  dan  
kewajiban,  tugas  dan  tanggungjawab  
serta kewenangannya.

3. Tanggung Jawab (Responsibility)
Tanggung Jawab yaitu kesesuaian di dalam 
pengelolaan Bank Aceh dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku dan 
prinsip-prinsip korporasi yang sehat.  Bank 
Aceh bertanggungjawab untuk mematuhi 

hukum dan perundang-undangan 
yang berlaku, termasuk ketentuan yang 
berhubungan dengan ketenagakerjaan, 
perpajakan, persaingan usaha yang tidak 
sehat, kesehatan dan keselamatan kerja, dan 
lain sebagainya. Implementasi Bank Aceh pada 
prinsip Pertanggungjawaban adalah :
a. Melaksanakan kewajiban perpajakan 

dengan baik;
b. Mematuhi  ketentuan  undang-undang  

keselamatan dan kesehatan kerja serta 
lingkungan; 

c. Melaksanakan kewajiban pembinaan 
masyarakat sekitar, misalnya dengan ikut 
melakukan pembinaan usaha kecil dan 
koperasi. 

d. Melaksanakan Undang-Undang Tenaga 
Kerja  (UU No.13 tahun 2003), UU Jasa 
konstruksi No.18 tahun 1999  beserta  
peraturan  pelaksanaannya. 

4. Profesional (Professional)
Profesional adalah sesuatu keadaan dimana 
Bank Aceh dikelola secara profesional tanpa 
benturan kepentingan dan pengaruh atau 
tekanan dari pihak manapun yang tidak 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan prinsip 
korporasi yang sehat. Profesional ini oleh 
Bank Aceh diimplementasikan dengan selalu 
menghormati hak dan kewajiban, tugas dan 
tanggungjawab serta kewenangan atau 
masing-masing Organ Bank Aceh.  Bank 
Aceh meyakini bahwa dengan implementasi 
prinsip kemandirian secara  optimal, seluruh 
Organ Bank Aceh dapat bertugas dengan baik 
dan maksimal dalam membuat keputusan 
dan pengelolaan yang terbaik bagi Bank 
Aceh. Implementasi Bank Aceh pada prinsip 
profesional antara lain:
a. Diantara organ Bank Aceh saling 

menghormati hak, kewajiban, tugas, 
wewenang serta tanggungjawab masing-
masing, tidak saling mendominasi satu 
sama lain;

b. Selain organ Bank Aceh tidak boleh 
mencampuri pengurusan Bank Aceh;

c. Komisaris, Direksi serta pegawai Bank 
Aceh dalam pengambilan keputusan 
selalu menghindari terjadinya benturan 
kepentingan.
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5. Kewajaran (Fairness)
Kewajaran ialah keadilan dan kesetaraan  
dalam pemenuhan hak-hak stakeholder 
yang timbul berdasarkan perjanjian dan  
peraturan perundangundangan yang 
berlaku. Bank Aceh menjamin bahwa Setiap 
pihak yang berkepentingan mendapatkan 
perlakuan yang adil sesuai ketentuan 
peraturan perundangundangan yang berlaku. 
Implementasi Bank Aceh pada prinsip 
kewajaran antara lain :
a. Pemegang Saham berhak menghadiri 

dan memberikan suara dalam RUPS sesuai  
dengan ketentuan yang berlaku; 

b. Bank Aceh akan memperlakukan semua 
rekanan secara adil dan transparan; 

c. Bank Aceh akan memberikan kondisi kerja 
yang baik dan aman bagi setiap pegawai 
sesuai dengan kemampuan Bank Aceh 
dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

d. Bank Aceh akan memperlakukan setiap 
pegawai secara adil dan bebas dari bias 
karena perbedaan suku, agama, asal-usul, 
jenis kelamin atau hal-hal lain yang tidak 
ada kaitannya dengan kinerja.

6. Sikap Kepedulian (Social Awareness)
M erupak an rasa peduli kepada masyarakat 
yang kurang beruntung dan lingkungan, yang 
dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan 
kemanusiaan dan social sebagai wujud dari 
pertanggungjawaban sosial Bank Aceh kepada 
masyarakat dan lingkungan. Implementasi 
Bank Aceh pada sikap kepedulian (Community 
Development) seperti Kepedulian terhadap 
masyarakat dalam meningkatkan pendidikan, 
kesehatan, bagi masyarakat tidak mampu dan 
pembangunan fasilitas keagamaan.

Komitmen Terhadap Penerapan 
GCG
Komitmen menjadi unsur yang penting dalam 
implementasi GCG, karena dibutuhkan usaha yang 
keras dan konsistensi untuk memenuhi standar best 
practices dan peraturan yang berlaku. Sehingga 
akan implikasi pada kinerja dan menjadi Perusahaan 
yang beretika serta berkepedulian sosial sebagai 
warga negara yang baik. Komitmen Bank Aceh agar 
penerapan GCG berjalan dengan baik diantaranya 
sebagai berikut: 

1. Bank Aceh memiliki rumusan visi dan misi yang 
jelas dan realistis. 

2. Bank Aceh mematuhi peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 

3. Bank Aceh memiliki nilai-nilai perusahaan yang 
menggambarkan sikap moral Bank yang baik 
dalam pelaksanaan usahanya. 

4. Bank Aceh memiliki rumusan etika bisnis dan 
pedoman perilaku Perusahaan. Etika bisnis 
dan pedoman perilaku dilakukan secara 
berkesinambungan dan konsisten, sehingga 
membentuk budaya Perusahaan yang merupakan 
manifestasi dari nilai-nilai Perusahaan. 

5. Bank Aceh memiliki tata kelola hubungan antar 
organ Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang 
Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. 

6. Bank Aceh memiliki pedoman tata kerja Dewan 
Komisaris dan Direksi dalam menjalankan peran 
dan tugasnya. 

7. Bank Aceh memiliki tata kelola hubungan dengan 
stakeholders. 

8. Bank Aceh dalam fungsinya sebagai lembaga 
intermediasi dan sebagai bagian dari dunia bisnis 
harus peduli dan berperan aktif dalam menjaga 
kelestarian sumber daya alam dan lingkungan 
hidup. 

Selain itu, komitmen GCG Bank Aceh diwujudkan 
dengan konsisten menerapkan dan melakukan 
pemutakhiran implementasi program-program rutin 
lain yang mendukung implementasi GCG Bank Aceh.

Tujuan Penerapan GCG
Bank Aceh menerapkan prinsip-prinsip GCG secara 
konsisten dan berkelanjutan dengan tujuan sebagai 
berikut: 
1. Meningkatkan kesungguhan manajemen 

dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, 
akuntabilitas, tanggung jawab, profesional, 
kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan 
Bank;

2. Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan 
kepada stakeholders; 

3. Menarik minat dan kepercayaan investor; 
4. Melindungi Bank dari intervensi politik dan 

tuntutan hukum; 
5. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban 

para shareholders dan stakeholders. Selain itu, 
implementasi GCG di Bank Aceh diharapkan 
mampu mencegah praktik-praktik Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan fungsi 
pengawasan dalam pengelolaan Bank Aceh.
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Mekanisme Implementasi GCG 
Bank Aceh
A. Komitmen GCG

Komitmen bersama untuk menerapkan 
prinsipprinsip GCG menjadi langkah awal 
bagi mekanisme implementasi GCG di Bank 
Aceh. Semua jajaran di Bank Aceh tanpa 
kecuali wajib mematuhi komitmen yang telah 
disepakati yang menjadi landasan bagi Bank 
dalam mengimplementasikan GCG. Komitmen 
untuk menerapkan GCG perusahaan yang baik 

Struktur GCG Bank Aceh
Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan 
Terbatas Nomor 40 tahun 2007, maka struktur GCG 
Bank Aceh terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, Bank 
Aceh juga membentuk organ pendukung yang 

terdiri dari komite-komite di bawah Dewan Komisaris, 
Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit. Pelaksanaan 
fungsi pengelola GCG Bank Aceh terdapat di Divisi 
Kepatuhan membuat Self assessment dan menyajikan 
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank.

Struktur Governance Bank Aceh

DireksiDewan Komisaris
Board of Commissioners

Komite
Remunerasi 
& Nominasi

Komite
Remunerasi &

Nominasi

Komite
Audit

Komite Audit

Komite
Pemantau

Risiko
Komite

Pemantau
Risiko

Komite
Pengarah
Teknologi
Informasi

Komite Pengarah
Teknologi
Informasi

Komite 
Pembiayaan

Financing
Commitee

Komite
Kebijakan

Pembiayaan
Komite

Kebijakan
Pembiayaan

Komite
Manajemen 

Risiko
Komite

Manajemen
Risiko

Satuan
Audit

Internal
Satuan

Audit
Internal

Komite
Aktiva
Pasiva

Komite
Aktiva Pasiva

Satuan
Manajemen

Risiko
Satuan

Manajemen
Risiko

RUPS

Road Map GCG Bank Aceh
Road Map GCG Bank Aceh tahun 2015–2020 
merupakan grand strategy dan millstone implementasi 
GCG sampai tahun 2020 menuju tata kelola 

perusahaan berkelanjutan dengan mengintegrasikan 
aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen 
risiko dan tanggung jawab sosial perusahaan Tahapan 
Road Map GCG Bank Aceh adalah sebagai berikut:

TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3
Good
Compliance
Corporation

Good
Governed
Corporation

Good
Sustanability

Governance

termaktub dalam Anggaran Dasar, GCG Charter, 
Visi, Misi dan Strategi Bank Aceh dan Pedoman 
Kode Etik Perusahaan.

B. Struktur GCG
Selanjutnya, Bank Aceh melengkapi struktur 
organisasinya sesuai dengan ketentuan dan 
kebutuhan untuk mendukung kegiatan 
operasionalnya, mulai dari level tertinggi sampai 
level terendah. Bank Aceh memenuhi jumlah 
Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dibawah 
Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah 
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sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. 
Disamping itu, Bank Aceh juga membentuk Satuan 
Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan 
dan Manajemen Resiko. Struktur organisasi juga 
didukung dengan sarana dan prasarana yang 
memadai. Ketersediaan Sarana Informasi dan 
Teknologi (IT) sampai aturan yang mengatur 
kegiatan operasional Bank Aceh seperti Kebijakan, 
SOP, Surat Edaran internal harus dipatuhi semua 
pihak di Bank Aceh.

C. Implementasi GCG
Langkah berikutnya adalah proses pelaksanaan 
tugas dan tanggungjawab jajaran Bank Aceh 
dalam implementasi tata kelola yang baik. Proses 
yang dilakukan dapat berupa rapat koordinasi 
Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dan 
Dewan Pengawas Syariah, penerapan sistem 
reward dan punishment secara konsisten, serta 
kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk 
mencegah adanya fraud. 

D. Sosialisasi dan Evaluasi
Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang tertuang 
dalam Pedoman Good Corporate Governance 
disosialisasikan kepada seluruh karyawan dengan 
tujuan agar seluruh jajaran PT. Bank Aceh Syariah 
dapat memahami dan melaksanakan prinsip-
prinsip GCG dalam menjalankan tugas. Sedangkan 
proses evaluasi dilakukan melalui proses penilaian 
sendiri (self-assessment) atas pelaksanaan GCG PT. 
Bank Aceh Syariah setiap semester.

E. Self-assessment
Governance outcomes dari implemetansi tata 
kelola yang dilakukan Bank Aceh dapat dilakukan 
secara internal melalui self-assessment dan 

secara eksternal yaitu penilaian yang dilakukan 
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Capaian nilai 
komposit pelaksanaan GCG yang diperoleh dari 
self-assessment adalah 3 dengan kategori “Cukup 
Baik”. Hal ini mencerminkan kondisi Bank yang 
secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup 
mampu menghadapi pengaruh negatif yang 
signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor 
eksternal lainnya.

F. Pelaporan dan Disclosure
Laporan Implementasi GCG Bank merujuk pada 
ketentuan pelaksanaan GCG bank sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 
11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 
tentang Pelaksanaan Good Coorporate Governance 
bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 
dan Surat Edaran Bank Indonesia 12/13/DPbs 
tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good 
Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan 
Unit Usaha Syariah. Pengungkapan pelaksanaan 
kegiatan GCG Bank Aceh Syariah selama 1 (satu) 
tahun juga terdapat dalam Laporan Tahunan, 
dengan cakupan informasi GCG sesuai dengan 
standar pengungkapan informasi.

Tahapan Implementasi GCG Bank Aceh diawali 
dengan Komitmen GCG, selanjutnya diikuti 
tahapan secara berkelanjutan meliputi Struktur 
GCG, Implementasi GCG, Sosialisasi dan Evaluasi, 
Assessment GCG, serta Pelaporan dan Disclosure. 
Penahapan implementasi GCG Bank Aceh dapat 
digambarkan sebagai berikut:

Gambar Tahapan Implementasi GCG Bank Aceh

Komitmen
GCG

Struktur
GCG

Implementasi
GCG

Sosialisasi dan 
Evaluasi Assessment

GCG
Pelaporan

&
Disclosure
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Hasil Penilaian Sendiri (Self 
Assessment) GCG 
Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas 
penerapan GCG, Bank Aceh secara berkala melakukan 
penilaian sendiri (self assessment) untuk mengukur 
pelaksanaan GCG yang mendasar pada Surat Edaran 
Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbs tanggal 30 April 

2010 perihal Pelaksanaan  Good Corporate Governance 
Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 
Hasil Self Assessment GCG Bank Aceh pada tahun 2017 
mencapai peringkat komposit dengan peringkat “3 
(tiga)”.

Rincian hasil Self Assessment GCG Bank Aceh pada tahun 2017:

No Faktor Penilaian Skor (1-5)

1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 2

2 Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Direksi 3

3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 2

4 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah 3

5
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan 
Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa

3

6 Penanganan Benturan Kepentingan 2

7 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 3

8 Penerapan Fungsi Audit Intern 3

9 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 2

10 Batas Maksimum Penyaluran Dana 2

11
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan 
Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal

3

                       Nilai Komposit   I   Predikat 3

Analisis

Index Self Assessment GCG Score Bank Aceh selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Tahun 2015 2016 2017

Predikat 2 3 3

Baik Cukup Baik Cukup Baik

Assessment Terhadap Dewan Komisaris dan 
Direksi
Proses pelaksanaan assessment atas  kinerja 
anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 
dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 
RUPS Tahunan yang berupa laporan 
pertanggungjawaban kinerja Bank Aceh oleh 
Direksi dan laporan Tugas Pengawasan yang   
disampaikan oleh Dewan Komisaris.  Berikut 
merupakan tahap-tahap dalam assessment 
terhadap Dewan Komisaris dan Direksi:
1. Proses    pelaksanaan   assessment   atas    kinerja 

anggota Dewan Komisaris dan atau  Direksi 
dilakukan bersamaan   dengan  pelaksanaan  
RUPS   Tahunan yang berupa laporan  
pertanggungjawaban kinerja Bank Aceh oleh 
Direksi dan laporan Tugas Pengawasan yang 
disampaikan oleh Dewan Komisaris.

2. Materi      laporan     pertanggungjawaban      kinerja 
Bank Aceh    oleh     Direksi    terdiri     dari  laporan 
kinerja  keuangan  dan  non  keuangan yang  dapat 
dicapai   selama  tahun  buku   2017   dibandingkan 

dengan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan. 
Pencapaian yang diraih akan   menentukan 
penilaian dari pemegang saham terhadap laporan 
pertanggungjawaban kinerja Bank Aceh oleh 
Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

3. Pemegang   Saham   melalui    RUPS   memberikan 
keputusan atas laporan   pertanggungjawaban 
kinerja yang disampaikan oleh Direksi dan   atau 
Dewan Komisaris.

4. Pelaksanaan penilaian dilakukan setiap akhir 
periode tutup buku.

Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris  
baik secara individual maupun kolektif berdasarkan  
kriteria yang disusun oleh Komite Nominasi dan  
Remunerasi. Indikator penilaian kinerja Direksi tahun 
2017  tercantum dalam Kebijakan Umum Direksi 
(KUD) yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi 
Nomor 059/DIR/BA/XI/2016 tanggal 12 Oktober 2016 
yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
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1. Meningkatkan pengelolaan organisasi yang efektif 
dan Sumber Daya Insani berbasis kinerja serta 
corporate culture yang kuat.

2. Meningkatkan pertumbuhan DPK khususnya nin 
Pemerintah/Pemda dalam rangka memperoleh 
keseimbangan struktur dana dan peningkatan 
customer base.

3. Meningkatkan porsi pembiayaan Produktif secara 
selektif.

4. Pengendalian Non Performing Financing (NPF) 
dengan agresif.

5. Meningkatkan tata kelola (GCG) dan Sistem 
Pengendalian Operasional (Manajemen Risiko).

6. Meningkatkan brand image PT. Bank Aceh Syariah.

Peningkatan Kualitas Penerapan GCG Tahun 
2018
Sesuai hasil  penilaian   kualitas penerapan  GCG secara 
periodik  di tahun sebelumnya dan  sebagai bagian  
dari upaya peningkatan kualitas penerapan praktek 
GCG, Bank Aceh Syariah telah  menyiapkan berbagai 

program peningkatan kualitas penerapan  GCG yang  
akan  dilaksanakan pada tahun 2017, antara lain:
1. Menyusunan revisi  Rencana Korporasi   (Corporate 

Plan);
2. Memenuhi modal  sesuai dengan Road  Map yang 

ditetapkan.

Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS)
Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ 
yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Bank 
dan memegang segala wewenang yang tidak 
diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas 
yang ditentukan dalam Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas dan Anggaran Dasar Bank yang berlaku. 
RUPS dalam Bank terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS 
Luar Biasa (RUPSLB). 

Pada tahun 2017, Bank Aceh telah menyelenggarakan 
1 (satu) kali  RUPS Tahunan, yaitu:

 Pelaksanaan
RUPS Tahunan

Agenda RUPS Keputusan RUPS

15 MEI 2017 Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PT. Bank Aceh 
Syariah atas Tahun Buku 2016.

Rencana Bisnis Bank Tahun 2017 – 2019.

Pencatatan Dana Hibah ADB ke Cadangan Umum dalam 
Neraca PT. Bank Aceh Syariah. 

Penetapan Pembagian Laba Perseroan Tahun Buku 2016.

Pengesahan Alokasi Dana CSR, Tantiem dan Jasa Produksi.

Pengesahan Setoran Modal selama Tahun2016.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun 2017.

Hibah Kendaraan Roda 4 (empat) bagi Pengurus Bank.

Hal-hal lain yang dianggap perlu 

1. Menyetujui dan menerima Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus PT. Bank Aceh Syariah 
terhadap Keuangan PT. Bank Aceh Syariah untuk Tahun Buku 2016 sebagaimana telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Helianto & Rekan terhadap Laporan Keuangan PT. Bank 
Aceh Tahun Syariah Buku 2016.

2. Menyetujui rencana bisnis bank tahun 2017 – 2019.

3. Menyetujui pencatatan dana hibah dari adb ke cadangan umum dalam kelompok ekuitas.

4. Menyetujui alokasi laba perseroan tahun buku 2016.

5. Menyetujui dan mengesahkan alokasi dana CSR  (Corporate Social Responsibility), Tantiem 
Pengurus Bank, dan Jasa Produksi Pegawai/Karyawan.

6. Menyetujui pengesahan Setoran Modal Perseroan Tahun 2016.

7. Menyetujui/memberikan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk 
Tahun BUku 2017 kepada Dewan Komisaris.

8. Menyetujui/memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan 
persetujuan penghapus bukuan aktiva tetap dan inventaris yang tidak dapat dipergunakan 
lagi dalam operasional bank.

9. Menyetujui pembentukan dana CSR  (Corporate Social Responsibility) berdasarkan program 
kerja dan anggaran tahunan.

10. Menyetujui Pemberian Hibah Mobil Dinas Kendaraan Roda 4 (empat) bagi Pengurus Bank 
yang telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun atau mengakhiri 
jabatan dengan penggantian biaya sebesar 50% dari nilai buku.

11. Menyetujui penerimaan karyawan Bank Aceh Syariah dengan mengutamakan putra putri 
daerah.

12. Menyetujui pengadaan truck sampah 150 (seratus lima puluh) unit dari cadangan CSR.
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Dewan Komisaris
Jumlah, Komposisi dan Keberagaman Dewan 
Komisaris 

Sampai akhir 31 Desember 2017 anggota Dewan 
Komisaris Bank Aceh berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri 
atas 1 (satu) orang Komisaris Utama, 2 (dua) orang 
Komisaris Independen. Jumlah tersebut telah sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 
11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate 
Governance Bagi Bank Umum, bahwa jumlah anggota 
Dewan Komisaris paling kurang sebanyak 3 (tiga) 
orang dan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah 
anggota Direksi.

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Bank Aceh 
Syariah selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nama
Name

Jabatan
Position

Berlaku Efektif
Effective Since

Persetujuan Bank Indonesia
Approval of Bank Indonesia

Persetujuan RUPS
GMS approval

Dermawan (Komisaris Utama (Independen
)President Commissioner )Independent

No. Kep-35/D.03/2016 tgl. 1 September 2016 Tanggal, 22 Juni 2016

Islahuddin Komisaris Independen
Independent Commissioner

No. Kep-41/D.03/2016 tgl. 1 September 2016 Tanggal, 22 Juni 2016

Abdussamad Komisaris Independen
Independent Commissioner

No. Kep-42/D.03/2016 tgl. 1 September 2016 Tanggal, 22 Juni 2016

Komposisi Dewan Komisaris Bank Aceh telah 
mencerminkan keberagaman anggotanya, baik 
dalam hal pendidikan, pengalaman kerja, usia, 

Profil Dewan Komisaris

Dermawan
Komisaris Utama

Lahir :  Blang Ara, tanggal 26 Januari 1959.

Pendidikan : Magister Manajemen Program Pasca 
Sarjana pada Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Pendidikan Informal : Orientasi Analisis Kemampuan 
Aparatur Pemerintah Daerah (1995), Pelatihan 
Program Pembangunan Prasarana Kota Terrpadu 
(P3KT) (1998), Pembekalan Teknis Identifikasi Potensi 

maupun keahlian, dan masing-masing memiliki 
kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan 
kinerja Perusahaan.

Ekonomi Daerah (1998), Strategi Pengembangan 
Pelayanan Umum (1999), Program Legislasi Daerah 
(2000), Diklat Manajemen Owner’s Estimate (2001), 
Diklat Publik Management Reform (2003), Program 
Pengembangan Eksekutif Nasional (2011), Sepala 
(1992), Sepadya (1994), Diklatpim Tk II (2002), 
Diklatpim Tk I (2012), dll.

Pengalaman Kerja : Kasubbag TU. Setwilda Tk. II 
Aceh Barat (1984-1985), Kasubbag. Pembinaan Pere-
konomian Rakyat Setwilda Tk. II Aceh Barat (1987- 
1988), Kabag Perekonomian Setwilda Tk. II Aceh Barat 
(1988-1994), Kabag. Peny. Program Setwilda Tk. II 
Aceh Barat (1994-1998), Kepala Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Aceh Barat (1998-2000), Asisten 
Administrasi Pembangunan Sekda Kab. Aceh Barat 
(2000-2001), Kepala Dinas Perindag Kabupaten Aceh 
Barat (2001-2002), Sekda Kab. Nagan Raya (2002- 
2006), Asisten Keistimewaan Aceh Sekda Prop. NAD 
(2006-2008), Pj. Bupati Simeulue (2006-2007), Kepala 
PKP2A IV LAN Aceh (2010), Sekda Provinsi Aceh (2014 
sampai Sekarang).
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Islahuddin
Komisaris Independen

Lahir :  Lhokseumawe, tanggal 14 Juli 1961.

Pendidikan : Doctor of Philosophy, School of 
Management/ Accounting, University Sains Malaysia, 
Penang, Malaysia.

Pendidikan Informal : Workshop Desentralisasi 
Fiskal, Jakarta (2000), Program Pelatihan Desentralisasi 
Fiskal, Atlanta, Georgia, USA (2000), Training of Trainers 
Program Manajemen Pengeluaran Publik, Tokyo Japan 
(2000), workshop Kebijakan Pembangunan Ekonomi 
Daerah dalam Era Desentralisasi, Medan (2002), Training 
of Trainers Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana, 
Jakarta (2004), Kursus Pembangunan Ekonomi Daerah 
di Negara-negara Asia, Chiang Mai Thailand (2007), 
Kursus Peranan Pelaku Ekonomi dalam mencegah 
konflik dan membangun perdamaian, Sando, Swedia 
(2007), Penelitian Kurikulum Perguruan Tinggi, Kentucky 
USA (2009), workshop Anggota Dewan Komisaris, 
Direksi dan Dewan Pengawas Bank Syariah, Jakarta 
(2010), Woorkshop Lintas Negara Evaluasi Dampak 
Pembangunan di Negara – negara yang Rentan, Dubai, 
UAE (2010).

Pengalaman Kerja : Dosen Tetap, Fakultas Ekonomi 
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (1987-sekarang), 
Penasehat Gubernur (2002-2006), Pembantu Dekan 
Bidang Akademik, Unsyiah (2005-2006), anggota 
University Task Force for Aceh Reconstruction (2005- 
2007), Pendiri dan Anggota Aceh Recovery Forum 
(2005-sekarang), Anggota Tim advokasi RUU-PA (2006), 
Ketua Badan Pengawas Yayasan Leuser International 
(2006-sekarang), anggota Dewan Pembina Baitul Maal 
Aceh (2007-2009), staff khusus Deputi Pengawasan, BRR 
(2008), Ketua Umum Ikatan Akuntan Indonesia, Aceh 
(2010-sekarang), Anggota Dewan Pengawas Syariah 
Bank Aceh (2009-2010). Komisaris independen PT. Bank 
Aceh (Juni 2016-sekarang) II Aceh Barat (1994-1998), 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh 

Barat (1998-2000), Asisten Administrasi Pembangu-
nan Sekda Kab. Aceh Barat (2000-2001), Kepala Dinas 
Perindag Kabupaten Aceh Barat (2001-2002), Sekda 
Kab. Nagan Raya (2002- 2006), Asisten Keistimewaan 
Aceh Sekda Prop. NAD (2006-2008), Pj. Bupati Simeulue 
(2006-2007), Kepala PKP2A IV LAN Aceh (2010), Sekda 
Provinsi Aceh (2014 sampai Sekarang). 

Abdussamad
Komisaris Independen

Lahir :  Bakongan, tanggal 03 Maret 1956.

Pendidikan : Sarjana Ekonomi, Sekolah Tinggi 
Manajemen (STIM) PASEE LANGSA..

Pendidikan Informal : Company Gathering 
Team Building (2007), Bank Planning (1992), Bank 
Management (1994), Lokakarya LKK menjadi BPR 
(1992), Supervisi Kredit (1994), Aspek Hukum 
Perbankan (2001), Diklat Pemimpin Cabang Pembantu 
(2008), Sertifikasi Manajemen Risiko (2008), Workshop 
Bersama Ahli Perbankan (2009), Diklat Pemimpin 
Cabang (2009), Workshop Pembiayaan Kredit 
Mikro dan Solusinya (2011), Risk Based Bank Rating 
(2012), Pelatihan Peran Bank dalam Mencegah dan 
Menangani Kejahatan Perbankan yang Menggunakan 
Produk Bank Berisiko Tinggi (2012).

Pengalaman Kerja : Kepala Seksi Kantor Cabang 
Blang Pidie (1991-1994), Kepala Kantor Kas Langsa 
(1994-2003), Kepala Seksi Kantor Cabang Bireuen 
(2003-2007), Kepala Kantor Cabang Pembantu Kuala 
Simpang (2007-2009), Pemimpin Kantor Cabang 
Kuala Simpang (2009-2012), Komisaris PT. Bank Aceh 
(Januari 2014-sekarang). Komisaris Independen 
PT.Bank Aceh (Juni 2016-sekarang).
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Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris
Kebijakan dasar dalam penerapan sistem organisasi 
yang efisien dan efektif serta pelaksanaan manajemen 
operasional yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip 
dasar Good Corporate Governance dilakukan dengan 
cara:
1. Meningkatkan peranan Dewan Komisaris dalam 

fungsi pengawasan terhadap kualitas manajemen 
dan kesehatan operasional PT. Bank Aceh Syariah 
yang dilakukan secara independen dan profesional 
sesuai dengan yang diamanatkan dalam RUPS.

2. Memperjelas uraian tugas, tanggung jawab dan 
kewenangan dari masing-masing Komisaris PT. 
Bank Aceh Syariah untuk dapat menjalankan 
peranan dan fungsinya secara professional, efisien 
dan efektif.

3. Sistem pendelegasian kewenangan dan 
pembagian tugas yang fokus, jelas dan seimbang 
dalam rangka meningkatkan peranan tugas dan 
tanggung jawab serta kewenangan dari masing-
masing anggota Komisaris untuk pengambilan 
keputusan secara independen dalam rangka 
meningkatkan kualitas aplikasi Good Corporate 
Governance.

4. Memberikan arahan, melakukan evaluasi 
dan pengawasan secara terus menerus dan 
berkesinambungan untuk pengembangan bisnis 
operasional, organisasi dan pengembangan 
Sumber Daya Insani PT. Bank Aceh Syariah dalam 
rangka meningkatkan nilai perusahaan.

5. Memastikan bahwa pelaksanaan tugas-tugas dan 
tanggung jawab anggota Dewan Komisaris telah 
sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan 
Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Good 
Corporate Governance.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ketentuan 
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku 
pada Bank Aceh, pelaksanaan tugas, wewenang dan 
tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai 
berikut:
1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip 
GCG.

2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good 
Corporate Governance dalam setiap kegiatan 
usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang 
organisasi PT. Bank Aceh Syariah.

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawab Direksi dalam 
menjalankan perseroan, serta memberikan 
nasehat kepada Direksi.

4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana 
dimaksud diatas, Dewan Komisaris wajib memantau 
dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis 
Bank, namun dilarang terlibat dalam pengambilan 
keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
a. Pengambilan keputusan untuk pemberian 

pembiayaan kepada Direksi atau kepada pihak 
terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tanggal 
20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum 
Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 8/13/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 
2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas 
Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan 

b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran 
Dasar Bank atau Peraturan Perundangan yang 
berlaku.

5. Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, 
Dewan Komisaris melakukan pengawasan pasif 
dan aktif dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan 
Manajemen Risiko, memastikan kepatuhan Bank 
terhadap peraturan perundang-undangan lain 
yang berlaku serta memantau dan menjaga 
kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan 
komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

6. Dewan Komisaris memantau pelaksanaan tugas 
dan tanggungjawab anggota Komite PT. Bank 
Aceh Syariah sesuai Peraturan Bank Indonesia dan 
Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Good 
Corporate Governance.

7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa 
Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/ 
atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas 
Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Pengawas 
Syariah, auditor ekstern dan Otoritas Pengawasan/ 
pemeriksan lainnya.

8. Apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang-
udangan dibidang keuangan serta perbankan 
dan suatu kondisi yang dapat membahayakan 
kelangsungan usaha Bank, Dewan Komisaris wajib 
memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan.

9. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan 
tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris 
PT. Bank Aceh Syariah membentuk paling kurang 3 
(tiga) komite yaitu Komite Pemantau Risiko, Komite 
Remunerasi dan Nominasi dan Komite Audit.

10. Komisaris Independen hanya merangkap jabatan 
sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) 
komite lainnya.
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11. Pengangkatan dan penetapan tugas dan 
tanggung jawab anggota Komite sebagaimana 
tersebut diatas, wajib ditetapkan melalui 
Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah 
berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris 
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite 
Remunerasi & Nominasi.

12. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa 
komite yang telah dibentuk tersebut menjalankan 
tugasnya secara efektif.

13. Memberikan pendapat dan saran serta 
pengesahan Rencana Bisnis Bank yang diusulkan 
Direksi.

14. Menyampaikan laporan pengawasan Rencana 
Bisnis Bank (RBB), serta laporan lainnya sesuai 
dengan ketentuan.

15. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan lainnya 
yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perusahaan 
dan RUPS.

Dewan Komisaris Bank Aceh dalam melaksanakan 
tugasnya, telah mengarahkan, memantau dan 
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis 
Perusahaan secara berkesinambungan. Untuk 
meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan tugas 
dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut, 
Dewan Komisaris Bank Aceh telah membentuk 
komite-komite yang dimaksud dalam GCG, yang 
terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko 
serta Komite Remunerasi dan Nominasi yang bekerja 
secara independen tanpa ada pengaruh dan tekanan 
dari pihak manapun.

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Direksi, serta telah memberikan nasehat kepada 
Direksi dalam upaya menjaga eksistensi dan 
melaksanakan pengembangan usaha Perusahaan. 
Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, 
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan 
keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam 
hal penyediaan dana kepada pihak terkait dengan 
Bank, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank 
Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit 
Bank Umum dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam 
Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan 
yang berlaku.

Kriteria Dewan Komisaris
Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan umum 
dan persyaratan khusus yang diatur dalam Anggaran 
Dasar PT. Bank Aceh Syariah. Seluruh anggota Dewan 
Komisaris PT. Bank Aceh Syariah memiliki integritas, 
akhlak dan moral yang tinggi, serta telah dinyatakan 
lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit 
and Proper Test) dan telah memperoleh persetujuan 
RUPS, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dengan 
Dewan Komisaris Lainnya dan/atau Direksi dan 
Pemegang Saham 
Selama tahun 2017, seluruh anggota Dewan 
Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, mencakup 
hubungan keluarga, hubungan keuangan, serta 
kepengurusan dan kepemilikan saham di Perseroan 
dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi 
ataupun Pemegang Saham.

Nama
Name

Hubungan Keluarga Dengan
Family Relationship With

Hubungan Keuangan Dengan
Financial Relationship With

 Kepengurusan dan Kepemilikan Saham Pada
Perseroan Lain

Managerial and Shareholding In Other Company

Dewan Komisaris
 Board of

Commissioners

Direksi
 Board of
Directors

 Pemegang
Saham

Shareholders

Dewan Komisaris
 Board of

Commissioners

Direksi
 Board of
Directors

 Pemegang
Saham

Shareholders

Dewan Komisaris
 Board of

Commissioners

Direksi
 Board of
Directors

 Pemegang
Saham

Shareholders

Ya
Yes

Tdk
No

Ya
Yes

Tdk
No

Ya
Yes

Tdk
No

Ya
Yes

Tdk
No

Ya
Yes

Tdk
No

Ya
Yes

Tdk
No

Ya
Yes

Tdk
No

Ya
Yes

Tdk
No

Ya
Yes

Tdk
No

Dermawan √ √ √ √ √ √ √ √ √

Islahuddin √ √ √ √ √ √ √ √ √

Abdussamad √ √ √ √ √ √ √ √ √

Komisaris Independen
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 
11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang 
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank 
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Komisaris 
Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang 

tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, 
kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga 
dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi 
dan atau pemegang saham pengendali atau 
hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi 
kemampuannya untuk bertindak independen.
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Komisaris Independen Bank Aceh memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 
tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan 
Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah 
dan Unit Usaha Syariah tersebut.

Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran 
Anggota Dewan Komisaris
Selama tahun 2017, Dewan Komisaris Bank Aceh telah 
melaksanakan rapat sebanyak 10 kali. Adapun hasil 
rapat Dewan Komisaris tersebut dituangkan dalam 
suatu risalah rapat dan didokumentasikan secara 
baik. Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat dissenting 
opinion dalam hasil pelaksanaan rapat.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota 
Dewan Komisaris Bank Aceh yang diselenggarakan 
selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris
 Members of the Board of

Commissioners

Jumlah Rapat
 Number of

Meetings

 Jumlah
Kehadiran

Total Attendance

Kehadiran %
Attendance %

Dermawan 10 5 50%

Islahuddin 10 10 100%

Abdussamad 10 9 99%

Rekomendasi Dewan Komisaris 
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, 
Dewan Komisaris secara efektif telah memberikan 
arahan, nasihat dan masukan kepada Direksi untuk 
melaksanakan pengembangan usaha Perusahaan, 
baik yang dilakukan melalui rapat-rapat rutin maupun 
melalui evaluasi atas kinerja Perusahaan. 

Selama tahun 2017, nasihat dan rekomendasi yang 
diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi antara 
lain sebagai berikut:
•	 Nasehat Dewan Komisaris, surat No.19/DK-BA/

VII/2017 tanggal 27 Juli 2017
•	 Kinerja Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah , surat 

No.27/DK-BA/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 
•	 Penguatan Fungsi dan Peran Divisi SPI/SKAI, No.28/

DK-BA/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017
•	 Tindaklanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris dan 

Direksi PT. Bank Aceh Syariah, surat No. 38/DK-BA/
XII/2017 tanggal 07 Desember 2017.

Program Peningkatan Kompetensi Anggota 
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris Bank Aceh Syariah berkomitmen 
untuk dapat menjalankan tugas pengawasan dan 
pemberian nasihat kepada Direksi, oleh karenanya 
Dewan Komisaris senantiasa berusaha menambah 
dan memutakhirkan pengetahuan atau kompetensi 
yang dimiliki. Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan 
peningkatan kompetensi Dewan Komisaris maka 
Dewan Komisarismendapatkan kesempatan untuk 
mengikuti berbagai pendidikan khusus, pelatihan,  
workshop, seminar, conference baik yang dilakukan di 
dalam negeri maupun di luar negeri dengan biaya 
berasal dari Bank Aceh. 

Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah mengikuti 
10 (sepuluh) kali pelatihan. Adapun pelatihan yang 
telah diikuti Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No Anggota Dewan Komisaris Jenis Pelatihan

1
Dermawan
Islahuddin
Abdussamad

Workshop Pembiayaan konsep dan kasus

2 Abdussamad Workshop Corporate Plan

3
Islahuddin
Abdussamad

Pelatihan Aspek hokum Pembuatan Kontrak dan pengadab  Barang dan Jasa Pemerintah

4
Islahuddin
Abdussamad

Workshop Risk Profile, ATMR, CAR, ICAAP dan SREP

5 Islahuddin Workshop Menyusun Key Performance Indikator (KPI) dan Renumerasi & Nominasi

6
Islahuddin
Abdussamad

Seminar FKDK/P BPD SI tahun 2017 “ Peran Dewan Komisaris pada Transformasi BPD di Era Disruptive 
Innovation and Technology

7 Islahuddin Seminar Banking Cybersecurity

8
Islahuddin
Abdussamad

Training Role of Project Management Office (PMO) in Project Governance

9
Islahuddin
Abdussamad

Pelatihan PSAK 46

10 Abdussamad
Seminar Arahan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) serta 
perlindungan konsumen.
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Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh 
pemegang saham. Kinerja Dewan Komisaris 
dievaluasi berdasarkan berbagai aspek 
sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
1. Pengawasan terhadap realisasi Kebijakan Umum 

Direksi (KUD). Pelaksanaan penilaian   dilakukan 
secara berkala.

2. Penilaian Mandiri (Self Assessment) GCG
Penilaian kinerja Dewan Komisaris dapat 
diukur dari hasil pencapaian self assessment 
GCG khususnya pada penilaian aspek 
Dewan Komisaris dan organ penunjangnya. 
Pelaksanaan self assessment GCG merujuk 
pada Peraturan Bank Indonesia.

3. Pertanggungjawaban Laporan Tahunan dan 
Laporan Kerja Bank
a. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai 

pengawas, menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban pengawasan atas 
pengelolaan bank oleh Direksi. Laporan 
pengawasan Dewan Komisaris merupakan 
bagian dari Laporan Tahunan yang 
disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh 
persetujuan.

b. Dengan diberikannya persetujuan atas 
Laporan Tahunan dan pengesahan atas 
laporan keuangan, berarti RUPS telah 
memberikan pembebasan dan pelunasan 
tanggung jawab sepenuhnya kepada masing-
masing Anggota Dewan Komisaris sejauh hal-
hal tersebut tercermin dari Laporan Tahunan,  
dengan tidak mengurangi tanggung jawab  
Anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi   
tindak pidana atau kesalahan dan/atau 
kelalaian yang menimbulkan kerugian  bagi  
pihak ketiga yang dapat dipenuhi dengan aset 
Bank Aceh.

c. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris 
kepada RUPS merupakan perwujudan 
akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan 
Bank Aceh dalam rangka perlaksanaan atas 
GCG.

Komite Di Bawah Dewan 
Komisaris
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris 
Bank Aceh telah membentuk komite-komite yang 

terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko 
serta Komite Remunerasi dan Nominasi yang bekerja 
secara independen tanpa ada pengaruh dan tekanan 
dari pihak manapun. 

Bank Aceh telah memiliki pedoman Good Corporate 
Governance yang mengatur tentang tugas dan 
tanggung jawab komite-komite, yang telah 
disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. 

Komite Audit
Komite Audit Bank Aceh dibentuk sebagai salah satu 
kelengkapan perangkat Dewan Komisaris dalam 
memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip GCG 
dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh 
tingkatan atau jenjang organisasi.

Jumlah dan Komposisi Komite Audit
Pada tahun 2017 tidak terdapat perubahan dalam 
keanggotaan Komite Audit Bank Aceh. Jumlah 
Anggota Komite Audit Bank Aceh sebanyak 3 (tiga) 
orang terdiri dari Komisaris Independen sebagai 
Ketua Komite dan 2 (dua) orang Pihak Independen 
dari Eksternal Bank yang ahli di bidang akuntansi/
keuangan dan perbankan.

Jumlah dan komposisi Komite Audit Bank Aceh 
selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan

Abdussamad (Komisaris Independen) Ketua

Endang S. Ningsih (Pihak Independen) Anggota

Tasmin A. Rahim (Pihak Independen) Anggota

Komite Audit PT. Bank Aceh Syariah dibentuk sebagai 
salah satu kelengkapan perangkat Dewan Komisaris 
dalam memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip 
GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh 
tingkatan atau jenjang organisasi.

Kriteria Komite Audit
Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Audit 
adalah memiliki independensi, integritas, akhlak dan 
moral yang baik. Selain itu anggota Komite memiliki 
keahlian di bidang keuangan atau akuntansi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit 
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit, meliputi:
(1) Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite; 
(2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas 

perencanaan dan pelaksanaan audit serta 
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pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam 
rangka menilai kecukupan pengendalian intern 
termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; 

(3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: 
a) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; 
b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor 

Akuntan Publik dengan standar audit yang 
berlaku; 

c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar 
akuntansi yang berlaku; 

d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil 
temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan 
Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia 
dan OJK guna memberikan rekomendasi 
kepada Dewan Komisaris; 

e) Memberikan rekomendasi mengenai 
penunjukan Akuntan Publik dan Kantor 
Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris 
untuk disampaikan kepada Rapat Umum 
Pemegang Saham serta hal-hal lain atas 
permintaan Dewan Komisaris Bank Aceh.

Independensi Komite Audit
Seluruh anggota Komite Audit tidak ada yang memiliki 
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan 
saham dan atau hubungan keluarga dengan 
anggota Komite Audit lainnya, Dewan Komisaris, 
Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau 
hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi 
kemampuannya untuk bertindak independen.

Frekuensi Rapat Komite Audit
Selama tahun 2017, Komite Audit Bank Aceh telah 
melaksanakan rapat sebanyak 8 kali.

Laporan Kerja Komite Audit 
•	 Telaah atas draft SK penerbitan Produk Pensiun iB 

dan Draft SK tentang SOP Tabungan Pensiun iB
•	 Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan 

Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
•	 Kajian tentang SOP penyelenggaraan fasilitas 

Anjungan Tunai Mandiri dan Kartu Anjungan Tunai 
Mandiri (ATM) PT. Bank Aceh Syariah.

•	 Kajian atas draf SK Direksi tentang Pembiayaan Pra 
Pensiun Karyawan PT. Bank Aceh Syariah

•	 Laporan Hasil kunjungan ke Divisi SPI/SKAI PT. 
Bank Aceh Syariah

•	 Struktur Organisasi
•	 Pemenuhan Tindak lanjut Hasil Audit SKAI
•	 Pelaksanaan Audit Berbasis Risiko (RBA)
•	 Penunjukan KAP untuk Tahun Buku 2017
•	 Penguatan fungsi-fungsi tugas SPI/SKAI
•	 Hasil pelaksanan audit Semester I tahun 2017

•	 Hasil kunjungan ke kantor cabang-cabang PT. 
Bank Aceh Syariah

•	 Pelaksanaan Audit Semester II tahun 2017

Komite Pemantau Risiko
Jumlah anggota Komite Pemantau Risiko PT. Bank 
Aceh Syariah sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 
Komisaris Independen sebagai Ketua Komite, 2 (dua) 
orang dari Eksternal yaitu 1 (satu) orang berasal 
Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala dan 1 
(satu) orang merupakan pensiunan karyawan Bank. 
Anggota Komite Pemantau Risiko juga bukan berasal 
dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif 
PT. Bank Aceh Syariah dan tidak memiliki hubungan 
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan 
atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan 
dengan Bank. 

Susunan Komite Pemantau Risiko PT. Bank Aceh 
Syariah untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan

Islahuddin (Komisaris Independen) Ketua

Faisal (Pihak Independen) Anggota

Dhamhuri Zain (Pihak Independen) Anggota

Kriteria Komite Pemantau Risiko
Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite 
Pemantau Risiko adalah memiliki independensi, 
integritas, akhlak dan moral yang baik. Selain 
itu anggota Komite memiliki keahlian di bidang 
keuangan, hukum dan manajemen risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau 
Risiko
1. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite;
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara 

kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan 
kebijakan tersebut pada PT. Bank Aceh Syariah;

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan 
Satuan Kerja Manajemen Risiko PT. Bank Aceh 
Syariah guna memberikan rekomendasi kepada 
Dewan Komisaris PT. Bank Aceh Syariah.

Independensi Komite Pemantau Risiko
Seluruh anggota Komite Pemantauan Risiko tidak ada 
yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, 
kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga 
dengan anggota Komite Pemantauan Risiko lainnya, 
Dewan Komisaris, Direksi dan atau pemegang saham 
pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat 
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak 
independen.



Laporan Tatakelola Perusahaan  PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2017 21

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko
Selama tahun 2017, Komite Pemantauan Risiko Bank 
Aceh telah melaksanakan rapat sebanyak 12 kali.

Laporan Kerja Komite Pemantau Risiko 
1. Penyampaian Kajian komite Pemantau Risiko 

terhadap Kunjungan Lapangan Tim Dewan 
Komisaris pada beberapa Kantor Cabang PT. Bank 
Aceh Syariah Pasca Konversi Tahap I.

2. Penyampaian Laporan Semester I tahun 2017 
Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris 
per tanggal 01 Agustus 2017.

3. Penyampaian Kajian komite Pemantau Risiko 
terhadap Kunjungan Lapangan Tim Dewan 
Komisaris pada beberapa Kantor Cabang PT. Bank 
Aceh Syariah Pasca Konversi Tahap II.

4. Penyampaian Laporan Kajian Komite Pemantau 
Risiko tehadap SK Direksi SOP Jaringan Komunikasi 
Kepada Dewan Komisaris PT. Bank Aceh Syariah.

5. Penyampaian Laporan kajian Komite Pemantau 
Risiko terhadap SK Direksi Penyelenggaraan Produk 
Layanan Penerimaan Pajak dan/atau Retribusi 
Daerah Kota Banda Aceh melalui koneksi Host 
to Host dengan aplikasi  E-Setor kepada Dewan 
Komisaris PT. Bank Aceh Syariah.

6. Penyampaian Laporan Komite Pemantau Risiko 
terhadap SK Direksi tentang Rekruitmen dan 
seleksi Pejabat Struktural PT. Bank Aceh Kantor 
Cabang Jakarta kepada Dewan Komisaris PT. Bank 
Aceh Syariah.

7. Penyampaian Laporan Kajian Komite Pemantau 
Risiko terhadapa SK Direksi tentang Desktop 
Management kepada Dewan Komisaris PT. Bank 
Aceh Syariah.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Jumlah dan Komposisi Komite Remunerasi dan 
Nominasi
Pada tahun 2017 tidak terdapat perubahan dalam 
keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi 
Bank Aceh. Jumlah Anggota Komite Remunerasi dan 
Nominasi Bank Aceh sebanyak 4 (empat) orang, yaitu 
diketuai oleh Komisaris Independen dan dibantu oleh 
3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang 
Komisaris Utama, 1 (satu) Komisaris Independen dan 
1 (satu) orang Pejabat Eksekutif (Pemimpin Divisi SDI).

Jumlah dan komposisi Komite Remunerasi dan 
Nominasi Bank Aceh selama tahun 2017 adalah 
sebagai berikut:

 Nama Jabatan

Islahuddin (Komisaris Independen) Ketua

Dermawan (Komisaris Utama) Anggota

Abdussamad (Komisaris Independen) Anggota

Muchlis Thaher (Pemimpin Divisi SDI)) Anggota

Kriteria Komite Remunerasi dan Nominasi
Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite 
Remunerasi dan Nominasi adalah memiliki 
independensi, integritas, akhlak dan moral yang baik. 
Selain itu anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 
harus memiliki pengetahuan tentang sistem 
remunerasi dan succesion plan bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi 
dan Nominasi 
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan 
Nominasi meliputi:
1. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite; 
2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi 

dan memberikan rekomendasi kepada Dewan 
Komisaris mengenai: 
a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris 

dan Direksi Bank Aceh untuk disampaikan 
kepada Rapat Umum Pemegang saham;

b. Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif 
dan pegawai Bank Aceh secara keseluruhan 
untuk disampaikan kepada Direksi.

3. Menyusun dan memberikan rekomendasi 
mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan 
atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan 
Direksi Bank Aceh kepada Dewan Komisaris untuk 
disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang 
Saham; 

4. Memberikan rekomendasi mengenai calon 
anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi Bank 
Aceh kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan 
kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 

5. Memberikan rekomendasi mengenai pihak 
independen yang akan menjadi anggota Komite 
Audit dan Komite Pemantau Risiko pada Bank 
Aceh kepada Dewan Komisaris.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi
Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 
tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, 
kepengurusan, kepemilikan saham dan atau 
hubungan keluarga dengan anggota Komite 
Remunerasi dan Nominasi lainnya, Dewan Komisaris, 
Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau 
hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi 
kemampuannya untuk bertindak independen.
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Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Selama tahun 2017, Komite Remunerasi dan Nominasi 
Bank Aceh telah melaksanakan rapat sebanyak 1 kali.

Laporan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi 
1. Membahas Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah
2. Membahas rencana penyesuain renumerasi Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) PT. Bank Aceh Syariah
3. Membahas rencana pemberlakuan POJK tentang 

penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Renumerasi 
bagi Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah

Penilaian Kinerja Masing-Masing Komite 
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris melakukan penilaian Kinerja 
terhadap masing-masing Komite Dewan Komisaris 
secara rutin setiap tahun sebagai bahan pentimbangan 
dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas 
organ pendukung Dengan Komisaris.

Masing-masing Komite Dewan Komisaris dinilai 
berdasarkan kinerja pelaksanaan tugas komite yang 
mencakup realisasi laporan pelaksanaan tugas komite 
sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, 
frekuensi kehadiran rapat dan rekomendasi yang 
diberikan dalam tugasnya membantu pelaksanaan 
fungsi pengawasan dan penasihatan Dewan Komisaris 
yang dalam tahun buku 2017 pada umumnya telah 
dilaksanakan dengan baik.

Sekretaris Dewan Komisaris
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan 
Komisaris telah dilengkapi Pedoman Kerja yang 
disebut dengan Job Description. Fungsi  Sekretaris 
Dewan Komisaris dilakukan oleh Divisi Corporate 
Secretary.

Tugas Dan Tanggung Jawab 
Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fungsi 
pokok untuk memberikan dukungan kepada Dewan 
Komisaris guna memperlancar tugas -tugas Dewan 
Komisaris dan sebagai penghubung antara Dewan 
Komisaris dengan manajemen, serta bertanggung 
jawab untuk menyediakan dan menyampaikan 
informasi yang penting tentang Rapat Dewan 
Komisaris kepada Manajemen Perseroan.

Secara rinci pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan 
Komisaris tahun 2017 antara lain:
1. Mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat 

Dewan Komisaris
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai 

Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris,  

baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat, 
maupun dokumen penting lainnya

4. Menyusun Rancangan rencana Kerja dan Anggaran 
Dewan Komisaris

5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan 
Komisaris

6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Direksi
Jumlah, Komposisi dan Keberagaman Direksi 
Jumlah dan komposisi Direksi PT. Bank Aceh Syariah 
selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Berlaku Efektif

Nama Jabatan Persetujuan Bank Indonesia Persetujuan 
RUPS

Busra Abdullah Direktur 
Utama

No. Kep-40/D.03/2016 tgl. 1 
September 2016

  22 Juni 2016

Rusydi M. Adam Direktur 
Operasional

No. Kep-40/D.03/2016 tgl. 1 
September 2016

22 Juni 2016

Haizir Sulaiman Direktur Dana 
dan Jasa

No. Kep-40/D.03/2016 tgl. 1 
September 2016

22 Juni 2016

Zikri A. Gani Direktur 
Kepatuhan 

No. Kep-40/D.03/2016 tgl. 1 
September 2016

22 Juni 2016

Zakaria Arahman Direktur 
Bisnis

No. Kep-40/D.03/2016 tgl. 1 
September 2016

22 Juni 2016

Seluruh Direksi PT. Bank Aceh Syariah tidak memiliki 
rangkap jabatan sebagai komisaris, Direksi atau 
pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan atau 
lembaga lain.
Direksi PT. Bank Aceh Syariah telah memenuhi 
persyaratan dan telah lulus Penilaian Kemampuan 
dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan 
ketentuan Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank 
Indonesia (PBI) Nomor. 14/6/PBI/2012 tentang Uji 
Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank 
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Direksi PT. Bank Aceh Syariah tidak memiliki rangkap 
jabatan sebagai komisaris, Direksi atau pejabat 
eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga 
lain.
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Profil Direksi

Busra Abdullah
Direktur Utama

Lahir :  Miruek Taman, Aceh Besar tanggal 30 Maret 
1962.

Wafat : Banda Aceh, 29 Desember 2017

Pendidikan : Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Pendidikan Informal : Seminar Nasional Political 
Economy Outlook 2018 “ Masa Depan Consumer 
Banking di Era Disruption” (2017), Seminar Arahan 
Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan 
Pendanaan Terorisme (APU PPT) serta perlindungan 
konsumen di sektor Perbankan (2017), Undangan 
Forum Group Discussion Fungsi GCG Risk dan 
Compliance (GRC) (2017), Seminar Banking 
Cybersecurity  (2017), Refreshment BSMR Level V 
“Penilaian Tingkat Kesehatan Bank” (2017), Penguatan 
Tiga Pilar pengendalian dalam mitigasi risiko (2016), 
Workshop Overview Perbankan Syariah(2015), 
Training Risk Monitoring dan Controlling (2015), 
Pemahaman dan Penerapan PSAK (2014), Seminar 
Peluang dan Tantangan untuk tercapainya BPD 
Regional Champion(2014), ALMA,  Bank Planning 
(2014), Branch Manager, Loan risk Management, 
Risk Management Workshop, Credit Scoring, Risk 
Assesment in Credit Transaction, Credit Mikro (2012), 
Operational Risk, Sertifikasi Manajemen Risiko (2010), 
Pelatihan Akuntansi Instrumen Keuangan(2008), 
Sespibank (2008), International Certificate in Banking 
Risk and Regulation (2009), Pelatihan Restrukturisasi 
dan Penyelamatan Kredit yang Efektif Guna 
Meningkatkan Kinerja Bank (2010), dll.

Pengalaman Kerja : Kepala Bagian Kantor Pusat 
(1993-2001), Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran 
Kantor Pusat Operasional Banda Aceh (2004), 
Pemimpin Cabang Sigli (2008), Pemimpin Kantor 
Pusat Operasional (2009-2010), Direktur Pemasaran 
PT. PT. Bank Aceh Syariah (2010-2014), Direktur Utama 
(2014-29 Desember 2017).

Rusydi M. Adam
Direktur Operasional

Lahir: Mns. Bungong Garot, Aceh Pidie tanggal 02 
Maret 1963

Pendidikan: Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. 

Pendidikan Informal: 5 th Executive Annual 
Gathering “Merangkul Ekonomi Digital yang baru : 
Bertahan dan Berkembang (2017), Pelatihan PSAK 46 
(2017), Training Cyber Crime MitigationAnd Litigation” 
(2017), Refershment BSMR Level V “Analisa Kredit 
Korporasi dan Komersial  (2017), Indonesia Building 
Management Summit (2016), Ketenagakerjaan dan 
Imbalan Pasca Kerja (2015), Keberhasilan Review Resiko 
Operasional dan Resiko Kredit (2014), Pemahaman 
PSAK dan Implementasi Perpajakan (2014), Islamic 
Bank Spin-Off Worksop (2013), Sertifikasi Manajemen 
Risiko Level V (2013), SESPIBANK Angkatan 46 (2007), 
Training High Impact Presentation (2013), Workshop 
Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Outsourcing 
(2012), Seminar Alih Daya (2012), Workshop Menuju 
Spin Off Bank Syariah (2011), Riset Perbankan Syariah 
(2010), Pelatihan Sistem IT Sisdur Produk Rahn (2010), 
Training Fiqh Muamallah Kontemporer on Islamic 
Banking and Finance (2010), International Certificate 
In Banking Risk and Regulation (2009), Leadership 
and Change Management (2009), Training of Trainer 
(2009), Pelatihan Akuntansi Instrumen Keuangan 
(2008), Islamic Capital Market (2008), Personality 
Development dan Effective Communication (2007), 
dll. 

Pengalaman Kerja: Pemimpin Cabang Blang Pidie 
(1996), Pemimpin Cabang Sigli (1992), Pemimpin 
Cabang Takengon (1997-2002), Pemimpin Cabang 
Langsa (2002-2006), Pemimpin Cabang Lhokseumawe 
(2006), Pemimpin Divisi Syariah (2007-2011), 
Pemimpin Divisi SDI (2011), Direktur Operasional PT. 
PT. Bank Aceh Syariah (2014-sekarang).
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Haizir Sulaiman
Direktur Dana & Jasa

Lahir :  Alur Pinang, tanggal 15 April 1963.

Pendidikan : Sarjana Hukum dan Magister Hukum, 
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda 
Aceh.

Pendidikan Informal : Uji Sertifikasi Program 
khusus Sertifikasi Treasury Dealer (2017), Seminar 
Persiapan penerapan PSAK 71 (2017), Workshop 
Islamic Spirituality for Effective Leadership (2017), 
Program Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko 
(Rencana Bisnis Bank sebagai sarana Bank dalam 
mengendalikan Risiko Strategik) Level V  (2017), 
Seminar Hasil Riset Perbankan Syariah 2016 (2016), 
Workshop Pengembangan Sumber Daya insani (SDI) 
Bagi Bank Pembangunan Daerah (2016), Penguatan 
Tiga Pilar Pengendalian Dalam Mitigasi Risiko (2016), 
Workshop Bpjs Ketenagakerjaan Dan Imbalan Pasca 
Kerja (Psak 24) (2015), Lokakarya The Role And Function 
Of Commissioners, Directors And Syaria Suprvisory 
Board In Managing Islamic Bank (2014), In House 
Training Pengkinian Pemahaman Penerapan Psak 
(Yang Berlaku Untuk Tahun Buku 2013)& Memahami 
Implikasi Perpajakan (2014),  Course On Financing 
Scheme In Islamic Banking & Finance For Asia-Middle 
East Dialogue (Amed) Member Countries (2012), 
Seminar Gadai Emas Di Bank Syariah (2012), Workshop 
Mengantisipasi PSAK & ISAK Yang Berlaku Efektif (2011), 
Kursus Pemimpin Cabang Eksekutif (2011), workshop 
menuju spin of bank syariah (2011), Pelatihan IT Sisdur 
Produk Rahn (2010), Eksekutif Marketing Ala Syakir 
Sula Marketing Bahlul Vs Marketing Syariah (2009), 
Studi Banding Untuk Pengembangan Produk Rahn 
(Gadai) (2009), Studi Banding Pembiayaan Tijarah 
Agribisnis Ke Card Bank Filipina (2009),  pelatihan 
training of trainers (2009), IT for Exeutives (2009), 
Pelatihan Rahn (2009), Pelatihan Akuntansi Instrumen 
Keuangan (2008), Sertifikasi Manajemen Risiko 1-5, 
Legal Aspect dan Akad Bank Syariah (2006), workshop 

international banking (2008),ALMA, Kursus Loan risk 
Management, Leadership Course, Pelatihan Prinsip 
Pengenalan Nasabah, Executive workshop Perbankan 
Syariah, , Riset Perbankan Syariah, Sespibank angkatan 
48 dll.

Pengalaman Kerja : Kepala Bagian (1997-2004), 
Pemimpin Cabang Syariah (2004-2010), Direktur 
Syariah (2011-2015), Direktur Syariah dan SDI (2015-
2016) Direktur Dana  dan Jasa (2016-sekarang).

Zikri A. Gani
Direktur Kepatuhan

Lahir :  Sigli, Aceh Pidie tanggal 05 Juni 1963.

Pendidikan : Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Pendidikan Informal : Training Role Of Prject 
management Office (PMO) In Project Governance  
(2017), Seminar Peran KPK, PPATK dan Korporasi dalam 
pecegahandanpemberantasan tindak pidanapencucian 
uang (TPPU) (2017), Workshop Risk Profile ATMR, CAR, ICAAP, 
dan SREP  (2017), Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko 
Level V, Pencegahan Fraud & Teknik Grafonomi di Perbankan” 
(2017), Sosialisasi Ketentuan Bank Umum (2017), Seminar 
Arahan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan 
Pendanaan Terorisme (APU PPT) serta perlindungan 
konsumen di sektor Perbankan (2017), Undangan Forum 
Group Discussion Fungsi GCG Risk dan Compliance (GRC) 
(2017), Workshop Risk Based Bank Ranting (2016), Pelatihan 
Manajemen Risiko Likuiditas & Contygency Funding Plan 
(2016), Penguatan Tiga Pilar pengendalian dalam mitigasi 
risiko (2016), Training Risk Monitoring dan Controlling (2015), 
Workshop  Mengurangi Benang Kusus Dan Tumpang 
Tindih Fungsi Unit Bisnis, Manajemen Risiki, Kepatuhan 
Dan Skai Dalam Tata Kelola Risiko Dan Kepatuhan Yang 
Handal (2015), Bank Planning (2014), Pelatihan Peningkatan 
Pemahaman Terkait Peraturan Ojk No.1/Pojk.07/2013 (2014), 
Pelatihan Manajemen Sumber Daya insani (2014), Training 
Pentingnya Pemahaman Tata Cara Pelaksanaan Stress Test 
(2014), Workshop Anti Pencucian Uang dan Pencegahan 
Pendanaan Terorisgme (2013), Training High Impact 
Presentation (2013), Workshop Penyusunan dan penetapan 
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Perjanjian Outsourcing Perusahaan (2012), Syndicated Loan 
for Practisoner (2011), Strategic Planning Plus (2011), Pelatihan 
Anti Fraud Strategy (2012), Workshop Penerapan Strategi 
Anti Fraud bagi Bank Umum (2012), Workshop Knowledge 
Sharing Linkage Program (2010), Training Tindak Pidana di 
Bidang perbankan (2009), Auditing Information Technology 
Risk Management (2009), Sertifikasi Risk Management 
Level V (2013), Pelatihan Akuntansi Instrumen Keuangan 
(2008), SESPIBANK Angkatan 49 (2008), Pelatihan KYC 
(2008), Seminar Manajemen Risiko Kredit dan Operasional 
(2005), Lokakarya Pengendalian Interen dan Pengawasan 
Berbasis Resiko (2005), The Mystery of Human Touch (2004), 
Kursus Pemimpin Cabang Angkatan 127 (2001), Kursus 
Restrukturisasi Kredit (1999), dll.

Pengalaman Kerja : Kepala Bagian pada Divisi 
Pembiayaan (1993-2002), Pimpinan Cabang Bireuen 
(2002-2006), Pimpinan Cabang Langsa (2006-2008), 
Pemimpin Divisi Kepatuhan (2008-2009), Pemimpin Divisi 
Kredit Komersil (2009-2011), Pemimpin Divisi Kepatuhan 
(2011-2014), Direktur Kepatuhan dan SDI PT. Bank Aceh 
Syariah (Januari 2014-2015), Direktur Kepatuhan (2015 – 
sekarang).

Zakaria Arahman
Direktur Bisnis

Lahir :  Sigli, Tanggal 09 Januari 1959 .

Pendidikan : Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 
Perusahaan/Managemen Universitas Trisakti Jakarta.

Pendidikan Informal : Workshop data quality assurance 
sistem informasi debitur (SID) untuk Direksi BPD di 
wilayah kerya kantor Perwakilan Bank Indonesia - Solo 
& Finalisasi Cleansing Data Sistem Informasi Debitur 
(SID) (2017), Pelatihan Manajemen Risiko Likuiditas & 
Contigency Funding Plan (2016), Penguatan Tiga Pilar 
pengendalian dalam mitigasi risiko (2016), Training 
Risk Monitoring and Controlling (2015), Workshop BPJS 
Ketenagakerjaan Dan Imbalan Pasca Kerja (PSAK 24) 
(2015), Workshop Strategic Planning Dan Transformasi 
BPD (2015), Penyediaan Likuiditas Akhir Tahun Pada BPDSI 
(2014), Penyusunan Rencana Bisnis Bank Yang Sejalan 
Dengan Kebijakan Icaap, Strategi Permodalan , Efisiensi 

Penggunaan Modal Risk Appetitite, R.Tolerance Dan 
R.Limit (2014), Risk, Control & Governance, Qualification 
Internal Audit Certification, Konfrensi Nasional IAPI, Niaga 
Advance Leadership Program, Risk Analysis & Decision 
Making, Indonesia Palm Oil Mill, Implementation of Basel 
II, Risk Management Certification Batch-2, ESQ Executif 
Nasional Angkatan 44, Risk Based Internal Audit, Risk 
Management Certification Batch-1, Reporting Writing 
for Auditor, Advance Bank Management Program, Niaga 
Total Immersion, International Trade, Achieving Customer 
Satisfaction & Profitability, Niaga Branch Management 
Program, Negotiation Skill, Niaga Basic Supervisory 
Development, Program Pendidikan Eksekutif (PPE).

Pengalaman Kerja : Divison Head Cabang Gambir 
Jakarta PT. Bank Niaga Tbk (1991-1992), Branch Manager 
Cabang Kelapa Gading Jakarta PT. Bank Niaga Tbk (1992-
1994), Branch Manager Cabang KYAI TAPA, Jakarta PT. 
Bank Niaga Tbk (1994-1996), Area Commercial Head 
PT. Bank Niaga Tbk (1996), Branch Manager Cabang 
Tanggerang PT. Bank Niaga Tbk (1996-1997), Area 
Commercial Head PT. Bank Niaga Tbk (1997-1998), 
Jakarta Area Commercial Banking II-Coordinator PT. Bank 
Niaga Tbk (1999-2000), Jakarta Area Commercial Banking 
I-Head PT. Bank Niaga Tbk (1999-2000), Group Head PT. 
Niaga Securities (2000-2002), Senior Advisor. PT. Niaga 
Internasional Factor (2002-2003), Chief of Marketing PT. 
Niaga Internasional Factor (2003-2004), Group Head PT. 
Bank Niaga Tbk (2004- 2010), Direktur Bisnis PT. Bank 
Aceh Syariah (2014-sekarang).

Pedoman dan Tata Tertib Direksi
Pedoman dan tata tertib Direksi antara lain mengatur

1. Ketentuan Umum
2. Pembagian Tugas dan wewenang Direksi
3. Susunan Direksi
4. Tugas, wewenang dan Tanggung Jawab
5. Waktu dan Kerja Direksi
6. Rapat Direksi
7. Etika Kerja Direksi
8. Perjalanan Dinas
9. Laporan
10. Ketentuan Penutup

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi 
Direksi bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan 
kepengurusan Bank dan penetapan strategi dan 
kebijakan di lingkungan Bank serta pelaksanaannya 
sesuai dengan tujuan usaha Bank. Direksi mengelola 
Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab 
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, 
ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku, tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu:
1. Direksi bertanggung jawab penuh atas 

pelaksanaan kepengurusan Bank; 
2. Direksi menyusun rencana kerja jangka panjang 

(Corporate Plan), Rencana Bisnis Bank (Business 
Plan) dan Rencana Kerja dan Anggaran; 

3. Direksi menyampaikan laporan tahunan 
kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk 
mendapatkan persetujuan sebagai bentuk 
pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas Direksi 
kepada Pemegang Saham; 

4. Direksi melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam 
setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan 
atau jenjang organisasi; 

5. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan 

rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor 
eksternal, hasil audit Bank Indonesia dan OJK dan 
atau hasil audit otoritas lain; 

6. Direksi menyusun kebijakan dan strategi 
manajemen risiko bank dan bertanggung 
jawab atas pelaksanaan kebijakan dan strategi 
manajemen risiko bank; 

7. Direksi mempunyai tanggung jawab menciptakan 
dan memelihara sistem pengendalian intern yang 
efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut 
berjalan dengan lancar dan sehat;

8. Direksi menyediakan atau memberikan data dan 
informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu 
kepada Dewan Komisaris.

Adapun penetapan pembagian tugas dan pelimpahan 
wewenang Direksi, yaitu:

Direktur Utama 1. Melakukan koordinasi kerja dan mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada anggota Direksi sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku.

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung kepada sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Interen/SKAI, Divisi 
Perencanaan, Divisi Produk & Layanan Komite-komite Kantor Pusat dan Kantor Cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Direktur Operasional Melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung kepada Divisi Umum, Divisi Teknologi Informasi dan Divisi Keuangan & 
Akuntansi, serta Kantor Cabang sesuai dengan bidang tugasnya yang berkaitan dengan bidang operasional bank berdasarkan ketentuan 
yang berlaku.

Direktur Bisnis Melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung kepada Divisi Pembiayaan, Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Aset dan Kantor 
Cabang sesuai dengan bidang tugasnya yang berkaitan dengan Pembiayaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

 Direktur Kepatuhan Merumuskan Strategi dan menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman 
internal Bank, memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah 
sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta 
melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil oleh Direksi Bank atau Pimpinan Kantor Cabang Bank 
tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 
serta melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung kepada Divisi Kepatuhan dan Divisi Risk Management, berdasarkan 
ketentuan yang berlaku.

Direktur Dana dan Jasa Melakukan pembinaan, bimbingan, koordinasi dan pengawasan secara langsung kepada Divisi Treasury Dana & Jasa, Divisi Sumber Daya 
Insani  dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Kantor-Kantor Cabang sesuai dengan bidang tugasnya yang berkaitan dengan 
operasional bank berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kriteria Direksi
Direksi PT. Bank Aceh Syariah harus memenuhi 
persyaratan umum dan persyaratan khusus yang 
diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bank Aceh Syariah. 
Seluruh anggota Direksi PT. Bank Aceh Syariah 
memiliki integritas, akhlak dan moral yang tinggi serta 
telah memenuhi persyaratan dan telah lulus Penilaian 
Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai 
dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian 
Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

Hubungan Afiliasi Direksi dengan Direksi Lain-
nya dan/atau Direksi dan Pemegang Saham 
Selama tahun 2017, seluruh anggota Direksi tidak 
memiliki hubungan afiliasi, mencakup hubungan 
keluarga, hubungan keuangan, serta kepengurusan 
dan kepemilikan saham di Perseroan dengan sesama 
anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun Pemegang 
Saham.
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Nama
Name

Hubungan Keluarga Dengan
Family Relationship With

Hubungan Keuangan Dengan
Financial Relationship With

Kepengurusan dan Kepemilikan Saham Pada Perseroan Lain
Managerial and Shareholding of Other Company

Dewan Komisaris
 Board of

Commissioners

Direksi
 Board of
Directors

 Pemegang
Saham

Shareholders

Dewan Komisaris
 Board of

Commissioners

Direksi
 Board of
Directors

 Pemegang
Saham

Shareholders

Dewan Komisaris
 Board of

Commissioners

Direksi
 Board of
Directors

Pemegang Saham
Shareholders

 Ya
Yes

Tdk
No

 Ya
Yes

Tdk
No

 Ya
Yes

Tdk
No

 Ya
Yes

Tdk
No

 Ya
Yes

Tdk
No

 Ya
Yes

Tdk
No

 Ya
Yes

Tdk
No

 Ya
Yes

Tdk
No

 Ya
Yes

Tdk
No

Busra Abdullah √ √ √ √ √ √ √ √ √

Haizir Sulaiman √ √ √ √ √ √ √ √ √

Zikri A. Gani √ √ √ √ √ √ √ √ √

Rusdi M. Adam √ √ √ √ √ √ √ √ √

Zakaria Arahman √ √ √ √ √ √ √ √ √

Independensi Direksi
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan 
keuangan, kepengurusan, kepemilikan 
saham,hubungan keluarga sampai dengan derajat 
kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota 
Direksi lainnya dan/atau pemegang saham 
pengendali atau hubungan dengan PT. Bank Aceh 

Syariah, yang dapat mempengaruhi kemampuannya 
untuk bertindak independen.

Pelaksanaan Tugas Direksi
Sepanjang tahun 2017, Direksi telah melaksanakan 
kegiatan yang tertuang antara lain :

No
Nota Dinas Nomor
Office Note Number

Tanggal
Date

Kegiatan/Acara
Events/Activity

Tempat
Place

Direksi
Directors

Pengganti Direksi
 Replacement Board of

Directors

1 014/DIR/ND/I/2017 18 JANUARI 2017 Menghadiri Undangan Acara Malam Penghargaan 
Indonesia Business Quality Award 2017 di Jakarta 
pada tanggal 20 Januari 2017

Jakarta Busra Abdullah Dir 
Utama

Rusydi M. Adam Dir 
Operasional 

2 024/DIR/ND/I/2017 27 JANUARI 2017 Menghadiri Undangan Acara Sosialisasi Pelaksanaan 
Operasi Moneter serta Luncheon Meeting terkait 
pentingnya Pengelolaan Likuiditas dan Transaksi Repo 
di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2017

Jakarta Busra Abdullah Dir 
Utama

Zakaria Arahman Dir 
Bisnis

3 035/DIR/ND/II/2017 03 FEBRUARI 2017 Acara Kunjungan Kerja Dalam Rangka Penghimpunan 
Dana Pihak Ketiga serta Mempererat Kerjasama dan 
Tali Silahturahmi dengan PT. Taspen di Jakarta pada 
tanggal 06 Februari 2017 dan Program Refreshment 
Sertifikat Manajemen Risiko level V bersama 
Pemimpin Divisi SKAI (Sdr. Syarifuddin) di Jakarta 
pada tanggal 07 Februari 2017

Jakarta Busra Abdullah Dir 
Utama

Rusydi M. Adam Dir 
Operasional 

4 057/DIR/ND/II/2017 28 FEBRUARI 2017 Acara The 4TH Sharia Society Gathering dengan Tema 
Financial Technology In Islamic Finance di Jakarta 
pada tanggal 01 Maret 2017 dan Acara Hubungan 
Kerjasama dengan PT PLN (Persero) Kantor Pusat di 
Jakarta pada tanggal 02 Maret 2017

Jakarta Busra Abdullah Dir 
Utama

Haizir Sulaiman Dir Dana 
dan Jasa

5 067/DIR/ND/III/2017 09 MARET 2017 Acara Pembahasan Terkait Selisih data system 724 
atas Audit KAP Heliantono dan rekan di Jakarta pada 
tanggal 10-13 Maret 2017

Jakarta Busra Abdullah Dir 
Utama

Zakaria Arahman Dir 
Bisnis

6 080/DIR/ND/III/2017 20 MARET 2017 Menghadiri undangan Seminar Nasional BPD SI & 
Penarikan Gebyar Simpeda di Labuhan Bajo, Kab. 
Manggarai Barat - Nusa Tenggara Timur pada tanggal 
23 s/d 26 Maret 2017 dan undangan Munas Asbanda 
di Labuhan Bajo, Kab. Manggarai Barat – Nusa 
Tenggara Timur pada tanggal 24 Maret 2017

Labuhan 
Bajo kab. 
Manggarai 
Barat - Nusa 
Tenggara 
Timur

Busra Abdullah Dir 
Utama

Rusydi M. Adam Dir 
Operasional 

7 107/DIR/ND/IV/2017 19 APRIL 2017 Menghadiri Acara Undangan Penandatanganan PKS 
antara PT. Bank Aceh Syariah dan Jamkrindo di Jakarta 
pada Tanggal 21 April 2017

Jakarta Busra Abdullah Dir 
Utama

Rusydi M. Adam Dir 
Operasional 

8 114/DIR/ND/IV/2017 26-Apr-17 Menghadiri Undangan RUPS Tahunan PT Asuransi 
Bangun Askrida di Jakarta pada tanggal 27 April 2017

Jakarta Busra Abdullah Dir 
Utama

Haizir Sulaiman Dir Dana 
dan Jasa

9 129/DIR/ND/V/2017 16 MEI 2017 Menghadiri acara Undangan Konsultasi Pembentukan 
Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bank BPD Bali 
di Bali pada tanggal 18 s/d 19 Mei 2017 dan acara 
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Jamkrindo 
Syariah (PKS) dengan PT Bank Aceh Syariah di Jakarta 
pada tanggal 20 Mei 2017

Bali dan 
Jakarta

Busra Abdullah Dir 
Utama

Rusydi M. Adam Dir 
Operasional 
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No
Nota Dinas Nomor
Office Note Number

Tanggal
Date

Kegiatan/Acara
Events/Activity

Tempat
Place

Direksi
Directors

Pengganti Direksi
 Replacement Board of

Directors

10 172/DIR/ND/VII/2017 05 JULI 2017 Acara survey vendor Penyedia Mobil Pembersih pada 
PT. Kawan Lama di Jakarta pada tanggal 06 Juli 2017

Jakarta Busra Abdullah Dir 
Utama

Haizir Sulaiman Dir Dana 
dan Jasa

11 183/DIR/ND/VII/2017 13 JULI 2017 Undangan FGD Good Corporate Governance (GCG), 
Risk dan Compliance (GRC) di Jakarta pada tanggal 
17 Juli 2017, Undangan Acara Penghargaan Bank 
Indonesia Tahun 2017 di Jakarta pada tanggal 18 Juli 
2017 dan menghadiri Undangan Pelantikan Bupati/
Wakil Bupati Kab Simeulue Periode 2017-2022 di 
Simeulue pada tanggal 20 s/d 21 Juli 2017

Jakarta, 
Simeulue 
Aceh

Busra Abdullah Dir 
Utama

Rusydi M. Adam Dir 
Operasional 

12 188/DIR/ND/VII/2017 18 JULI 2017 Undangan Halal Bi halal PT. Rintis Sejahtera di Jakarta 
pada tanggal 20 Juli 2017

Jakarta Rusydi M. Adam Dir 
Operasional 

Zakaria Arahman Dir 
Bisnis

13 208/DIR/ND/
VIII/2017

09 AGUSTUS 2017 Undangan Pengambilan Sumpah Jabatan dan 
Pelantikan Bupati/Wakil Bupati Kab Bireuen Masa 
Jabatan 2017-2022 di Bireun pada tanggal 10 Agustus 
2017

Bireun Busra Abdullah Dir 
Utama

Haizir Sulaiman Dir Dana 
dan Jasa

14 245/DIR/ND/IX/2017 19 SEPTEMBER 
2017

Izin kerja 2 (dua) hari kerja untuk keperluan acara 
keluarga pada tanggal 20 s/d 22 September 2017

Banda Aceh 
(Hongkong)

Busra Abdullah Dir 
Utama

Rusydi M. Adam Dir 
Operasional 

15 249/DIR/ND/IX/2017 27 SEPTEMBER 
2017

Undangan rapat Pengurus Asbanda di Jakarta pada 
tanggal 29 September 2017

Jakarta Busra Abdullah Dir 
Utama

Rusydi M. Adam Dir 
Operasional 

16 251/DIR/ND/IX/2017 02 Oktober 2017 Undangan Pembukaan Pra PORA II 2017 Cabang 
Olahraga Tenis Lapangan di Aceh Tengah pada 
tanggal 03 Oktober 2017 dan Undangan Sosialisasi 
Implementasi transaksi Non Tunai oleh Pemerintah 
Daerah di Jakarta pada tanggal 05 Oktober 2017

Aceh Tengah, 
Jakarta

Busra Abdullah Dir 
Utama

Zakaria Arahman Dir 
Bisnis

17 291/DIR/ND/X/2017 31 Oktober 2017 Undangan Peringkat dan Penerima Pernghargaan 
IGCGA-III-2017 di Jakarta pada tanggal 02 November 
2017 dan Undangan Audiensi Pengurus Asbanda 
dengan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK 
tentang Perkembangan Program Transformasi BPD di 
Jakarta pada tanggal 03 November 2017

Jakarta Busra Abdullah Dir 
Utama

Rusydi M. Adam Dir 
Operasional 

18 303/DIR/ND/XI/2017 09 NOVEMBER 
2017

Melakukan survey jaringan kantor Bank Aceh di Stabat 
Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 November 
2017

Stabat 
Sumatera 
Utara

Busra Abdullah Dir 
Utama

Rusydi M. Adam Dir 
Operasional 

19 321/DIR/ND/XI/2017 16 NOVEMBER 
2017

Undangan The 1 st Indonesia International 
Microfinance Forum 2017 The 1 st IIMF 2017 di 
Magelang tanggal 18 November 2017             

1. Magelang Busra Abdullah Dir 
Utama

Rusydi M. Adam Dir 
Operasional 

Undangan Sharing Session Kartu Kredit Co-Branding 
dan Sharing Session Bank Note di Jakarta tanggal 21 
November 2017 -                           

Jakarta Busra Abdullah Dir 
Utama

Rusydi M. Adam Dir 
Operasional 

Undangan Seminar Nasional Political Economy 
Outlook di Tahun 2018-2019 di Jakarta  tanggal  22 
November 2017 -   

Jakarta Busra Abdullah Dir 
Utama

Rusydi M. Adam Dir 
Operasional 

 Undangan Banking Cybersecurity Seminar di Jakarta 
tanggal 23 November 2017                         

Jakarta Busra Abdullah Dir 
Utama

Rusydi M. Adam Dir 
Operasional 

 Undangan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 
2017 di Jakarta tanggal 28 November 2017

Jakarta Busra Abdullah Dir 
Utama

Rusydi M. Adam Dir 
Operasional 

20 347/DIR/ND/XII/2017 05 DESEMBER 
2017

Undangan Malam Apresiasi Memperingati HUT 40 
TH BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta pada tanggal 
06 Desember 2017 dan Undangan Seminar FKDKP 
untuk level Pengurus Bank di Jakarta pada tanggal 07 
Desember 2017

Jakarta Busra Abdullah Dir 
Utama

Haizir Sulaiman Dir Dana 
dan Jasa

21 351/DIR/ND/XII/2017 08 DESEMBER 
2017

Undangan rapat Pengurus Asbanda di Jakarta pada 
tanggal 11 Desember 2017

Jakarta Busra Abdullah Dir 
Utama

Rusydi M. Adam Dir 
Operasional 
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Program Peningkatan Kompetensi Direksi
Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan 
peningkatan kompetensi Direksi maka Anggota 
Direksi mendapatkan kesempatan untuk mengikuti 
pendidikan berkelanjutan yang dikombinasikan dalam  
self study dan keikutsertaan pada pendidikan khusus, 

pelatihan,  workshop, seminar, conference  yang dapat 
bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi 
Anggota Direksi dan sebagai pelaksanaan komitmen 
Direksi dalam meningkatkan kompetensi. Selama 
tahun 2017 anggota Direksi telah mengikuti kegiatan 
pelatihan dan seminar sebagai berikut:

No
Anggota Direksi

Member of Board of Directors
Jenis Pelatihan
Type of Training

1 Busra Abdullah Refreshment BSMR Level V "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank"

Seminar Banking Cybersecurity

Undangan Forum Group Discussion Fungsi GCG Risk dan Compliance (GRC)

Seminar Arahan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) serta perlindungan 
konsumen di sektor Perbankan

Seminar Nasional Political Economy Outlook 2018 " Masa Depan Consumer Banking di Era Disruption"

2 Rusydi M Adam Refershment BSMR Level V "Analisa Kredit Korporasi dan Komersial

Training Cyber Crime MitigationAnd Litigation"

Pelatihan PSAK 46

5 th Executive Annual Gathering "Merangkul Ekonomi Digital yang baru : Bertahan dan Berkembang

3 Zikri A Gani Undangan Forum Group Discussion Fungsi GCG Risk dan Compliance (GRC)

Seminar Arahan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) serta perlindungan 
konsumen di sektor Perbankan

Sosialisasi Ketentuan Bank Umum

Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level V, Pencegahan Fraud & Teknik Grafonomi di Perbankan"

Workshop Risk Profile ATMR, CAR, ICAAP, dan SREP

Seminar Peran KPK, PPATK dan Korporasi dalam pecegahandanpemberantasan tindak pidanapencucian uang (TPPU)

Training Role Of Prject management Office (PMO) In Project Governance

4 Haizir Sulaiman Program Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko (Rencana Bisnis Bank sebagai sarana Bank dalam mengendalikan 
Risiko Strategik) Level V

Workshop Islamic Spirituality for Effective Leadership

Seminar Persiapan penerapan PSAK 71

Uji Sertifikasi Program khusus Sertifikasi Treasury Dealer

5 Zakaria Arahman Workshop data quality assurance sistem informasi debitur (SID) untuk Direksi BPD di wilayah kerya kantor Perwakilan 
Bank Indonesia - Solo & Finalisasi Cleansing Data Sistem Informasi Debitur (SID)

Penilaian Kinerja Direksi
Penilaian kinerja dilakukan oleh Dewan Komisaris 
dan pemegang saham. Kinerja Direksi dievaluasi oleh 
Dewan Komisaris baik secara individual maupun 
kolektif berdasarkan kriteria yang disusun oleh Komite 
Nominasi dan Remunerasi. Pelaksanaan penilaian 
dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku.

Komite Di Bawah Direksi
Komite Manajemen Risiko
Komite Manajemen Risiko Bank Aceh dibentuk 
dengan Surat Keputusan  Direksi Nomor 022/DIR/
BA/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 dengan susunan 
sebagai berikut:

No Jabatan Jabatan dalam Komite Manajemen Risiko

1 Direktur Utama Ketua 

2 Direktur Kepatuhan Anggota Tetap Merangkap Ketua Pengganti

3 Direktur Dana & Jasa Anggota Tetap

4 Direktur Operasional Anggota Tetap

5 Direktur Bisnis Anggota Tetap

6 Pemimpin Divisi Risk Management Sekretaris Merangkap Anggota Tetap

7 Pemimpin Divisi SKAI Anggota Tetap

8 Pemimpin Divisi Perencanaan Anggota Tetap

9 Pemimpin Divisi Kepatuhan Anggota Tetap

10 Pemimpin Divisi Produk & Layanan Anggota Tetap

11 Pemimpin Divisi Pembiayaan Anggota Tidak Tetap 

12 Pemimpin Divisi Sumber Daya Insani Anggota Tidak Tetap 

13 Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Aset Anggota Tidak Tetap 

14 Pemimpin Divisi Treasury Dana & Jasa Anggota Tidak Tetap 

15 Pemimpin Divisi Umum Anggota Tidak Tetap 

16 Pemimpin Divisi Keuangan & Akuntansi Anggota Tidak Tetap 

17 Pemimpin Divisi Teknologi Informasi Anggota Tidak Tetap 

18 Pemimpin Divisi Corporate Secretari Anggota Tidak Tetap 
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No Jabatan Kedudukan Dalam Tim

1 Direktur Utama Ketua

2 Direktur Dana & Jasa Wakil Ketua

3 Direktur Operasional Wakil Ketua

4 Pemimpin Divisi Dana &Treasury Sekretaris / Anggota Permanen

5 Pemimpin Divisi Perencanaan Anggota Permanen

6 Pemimpin Divisi Pembiayaan Anggota Permanen

7 Pemimpin Divisi Risk Management Anggota Permanen

8 Pemimpin Divisi Akuntansi Anggota Permanen

9 Pemimpin Divisi Corparate Secretary Anggota Permanen

10 Pemimpin Divisi Produk & Layanan Anggota Permanen

11 Pemimpin Kantor Pusat Operasional Anggota Permanen

12 PemimpinKantor Cabang Banda Aceh Anggota Permanen

13 Pemimpin Divisi Tehnologi & Informasi Anggota Non Permanen

14 Pemimpin Divisi Sumber Daya Insani Anggota Non Permanen

15 Pemimpin Divisi Umum Anggota Non Permanen

16 Pemimpin Divisi Pengawasan Anggota Non Permanen

17 Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Aset Anggota Non Permanen

18 Pemimpin Divisi SKAI/SPI Anggota Non Permanen

19 Pemimpin Divisi Kepatuhan Anggota Non Permanen

Komite Manajemen Risiko mempunyai tugas dan 
tanggung jawab yaitu memberikan rekomendasi 
kepada Direksi yang meliputi:
1. Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta 

perubahannya, termasuk Strategi Manajemen risiko, 
tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, 
kerangka manajemen risiko serta rencana kontijensi 
untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;

2. Penyempurnaan Proses manajemen risiko secara 
berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat 
dari suatu perubahan kondisi eksternal dan 
internal bank yang mempengaruhi kecukupan 
permodalan dan profil risiko bank dan hasil evaluasi 
terhadap efektifitas penerapan manajemen risiko;

3. Menetapkan (justification) hal-hal terkait dengan 
keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur 
normal (irregulities) seperti keputusan pelampauan 
ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan 
dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan 
sebelumnya atau pengambilan posisi/ eksposur 

risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan 
berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil 
analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan 
usaha bank tertentu sehingga memerlukan 
adanya penyimpangan terhadap prosedur yang 
telah ditetapkan bank.

Selama tahun 2017, Komite Manajemen Risiko telah 
mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali.

Komite Asset Liabilities Committee (ALCO)
Komite Asset Liabilities Committee (ALCO) adalah 
suatu komite permanen yang dibentuk untuk 
menyusun kebijakan dan membuat keputusan dalam 
mengelola dan mengendalikan kekayaan keuangan 
dan kewajiban keuangan Bank Aceh. Komite ALCO 
dibentuk dengan Surat Keputusan  Direksi Bank Aceh 
Nomor 079/DIR/BA/XII/2016 tanggal 29 Desember 
2016 dengan susunan sebagai berikut:

Komite ALCO mempunyai tugas dan tanggung 
jawab antara lain pencapaian rentabilitas bank sesuai 
target keuntungan (laba), pertumbuhan neraca dan 
beberapa ukuran rentabilitas yang telah ditetapkan 
dalam anggaran; merumuskan dan memutuskan 
pricing strategi; menilai, mengevaluasi performance 
bank yang berkaitan dengan posisi GAP (GAP 
Management) dalam kaitannya dengan fluktuasi 
tingkat bunga; menyampaikan informasi kepada 
Direksi mengenai setiap perkembangan ketentuan 
dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi 
dan kebijakan Assets Liabilities Management (ALMA)

Selama tahun 2017, Komite ALCO telah mengadakan 
rapat sebanyak 5 (lima) kali.

Komite Penempatan Dana & Investasi
Pembentukan Komite Penempatan Dana & Investasi 
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Aceh 
Nomor 081/DIR/BA/XII/2016 tgl. 29 Desember 2016 
yang bertujuan sebagai penunjang tugas Divisi 
Treasury dalam rangka memberikan dukungan 
terhadap analisa dan rekomendasi persetujuan/ 
penolakan pemberian money market line kepada 
counterparty bank. Komite Penempatan Dana & 
Investasi akan memberikan rekomendasi kepada 
Direksi sebelum mengambil keputusan atas rencana 
penempatan dana pada bank lain, pembelian SUN, 
Obligasi maupun instrumen lainnya.
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Susunan Komite Penempatan Dana & Investasi adalah 
sebagai berikut:

No
Jabatan
Position

 Jabatan dalam
 Komite  Penempatan Dana &

Investasi

1 Direktur Dana & Jasa Ketua 

2 Pemimpin Divisi Treasury Dana & Jasa Wakil Ketua

3 Wakil Pemimpin Treasury Dana & Jasa Sekretaris 

4 Pemimpin Divisi Pembiayaan Anggota

5 Pemimpin Divisi Risk Management Anggota 

6 Pemimpin Divisi Perencanaan Anggota 

7 Pemimpin Divisi Akuntansi Anggota 

8 Pemimpin Divisi Produk & Layanan Anggota 

Stering Komite Teknologi
Komite pengarah tekhnologi informasi dibentuk 
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 077/
DIR/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016, Komite 
pengarah tekhnologi informasi bertugas dan 
bertanggung jawab meliputi rencana strategis 
teknologi (Information Technology Strategic Plan) yang 
searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank, 
kesesuaian proyek-proyek teknologi informasi yang 
disetujui dengan rencana strategis teknologi informasi, 
kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan 
sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan 
usaha bank, merencanakan dan menentukan IT 
Blue Print Bank Aceh, serta menyelaraskan dan 
menetapkan arsitektur teknologi Perusahaan dengan 
tujuan–tujuan strategis Perusahaan secara umum. 

Susunan Komite Pengarah Tekhnologi Informasi 
adalah sebagai berikut:

No Jabatan
 Jabatan dalam  Komite

Pengarah Teknologi

1 Direktur Operasional Ketua

2 Direktur Kepatuhan Wakil Ketua 1

3 Direktur Bisnis Wakil Ketua 2

4 Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi Sekretaris

5 Pemimpin Divisi Treasury Anggota 

6 Pemimpin Divisi Pembiayaan Anggota 

7 Pemimpin Divisi Umum Anggota 

8 Pemimpin Pengawasan / SKAI Anggota 

9 Pemimpin Corporate Secretary Anggota 

10 Pemimpin Divisi Akuntansi Anggota 

11 Pemimpin Divisi Peny. Pembiayaan Anggota 

12 Pemimpin Divisi Risk Management Anggota 

13 Pemimpin Divisi Perencanaan Anggota 

14 Pemimpin Divisi SDI Anggota 

15 Pemimpin Divisi Kepatuhan Anggota 

16 Pemimpin Produk & Layanan Anggota 

Selama tahun 2017, Komite Pengarah Teknologi 
informasi telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) 
kali.

Komite Sumber Daya Insani (SDI)
Komite SDI adalah suatu komite khusus yang dibentuk 
untuk mengelola dan memonitor pelaksanaan 
program pengembangan karir dan penyelesaian 
pelanggaran ketentuan/tata tertib pegawai bank 
agar program tersebut dapat berjalan secara efektif. 
Komite SDI dibentuk dengan Surat Keputusan  Direksi 
PT. Bank Aceh Syariah Nomor 746/04/DIR/IX/2014 
tanggal 01 September 2014 tentang Kepangkatan 
(Grade) dan Pengembangan Karir Pegawai PT. Bank 
Aceh Syariah dengan susunan sebagai berikut:

No Jabatan
 Jabatan dalam

Komite Sumber Daya Insani

1 Direktur Kepatuhan Pembina

2 Pemimpin Divisi SDI Ketua

3 Kepala Bidang Kinerja & Reward/Kepala Bidang 
Pengembangan SDI

Sekretaris

4 Pemimpin Divisi Kepatuhan Anggota 

5 Pemimpin Divisi SKAI Anggota 

6 Kepala Bidang Hukum Anggota 

Selama tahun 2017, Komite SDI masih dominan 
bekerja dalam kerangka penyelesaian pelanggaran 
ketentuan/tata tertib pegawai bank dan telah 
mengadakan rapat sebanyak 4 kali.

Komite Pembiayaan
Pembentukan Komite Pembiayaan PT. Bank Aceh 
Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 
079/DIR/BA/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017. 
Pembentukan lembaga dan susunan personalia 
Komite Pembiayaan sebagai berikut:

No
Jabatan  Jabatan dalam  Komite

Pembiayaan

KOMITE PUSAT:

1 Direktur Utama Ketua

2 Direktur Bisnis Wakil Ketua

3 Pemimpin Divisi Pembiayaan Anggota 

4 Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian 
Aset

Anggota 

5 Pemimpin Divisi Dana & Treasury Anggota 

6 Wakil Pemimpin Divisi Pembiayaan Anggota 

7 Kabid. Kebijakan dan Legal Pembiayaan Sekretaris

8 Kabid. Pembiayaan Reviewer Pembiayaan Anggota

9 Kabid. Pembiayaan Program dan Konsumer Anggota (Jika diperlukan)

10 Pemimpin Cabang Anggota (Jika diperlukan)

DIVISI PEMBIAYAAN:

1 Pemimpin Divisi  Pembiayaan Ketua

2 Wakil Pemimpin Divisi  Pembiayaan Wakil Ketua

3 Kabid. Kebijakan dan Legal Pembiayaan Sekretaris

4 Kabid.  Pembiayaan Reviewer Anggota

5 Kabid.  Pembiayaan Program dan Konsumer Anggota (Jika diperlukan)

6 Pemimpin Cabang Anggota (Jika diperlukan)
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Tanggung jawab anggota Komite Pembiayaan antara 
lain:
1. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas 

terutama dalam kaitannya dengan pemberian 
persetujuan fasilitas pembiayaan bank berdasarkan 
kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, 
cermat dan seksama; 

2. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian fasilitas 
pembiayaan bank, dapat dipertanggungjawabkan 
dan telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang 
berlaku; 

3. Bertanggung jawab atas penolakan permintaan 
dan atau pengaruh dari pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan permohonan 
pembiayaan untuk memberikan persetujuan 
di luar keadaan dan prosedur serta ketentuan-
ketentuan yang semestinya harus dipenuhi oleh 
setiap nasabah.

4. Harus mempunyai keyakinan bahwa fasilitas 
pembiayaan bank yang akan diberikan dapat 
dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan 
berkembang menjadi fasilitas yang bermasalah 
bagi bank dikemudian hari.

Selama tahun 2017 Komite Pembiayaan telah 
mengadakan rapat sebanyak 46 (empat puluh enam) 
kali.

Komite Pengadaan Barang dan Jasa
Untuk mempelancar pelaksanaan pengadaan barang 
dan jasa, Bank Aceh telah membentuk Komite 
pengadaan barang dan jasa yang merumuskan suatu 
kesimpulan yang cepat dan tepat serta memenuhi 
unsur kelayakan dan tidak bertentangan dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Penunjukan/pengangkatan Komite Pengadaan 
Barang dan Jasa dilakukan berdasarkan Surat 
Keputusan  Direksi Nomor 008/DIR/III/2014 tanggal 
19 Maret 2014 tentang penunjukan/pengangkatan 
Komite Pengadaan Barang dan Jasa Bank Aceh, 
dengan susunan sebagai berikut:

No Jabatan Jabatan dalam

1 Pemimpin Divisi Operasional Ketua

2 Pemimpin Divisi Teknologi dan Informasi Wakil Ketua

3 Pemimpin Divisi Treasury Anggota 

4 Pemimpin Divisi Umum Anggota 

5 Pemimpin Divisi Syariah Anggota 

6 Kabid. Logistik Divisi Umum Anggota/Notulen 

7 Staf Teknik yang ditunjuk Anggota/Notulen 

Selama tahun 2017 Komite Pengadaan Barang dan 
Jasa telah mengadakan rapat sebanyak 10 kali.

Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP)
Pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) 
PT. Bank Aceh Syariah berdasarkan Surat Keputusan 
Direksi Nomor 73/DIR/BA/XII/2017 tanggal 04 
Desember 2017, mempunyai tugas, wewenang dan 
tanggung jawab: 
1. Perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan; 
2. Memantau dan mengevaluasi perkembangan kualitas 

portofolio pembiayaan; 
3. Memantau kebenaran proses pemberian pembiayaan; 
4. Memantau pelaksanaan kewenangan memutus 

pembiayaan; 
5. Memantau perkembangan dan kualitas pembiayaan 

kepada pihak terkait dan nasabah group;
6. Memantau kebenaran pelaksanaan BMPK dan ketaatan 

terhadap prosedur dan ketentuan pembiayaan; 
7. Melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah 

dan melakukan upaya-upaya bank dalam memenuhi 
dan membentuk kecukupan Cadangan Kerugian 
Penurunan Nilai (CKPN); 

8. Melakukan pemantauan dan upaya-upaya perbaikan 
NPL Cabang dan Pelaksanaan penghapusan 
pembiayaan (extracomtable) dan rencana penyelesaian 
pengembalian pembiayaan dan langkah-langkah 
kebijakan serta upaya untuk menyelesaikan 
pembiayaan bermasalah; 

9. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan satuan 
tugas intern lainnya pada Bank Aceh. 

10. Menyusun program kerja penyelesaian pembiayaan 
bermasalah; 

11. Mengusulkan restrukturisasi pembiayaan, investigasi, 
hapus buku, hapus tagih dan pengambilalihan 
agunan pembiayaan; 

12. Melakukan pemantauan dan meminta tanggapan 
dan penjelasan nasabah, petugas/pejabat terkait 
terhadap pembiayaan yang menyangkut NPF; 

13. Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala 
tentang hasil pemantauan, pembinaan, dan upaya 
perbaikan tingkat kesehatan Bank.

Susunan Personil Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) 
Bank Aceh:

No Jabatan Jabatan dalam

1 Direktur Utama Ketua

2 Direktur Bisnis Wakil Ketua

3 Pemimpin Divisi Pembiayaan Sekretaris

4 Pemimpin Divisi Penyelesaian Pembiayaan Wakil Sekretaris

5 Pemimpin Divisi SPI/SKAI Anggota 

6 Pemimpin Divisi Technologi Informasi Anggota 

7 Pemimpin Divisi Dana dan Treasury Anggota 

8 Wakil Pemimpin  Pembiayaan Anggota 

9 Wakil Pemimpin Divisi Penyelesaian Pembiayaan Anggota 

10 Wakil Pemimpin Divisi SPI/SKAI Anggota 
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Selama tahun 2017, Komite Kebijakan Pembiayaan 
mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali.

Penilaian Kinerja Masing-Masing Komite Direksi
Direksi melakukan penilaian kinerja terhadap 
masing-masing Komite Direksi secara rutin setiap 
tahun sebagai bahan pertimbangan dalam rangka 
peningkatan kualitas pelaksanaan tugas organ 
pendukung Direksi.Masing-masing Komite Direksi 
dinilai berdasarkan kinerja pelaksanaan tugas komite 
yang mencakup realisasi laporan pelaksanaan tugas 
komite sesuai dengan tanggung jawab masing-
masing dan rekomendasi yang diberikan dalam 
tugasnya membantu pelaksanaan fungsi Direksi.

Sekretaris Perseroan
Sekretaris Perseroan mengemban misi untuk 
mendukung terciptanya citra Perseroan yang baik 
secara konsisten dan berkesinambungan melalui 
pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada 
segenap pemangku kepentinga. Adapun Profil 

Sekretaris PT. Bank Aceh Syariah tahun 2017 terdapat 
dalam Bagian Profil Perusahaan dalam laporan 
tahunan ini.

Kegiatan Sekretaris Perseroan Tahun 2017
Selama 2017, Sekretaris Perseroan telah melakukan 
program kerja, diantaranya menyelenggarakan rapat, 
publikasi, pers dan lain sebagainya.

Rapat Direksi, Rapat Gabungan dan Tingkat 
Kehadiran Anggota Direksi
Selama tahun 2017, Direksi telah melaksanakan rapat 
dengan Komisaris sebanyak 6 kali dan rapat Direksi 
dengan Divisi tertentu sebanyak 78 kali. Sepanjang 
tahun 2017 tidak terdapat dissenting opinion dalam 
hasil pelaksanaan rapat. 

Frekuensi rapat Direksi dengan Komisaris dan tingkat 
kehadiran anggota Direksi Bank Aceh pada rapat 
tersebut yang diselenggarakan selama tahun 2017 
adalah sebagai berikut:

Anggota Direksi Anggota Direksi Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran Kehadiran %

Direktur Kepatuhan, Direktur Bisnis 2 1 2 100%

Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, Direktur 
Operasional, Direktur Bisnis, Direktur Dana & Jasa

5 1 5 100%

Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, Direktur 
Operasional, Direktur Bisnis, Direktur Dana & Jasa

5 1 5 100%

Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, Direktur 
Operasional, Direktur Bisnis, Direktur Dana & Jasa

5 1 4 80%

Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, Direktur 
Operasional, Direktur Bisnis, Direktur Dana & Jasa

5 1 4 80%

Direktur Kepatuhan, Direktur Operasional, Direktur Bisnis, 
Direktur Dana & Jasa

4 1 3 75%

Materi rapat Direksi dengan Komisaris yang diselenggarakan 
selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tanggal Materi Rapat Direksi dan Dewan Komisaris

02 Juni 2017 Tindak Lanjut Surat OJK Menyangkut Penilaian Tingat Kesehatan Bank, Perkembangan & Pencapaian Target Pembiayaan Triwulan II 2017

05 September 2017 Tindak Lanjut Surat OJK Terkait Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Rencana Pertemuan dengan PSP Bank Aceh

11 September 2017 Finalisasi Corporate Plan 2018-2022

14 November 2017 Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah Pembiayaan

29 November 2017 Finalisasi Rencana Bisnis Bank PT. Bank Aceh Syariah 2018-2020

31 Desember 2017
Laporan Direksi berkenaan Operasional Bank Terkait Proses Tutup Buku Akhir Tahun 2017; Merumuskan Hal-Hal Yang Dianggap Penting 
Untuk Segera Datasi Untuk Menghindari Akses Yang Tidak TAMA PT. Bank Aceh Pada Tanggal 29 Desember 2017
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Frekuensi rapat Direksi dengan Divisi tertentu dan 
tingkat kehadiran anggota Direksi Bank Aceh pada 

rapat tersebut yang diselenggarakan selama tahun 
2017 adalah sebagai berikut:

Divisi
Anggota Direksi

Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran Kehadiran %
Yang Hadir % Hadir

4 80% 1 16 94%

1 20% 1 8 100%

Perencanaan 4 80% 1 22 88%

2 40% 1 16 75%

Dana & Treasury

3 60% 1 13 81%

3 60% 1 13 86%

3 60% 1 11 85%

5 100% 1 15 94%

5 100% 1 23 100%

3 60% 1 18 90%

Risk Management

5 100% 1 13 68%

3 60% 1 18 95%

2 40% 1 11 58%

Corporate Secretary

5 100% 1 28 100%

3 60% 1 27 80%

4 80% 1 21 80%

5 100% 1 25 100%

4 80% 1 27 80%

5 100% 1 21 100%

4 80% 1 12 60%

4 80% 1 14 100%

2 40% 1 29 100%

5 100% 1 11 63%

2 40% 1 13 93%

Penyelesaian Pembiayaan 1 20% 1 21 95%

1 20% 1 8 67%

1 20% 1 11 65%

1 20% 1 10 63%

SKAI 2 100% 1 12

Umum

0 0% 1 8 89%

2 67% 1 13 65%

0 0% 1 7 41%

1 50% 1 11 65%

0 0% 1 9 53%

Akuntansi

1 100% 1 23 79%

1 70% 1 22 71%

1 100% 1 8 100%

5 100% 1 13 68%

1 100% 1 18 100%

2 40% 1 11 58%

0 0% 1 6 55%

1 50% 1 7 64%

1 50% 1 6 55%

Produk & layanan

2 100% 1 6 100%

1 100% 1 11 100%

1 25% 1 8 100%

3 60% 1 15 100%

1 25% 1 7 100%

2 40% 1 14 88%
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Divisi
Anggota Direksi

Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran Kehadiran %
Yang Hadir % Hadir

1 100% 1 6 100%

Pembiayaan

2 40% 1 8 100%

2 40% 1 6 75%

2 40% 1 12 91%

2 40% 1 10 87%

2 40% 1 11 89%

2 40% 1 6 75%

2 40% 1 7 88%

2 40% 1 8 100%

2 40% 1 8 80%

1 20% 1 7 88%

2 40% 1 8 80%

SDI

1 20% 1 12 100%

3 60% 1 5 100%

3 60% 1 6 85%

2 40% 1 8 100%

5 100% 1 6 100%

3 60% 1 6 100%

5 100% 1 7 100%

3 60% 1 6 100%

5 100% 1 9 100%

4 80% 1 8 100%

3 60% 1 8 100%

5 100% 1 7 100%

3 60% 1 21 100%

1 20% 1 8 100%

 

TI 1 20% 1 6 100%

PMO
4 80% 1 21 75%

4 80% 1 9 82%

Materi rapat Direksi dengan Divisi tertentu yang 
diselenggarakan selama tahun 2017 adalah sebagai 
berikut:

Divisi Tanggal Materi Rapat Direksi dengan Divisi

Perencanaan

22-06-17 Rapat Pembahasan Finalisasi Revisi RBB Tahun 2017-2019

24-11-17 Pembahasan RBB Tahun 2018-2020 bersama Komisaris

29-11-17 Pembahasan RBB Tahun 2018-2020

20-12-17 Presentasi Kunjungan PT. Bahana Sekuritas Jakarta

Dana & Treasury

26-04-17 Rapat ALCO: Suku Bunga Simpanan dan Pinjaman

09-06-17 Rapat ALCO: Suku Bunga Simpanan dan Pinjaman

25-07-17 Rapat ALCO: Suku Bunga Simpanan dan Pinjaman

19-10-17 Rapat ALCO: Margin dan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan & Dana Pihak Ketiga

29-12-17 Rapat ALCO: Margin dan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan & Dana Pihak Ketiga

21-12-17 Rapat Pembahasan Proses Seleksi BPS-BPIH

Risk Management

27-02-17 Rapat Komenko TKB Semester II-2016

25-04-17 Risk profil Tw.I-2017

19-10-17 Rapat Komenko Risk Profil Tw. III-2017

Corporate Secretary

20-03-17 Pertemuan dengan Direksi Bank NTB dan Tim Pengarah Konversi Pemprov NTB

02-05-17 Pembahasan Persiapan RUPS PT Bank Aceh Syariah 2017 tahun buku 2016

11-07-17 Pembahasan Persiapan HUT PT Bank Aceh Syariah ke-44

10-10-17 Pertemuan dengan komisaris Utama dan DPS Bank Sumut terkait konversi

18-10-17 Entry meeting dengan BPK Perwakilan Provinsi Aceh

19-10-17 Pembahasan Pemenuhan Komitment Action Plan kepada OJK

20-10-17 Rapat pertemuan dengan rektor IAIN Lhokseumawe
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Divisi Tanggal Materi Rapat Direksi dengan Divisi

05-12-17 Pembahasan Bantuan CSR Pembangunan Rumah Dhuafa oleh Yayasan Sambinoe

06-12-17 Kunjungan Kerja PT. Bank Syariah Mandiri

14-12-17 Mekanisme penyaluran bantuan untuk wilayah terkena musibah bencana alam di Provinsi Aceh

Penyelesaian Pembiayaan 05-04-17 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah An. Zulzaimi Debitur Cab Tapaktuan

08-08-17 Evaluasi SM 1 dan Target Sm II kantor Pusat Operasional

09-12-17 Evaluasi Sm I dan Target Sm II Cab Sinabang

27-10-17 Pembahasan Usulan extracomtable 2017

22-12-17 Pembahasan Penetapan Harga Tebus Tanah Agunan Cab. Langsa

SKAI 28-12-17 Pembahasan Pelaksanaan Audit Semester II Tahun 2017 dan Hal-hal Lain.

Umum 09-08-17 Presentasi design Mobil Kas

02-07-17 Pembahasan Final SOP Pengadaan Barang dan Jasa

04-03-17 Presentasi Pengadaan mesin genset 200KVA Kohler

23-03-17 Presentasi Pengadaan mesin genset 200KVA Cater Pilar

24-03-17 Presentasi Pengadaan mesin genset 200KVA Camen

Akuntansi 09-08-17 Evaluasi Pelaporan dan Aplikasi Web LSMK BUS

18-01-17 Evaluasi Pelaporan danb Infrastruktur LSMK BUS

22-08-17 Evaluasi Perpanjangan Kontrak Maintenance Aplikasi LBUS LSMK

04-05-17 Pertemuan lanjutan KAP Heliantono dan Rekan

13-07-17 Workshop perubahan penyusunan chart of Account (COA) Akuntansi Syariah

22-09-17 Pembahasan Aplikasi Rekonsiliasi Kas ATM Pasca Olibs 724

03-06-17 Presentasi aplikasi perpajakan komprehensif dan payrol oleh PT.Mitra Pajakku

03-08-17 Presentasi aplikasi perpajakan komprehensif dan payrol oleh PT. Manos Solusi

21-03-2017 Presentasi aplikasi perpajakan komprehensif dan payrol oleh PT. Java Triangle solution

Produk & layanan 17-03-17 Permohonan Kajian DPS tentang Pemberian Hadiah Tabungan Seulanga, Produk & Layanan Kartu 
Debet dan Pemasaran Kartu Kredit Co-Branding

22-03-17 Pembahasan Pengelolaan Aplikasi CMS

03-05-17 Pembahasan Hasil Seleksi BASEA 2016/2017 Tahap II

03-08-17 Presentasi Layanan Mobile Banking dan Internet Banking oleh PT. Collega Inti Pratama

07-09-17 Pembahasan Konversi Kartu Kredit Bank Aceh

18-09-17 Presentasi Program dan Layanan Produk Syariah oleh PT. CIMB Niaga

11-10-17 Rapat Produk e-Money dan Kartu Debit

Pembiayaan 09-02-17 Komite Perpanjangan  JW Pembiayaan PT. Andesmont Sakti

24-05-17 Komite Perpanjangan JW Pembiayaan An. PT. Isra Delta Pratama

22-06-17 Komite Pembiayaan PT. Citra Agung Utama

10-07-17 Komite Pembiayaan Sindikasi PT. PBTR

04-08-17 Komite Perpanjangan  JW Pembiayaan An. PT. Citra Karsa

18-10-17 Komite Perpanjangan  JW Pembiayaan PT. Tuah Sejati

20-10-17 Komite Perpanjangan  JW Pembiayaan PT. Asra Asia

08-12-17 Komite Perpanjangan JW Pembiayaan PT. Pualam Bangun Cipta

12-12-17 Pembahasan  SK No. 079/DIR/BA/XII/2017 tentang Pembentukan Komite Pembiayaan

17-12-17 Komite Perpanjangan  JW Pembiayaan An. Pelita Nusa Perkasa

23-12-17 Pembahasan SK Penetapan Batas Wewenang (Individual Limit) Pejabat Pemutus Pembiayaan dan 
Bank Garansi

SDI 17,20,22/2/ 2017 Presentasi Program Analisa Jabatan

02-06-17 Pembahasan kekosongan jabatan dan mutasi jabatan struktural

08-06-17 Persiapan Pembukaan Cabang Jakarta dan Penetuan Kandidat Pengurus Dana Pensiun

02-08-17 Rapat Mutasi Kepala Bidang dan Kepala Seksi Operasional
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Divisi Tanggal Materi Rapat Direksi dengan Divisi

04-08-17 Rapat Mutasi Jabatan Struktural dan Fungsional Calon Pengawas Dana Pensiun PT. Bank Aceh 
Syariah

07-09-17 Pemaparan Kegiatan Rekruitmen

26-09-17 Persentasi Biro Psikologi Psikodinamika

27-10-17 Enrty meeting rekruitmen 2017

10-11-17 Tim Counterpart Jasa Outsourcing Pengelolaan ATM

14-11-17 Pembahasan Rekruitmen tahun 2017 dan temuan BPK tahun 2014

20-11-17 Pembahasan Hasil seleksi administrasi rekruitmen 2017

08-12-17 Pembahasan Rekruitmen tahun 2017

10-01-17 Rapat Penyempurnaan Struktur Organisasi Pasca Konversi

16-03-17 Rapat Pembahasan KPI Bank Aceh 2017, SK MPP, dan Penambahan Asuransi

TI 02-06-17 Pembahasan Laporan Kinerja & RKBU Divisi TI

PMO 13-11-17 Sosialisasi Fungsi dan Peran Organisasi Pmo PT. Bank Aceh Syariah

13-12-17 Diskusi PMO Establisment
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Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Aceh Syariah 
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 
Aceh No. 584/716/2016 tanggal 14 September 2016 
tentang Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Aceh 
Syariah dengan susunan Dewan Pengawas Syariah PT. 
Bank AcehSyariah periode 2016-2020 adalah sebagai 
berikut:

Nama Jabatan

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA Ketua

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA Anggota

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Lahir di Cot Usi (Aceh Utara) 8 Oktober 1948. 

Pendidikan S-3 (ph.D) Fakultas Syari’ah Al-Azhar 
University, Cairo Mesir

Pendidikan Informal: Diploma Bahasa Jerman, 
Guthe Institute, Cairo, Mesir (1976); Diploma Bahasa 
Inggris, International Language Institute, Cairo, Mesir 
(1982); Diploma Ekonomi & Perbankan Islam, Pusat 
Pengkajian Ekonomi Islam, IDM, Cairo, Mesir (1983), 
Senior Managers Program, Mc Gill University, Canada 
(1996); Graduade Leader Pro, Mc Gill University, 
Canada (2009).

Pengalaman Kerja: Ketua Jurusan SPH Fakultas 
Syaria’h IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (1985-1987); 
Tenaga Pengajar Ahli Universitas Alwasliyah Medan 
(1985-2003); Tenaga Pengajar Ahli IAIN Sumatera Utara 
(1987-2002); Asisten Direktur Program Pascasarjana 
IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (1988-1993); Tenaga 
Ahli dalam Kopertis Wilayah V/Aceh Departemen 
Agama Wilayah Aceh (1988-2003); Direktur Program 
Pascasarjana IAIN Ar- Raniry Banda Aceh (1993-
1997); Pengurus ICMI Provinsi Aceh (1996-Sekarang); 

Pembantu Direktur Program Pascasarjana IAIN Ar-
Raniry Banda Aceh (1997-2000); Ketua Umum Majelis 
Ulama Provinsi D.I. Aceh (1998-2001); Ketua DPS 
BPRS Hareukat Aceh (1998-Sekarang); Kepala Biro 
Pengembangan Pendidikan Agama/Dayah-NAD 
Departemen Agama Wilayah Aceh (1999-2004); 
Anggota Majelis Pendidikan Provinsi Aceh (2000-
2003); Anggota Koordinator Pendidikan Agama pada 
Perguruan Tinggi Umum Provinsi D.I. Aceh (2000-
2005); Ketua MPU Aceh (2001-Sekarang); Ketua DPS 
PT. Bank Aceh Syariah (2004-Sekarang).

Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA 
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Lahir di Sawang Manei, Aceh  Barat, 27 Oktober 1970. 

Pendidikan Program Doktor (S3) bidang Ilmu Hukum 
Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Bidang 
Kajian Utama (BKU) Filsafat Hukum

Pendidikan Informal: Training Management 
University di McGill University Montreal-Canada 
2007, Training Mediation dan Conflict Resolution di 
St. Stephen’s House Community, Toronto, Canada, 
2008, Post-Doctoral Comparative Law and Mediation 
di McGill University, Montreal-Canada, 2008-2009, 
Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI 
LEMHANNAS RI tahun 2011, Shortcourse Democray 
and Pluralism in the Department of State –USA, 2014, 
Collaborative Research dengan Leiden Universiteit, 
Negeri Belanda (Holland), 2017. 

Pengalaman Kerja: Dosen Fakultas Syari’ah IAIN 
Ar-Raniry (1994-sekarang), Dosen Pascasarjana 
(S2&S3) IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (2002-sekarang), 
Dosen Luar Biasa pada Program Magister (S2) Ilmu 
Hukum Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) Banda 
Aceh (2002-sekarang), Dosen Tamu di Ma’had al-
‘Ali li ad-Dirasah Islamiyah wa al-‘Arabiyah- Malaysia 
(2002-2003), Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) 
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(1993-sekarang),  Dosen Luar Biasa pada Perguruan 
Tinggi Al-Washliyah Aceh (2003-sekarang),  Tim 
Penyusun Pidato Gubernur Provinsi Aceh (2002-
2012), Staf Ahli DPRD NAD (2003-2005), Staf Ahli 
Gubernur Provinsi NAD (2003-2009),  Staf Ahli Badan 
Kesbang Linmas Provinsi NAD (2004), Tim Badan 
Kajian Hukum (BKH) Majelis Permusyawaratan Ulama 
(MPU) NAD (2004-sekarang),  Ketua Tim Penyusun 
Arah Pembangunan Hukum Aceh 2008-2028 (Satker 
Sarpras Hukum BRR NAD NIAS) (2007),  Konsultan 
Hukum pada Kedeputian Kelembagaan BRR NAD-
NIAS (2005-2006), Pejabat Penghubung (LO) Anggota 
Dewan Pengarah BRR NAD-NIAS (2005- 2009), Staf Ahli 
Pansus X DPRA (2008), Wakil Dekan I Bidang Akademik 
Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (2004-
2008), Staf Ahli Badan Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (BP3A) (2009), Asisten Direktur 
Bidang Akademik Program Pascasarjana IAIN  Ar-
Raniry Darussalam Banda Aceh (2009), Wakil Rektor 
Bidang Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri IAIN Ar-
Raniry Darussalam Banda Aceh (2010-2013), Kepala 
Dinas Syariat Islam Aceh (2013-2017), Kepala Pusat 
Layanan Internasional UIN Ar-Raniry (2015-2017), 
Direktur Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry (2017-sekarang), 
Anggota Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) PT. Bank 
Aceh Syariah (2010-sekarang).

Kepengurusan Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah merupakan badan yang 
ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas 
mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah 
Nasional  di lembaga keuangan syariah. 

Persyaratan Dewan Pengawas Syariah
Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank 
Aceh Syariah telah memenuhi persyaratan (kualifikasi) 
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 
2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 
15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 
11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, antara 
lain:
1. Integritas (akhlak dan moral yang baik, komitmen 

untuk mematuhi ketentuan perbankan syariah 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
lain yang berlaku,  komitmen terhadap 
pengembangan perbankan syariah yang sehat 
dan tangguh (sustainable), lulus uji kemampuan 
dan kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia);

2. Kompetensi (memiliki pengetahuan dan 
pengalaman di bidang syariah mu’amalah dan 
pengetahuan di bidang perbankan dan/atau 
keuangan secara umum);

3. Reputasi Keuangan yang baik (tidak termasuk 
dalam daftar kredit macet dan tidak pernah 
dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, 
anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi 
suatu perseroan dan/atau anggota pengurus 
suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah 
menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan 
usaha dinyatakan pailit,  dalam waktu 5 (lima) 
tahun terakhir).

Pengangkatan dan Pemberhentian
Dewan Pengawas Syariah
Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
PT Bank Aceh Syariah didasarkan pada usulan 
Dewan Komisaris PT. Bank Aceh Nomor :018/DK/
DK-BA/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 juga telah 
mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia 
dan persetujuan Bank Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Aceh Syariah 
diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh 
Nomor: 584/716/2016 tanggal 14 September 2016 
tentang Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Aceh 
Syariah, Masa Jabatan DPS yang tidak melebihi 
masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris 
tersebut telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) PBI No. 
11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate 
Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 
Syariah.

Independensi Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Aceh 
Syariah berasal dari pihak independen dan tidak 
ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik 
menurut garis lurus maupun ke samping dan juga 
hubungan keuangan dengan Pemegang Saham 
Pengendali, Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 
DPS PT Bank Aceh Syariah berkedudukan di kantor 
Pusdiklat PT Bank Aceh Syariah dan tidak memiliki 
rangkap jabatan sebagai Direksi di Lembaga 
Keuangan Syariah lainnya, sehingga dapat menjadi 
tolak ukur bahwa DPS akan bertugas lebih efektif 
dan independent dalam melakukan pengawasan 
terhadap kegiatan bisnis perbankan syariah PT Bank 
Aceh Syariah.
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Hubungan Keluarga dan Keuangan DPS PT 
Bank Aceh Syariah untuk periode Tahun 2017

NAMA
HUBUNGAN KELUARGA DENGAN HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN

Dewan Komisaris Direktur
 Pemegang

Saham
Dewan Komisaris Direktur

 Pemegang
Saham

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab 
Dewan Pengawas Syariah
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 
: 584/716/2016 tanggal 14 September 2016  bahwa 
DPS mempunyai tugas, wewenang dan tanggung 
jawab, sebagai berikut:

A. Tugas Pokok 
1. Melakukan pengkajian atas kesesuaian produk 

dan jasa Bank dengan Fatwa DSN – MUI.
2. Memberikan opini terhadap pedoman 

operasional dan produk yang dikeluarkan oleh 
Bank sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariah.

3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan 
DPS kepada Direksi, DSN-MUI dan OJK setiap 6 
(enam) Bulan sekali sesuai dengan ketentuan.

4. Memantau dan memberikan pemikiran-
pemikiran atas pengendalian administrasi data 
keuangan syariah, sistem manajemen dan 
pengamanan sistem teknologi bank syariah 
untuk lebih baik dalam pelayanan yang sehat 
menurut syariah.

5. Untuk kemajuan dimasa depan, ikut 
memberikan masukan secara rutin dalam 
memperbaiki/menyesuaikan sistem dan 
prosedur operasional Bank Syariah sesuai 
ketentuan syariah.

6. Mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai 
dengan ketentuan dan prinsip syariah yang 
telah difatwakan oleh DSN-MUI.

7. Mengadakan rapat rutin minimal 1(satu) kali 
dalam satu bulan.

B. Wewenang
1. Melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan 

peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa 
Keuangan dan Keputusan DSN-MUI.

2. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap 
operasional Bank.

3. Memberikan masukan kepada manajemen 
bank terhadap penyempurnaan dan 
pengembangan produk, kebijakan yang sesuai 
dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

4. Melakukan koordinasi kerja dengan Direksi dan 
Divisi berdasarkan garis koordinasi dan hirarki.

5. Berfungsi sebagai penasehat dan pemberi 
saran kepada Direksi, Pemimpin Divisi dan 
Pemimpin Cabang.

6. Sebagai mediator antara Bank dengan DSN 
dalam mengkomunikasikan usul dan saran 
pengembangan produk dan jasa dari Bank 
yang memerlukan kajian dan Fatwa dari DSN-
MUI.

C. Tanggung Jawab
1. Bertanggung jawab atas seluruh pedoman 

operasional dan produk yang telah mendapat 
persetujuan dari DSN-MUI.

2. Bertanggung Jawab untuk mensosialisasikan 
produk syariah kepada masyarakat luas dalam 
berbagai kesempatan agar masyarakat luas 
mengerti fungsi dari bank syariah.

3. Bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan 
operasional bank secara syariah.

Rangkap Jabatan sebagai Direksi di Lembaga Keuangan Syariah 
lainnya untuk periode Tahun 2017.

Nama
Rangkap Jabatan Sebagai Direksi Di Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

Sebagai Konsultan Sebagai Anggota Direksi Sebagai Anggota DPS

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA Tidak Tidak Tidak

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA Tidak Tidak Tidak
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Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Pengawa 
Syariah Bank Aceh telah dicatat dan didokumentasikan 
dengan baik dalam risalah rapat Dewan Pengawas 
Syariah. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat 
dan didistribusikan kepada semua anggota Dewan 
Pengawas Syariah yang menghadiri rapat maupun 
tidak. 

4. Bertanggung jawab atas laporan hasil 
pengawasan syariah.

Rapat Dewan Pengawas Syariah
Dalam tahun 2017, Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. 
Bank Aceh Syariah telah melaksanakan rapat sebanyak 
10 (Sepuluh) agenda rapat. Adapun kegiatan Dewan 
Pengawas Syariah PT. Bank Aceh Syariah selama tahun 
2017 meliputi pembahasan Laporan Pengawasan DPS 

Tahun 2017, penyiapan Opini DPS, dan melaksanakan 
tugas-tugas pengawasan dalam hal memastikan dan 
memberikan rekomendasi bahwa produk-produk 
perbankan syariah sesuai dengan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional maupun Opini Dewan Pengawas 
Syariah PT. Bank Aceh Syariah.

Adapun daftar agenda rapat DPS Bank Aceh sepanjang 
tahun 2017, adalah sebagai berikut:

No Rapat Tanggal
Kehadiran anggota DPS

Agenda
Hadir Tidak hadir

1 PEMBAHASAN PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARIAH (PRKS) USULAN 
PENETAPAN MARGIN BULANAN DAN AKUNTANSI

07-02-2017 v PEMBAHASAN PEMBIAYAAN REKENING KORAN 
SYARIAH (PRKS) USULAN PENETAPAN MARGIN 
BULANAN DAN AKUNTANSI

2 PEMBAHASAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN PENGAWASAN DPS 
SEMESTER II TAHUN 2016

20-02-2017 v PENANDATANGANAN LAPORAN PENGAWASAN 
DPS SEMESTER II TAHUN 2016

3 MEMBAHAS TENTANG KEGIATAN ATAS PRODUK DAN LAYANAN KARTU KREDIT 
SERTA PEMASARAN KARTU KREDIT CO BRAND PT BANK ACEH SYARIAH DEWAN 
PENGAWAS SYARIAH (DPS) DENGAN DIVISI PRODUK DAN LAYANAN

17-03-2017 v PEMBAHASAN PRODUK DAN LAYANAN KARTU 
KREDIT SERTA PEMASARAN KARTU KREDIT 
CO BRAND PT BANK ACEH SYARIAH DEWAN 
PENGAWAS SYARIAH (DPS) DENGAN DIVISI 
PRODUK DAN LAYANAN

4 MEMBAHAS TENTANG PAKET PEMBIAYAAN PEDULI PENDIDIKAN 21-06-2017 v PEMBAHASAN PAKET PEMBIAYAAN PEDULI 
PENDIDIKAN

5 RAPAT MEMBAHAS TERKAIT OPINI UNDIAN GEBYAR SIMPEDA NASIONAL 31-07-2017 v OPINI DPS TERHADAP UNDIAN GEBYAR 
SIMPEDA NASIONAL

6 MEMBAHAS TENTANG PERMINTAAN OPINI KEGIATAN BANK 09-08-2017 v OPINI DPS TERHADAP KEGIATAN BANK

7 MEMBAHAS TENTANG KELANJUTAN KEBIJAKAN SMOOTHING 22-08-2017 v KELANJUTAN KEBIJAKAN SMOOTHING

8 DISKUSI TENTANG KONVERSI BANK ACEH DENGAN BANK SUMUT 30-08-2017 v SHARING INFORMASI & DISKUSI TENTANG 
KONVERSI BANK ACEH DENGAN BANK SUMUT

9 MEMBAHAS TENTANG FINALISASI CORPORATE PLAN PT BANK ACEH SYARIAH 
TAHUN 2018-2022

11-09-2017 v FINALISASI CORPORATE PLAN PT BANK ACEH 
SYARIAH TAHUN 2018-2022

10 MEMBAHAS TENTANG TINDAK LANJUT SURAT OJK DAN PENYUSUNAN LIST 
UNTUK LAPORAN AKHIR TAHUN 2017

22-12-2017 v TINDAK LANJUT SURAT OJK DAN PENYUSUNAN 
LIST UNTUK LAPORAN AKHIR TAHUN 2017

Pelatihan dan Seminar Dewan Pengawas 
SyariahTahun 2017
Selama tahun 2017 anggota Dewan Pengawas Syariah 
telah mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar 
sebagai berikut:

No Dewan Pengawas Syariah Jenis Pelatihan / Seminar Tempat

1. Ketua DPS Bank Aceh Workshop Pembiayaan Konsep dan Kasus. Banda Aceh, 04 – 05 Agustus 2017

Workshop Eksekutif Inovasi Pengembangan Perbankan Syariah Batam, 12 – 14 April 2017

Annual Meeting Ijtima Sanawi DPS Keuangan Syariah Jakarta, 02 – 03 November 2017

2. Anggota DPS Bank Aceh Syariah Annual Meeting Ijtima Sanawi DPS Keuangan Syariah Jakarta, 02 – 03 November 2017

Workshop Pembiayaan Konsep dan Kasus. Banda Aceh, 04 – 05 Agustus 2017

Workshop Inovasi Pengembangan Perbankan Syariah. Batam, 12 – 14 April 2017

Workshop Islamic Spritually for Effective Leadership. Jakarta, 16 Juni 2017

Workshop Nasional Ijarah Maushufah Fiz Zimmah (IMFZ) Jakarta, 28 – 29 November 2017

Annual Meeting Ijtima Sanawi DPS Keuangan Syariah Jakarta, 02 – 03 November 2017
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Rencana Rapat Dewan Pengawas Syariah
tahun 2018 
Tahun 2018 Dewan Pengawas Syariah telah mer-
encanakan pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris 
sebanyak 12 kali 

No Bulan Tanggal

1 Januari 18 Januari 2018

2 Februari 15 Februari 2017

3 Maret Minggu Ke II 

4 April Minggu Ke II

5 Mei Minggu Ke  II

6 Juni Minggu Ke II

7 Juli Minggu Ke  II

8 Agustus Minggu Ke  II

9 September Minggu Ke  II

10 Oktober Minggu Ke II

11 November Minggu Ke II

12 Desember Minggu Ke  II

Strategi Dewan Pengawas Syariah
•	 Meningkatkan Permodalan dan Penghimpunan 

Dana Bank Aceh Unit Usaha Syariah.
•	 Diversifikasi Portofolio dan Produk Pembiayaan.
•	 Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI).
•	 Peningkatan Mutu pelayanan dan Brand Awarness 

Bank Aceh Unit Usaha Syariah.
•	 Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi 

Syariah

Peningkatan Fungsi Pengawasan, Kepatuhan, 
Manajemen Risiko dan Penerapan Budaya Perusahaan.

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain 
Bagi Dewan Komisaris dan Direksi
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Nomor 
55 tahun 1999 tanggal 21 April 1999 tentang Bank 
Pembangunan Daerah Istimewa Aceh sebagaimana 
telah diubah dengan akta nomor 10 tanggal 15 
Desember 2008 tentang PT. Bank Aceh Syariah, bahwa 
kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank 
Aceh Syariah diberikan paket/kebijakan remunerasi 
dan fasilitas lain yang penetapannya dilakukan melalui 
Rapat Umum Pemegang Saham. Paket/kebijakan 
remunerasi tersebut diberikan berupa gaji, tunjangan 
dan penghasilan tetap lainnya, tantiem dan bentuk 
remunerasi lainnya, termasuk tunjangan perumahan, 
transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, 
baik yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Jenis remunerasi dan fasilitas kepada seluruh anggota 
Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas 
Syariah PT. Bank Aceh Syariah selama tahun 2017 
dapat dilihat pada tabel berikut:

Jabatan

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain (Jumlah Diterima 1 Tahun)

Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)

Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan 
rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya 

dalam bentuk non natura) (dalam jutaan 
Rupiah)

Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, 
transportasi, asuransi kesehatan dan sebagiannya)

Dapat dimiliki *) Tidak dapat dimiliki *) - 
(dalam jutaan Rupiah)

KOMISARIS

Komisaris Utama 2.159 - 1.787

 Anggota Komisaris 1.946 - 1.608

 Anggota Komisaris 1.946. - 1.608

DIREKSI

 Direktur Utama 4.576 - 2.234

Direktur Dana dan Jasa 4.141 - 2.010

Direktur Kepatuhan 4.141 - 2.010

Direktur Operasional 4.141 - 2.010

Direktur Bisnis 4.141 - 2.010

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua Dewan Pengawas Syariah 92 - -

Anggota Dewan Pengawas Syariah 74 - -

TOTAL 27.357 - 15.277
*)   Dinilai dalam ekuivalen rupiah

dalam jutaan rupiah
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Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan 
Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi 

dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran 
tingkat penghasilan, adalah sebagai berikut:

Nama
Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)

> Rp. 2 m Rp. 1 m s/d Rp. 2 m Rp. 500 jt s/d Rp. 1 m Rp. 500 juta kebawah

Komisaris 1 2 - -

Direksi 5 - - -

Dewan Pengawas 
Syariah

- - 2

Total 6 2 - 2

*)   yang diterima secara tunai

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
Rasio gaji tertinggi dan terendah pada tahun 2017 
adalah sebagai berikut:

No Keterangan Skala Perbandingan

1 Gaji Pegawai Tertinggi – Terendah 5,6 : 1

2 Gaji Direksi Tertinggi – Terendah 1,1 : 1

3 Gaji Komisaris Tertinggi – Terendah 1,2 : 1

4 Gaji Direksi Tertinggi – Pegawai Tertinggi 2,3 : 1

Membeli Saham (Share Option)
Seluruh saham Bank Aceh kepemilikannya dikuasai 
oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah 
Daerah/Kota dalam Propinsi Aceh, dan tidak ada 
saham yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi, sehingga tidak ada opsi untuk membeli 
saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan 
Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran 
saham atau penawaran opsi saham dalam rangka 
pemberian kompensasi yang diberikan kepada 
anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat 
Eksekutif Bank.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
Divisi Kepatuhan Bank Aceh dalam melaksanakan 
tugasnya telah melakukan kajian kepatuhan atas 
setiap rencana penetapan kebijakan intern, sehingga 
penerapannya dapat berjalan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Direktur Kepatuhan Bank 
Aceh telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas 
dan tanggung jawabnya setiap bulan kepada Direktur 
Utama dan Dewan Komisaris serta menyampaikan 
laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur 
Kepatuhan setiap semester kepada Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK). Optimalisasi fungsi kepatuhan terus 
disempurnakan sejalan dengan perkembangan 
organisasi Bank Aceh dan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 
2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank 
Umum.

Bank Aceh telah memenuhi seluruh Peraturan Bank 
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan 
perundang-undangan lain yang berlaku sesuai dengan 
pelaksanaan prinsip kehati-hatian (prudential), maka 
dilakukan upaya–upaya sebagai berikut:
1. Melakukan pemantauan terhadap pemenuhan 

ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan 
Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum 
Penyaluran Dana, Kualitas Aktiva Produktif dan 
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), serta 
Giro Wajib Minimum (GWM);

2. Melakukan pemantauan kepatuhan dibidang 
kebijakan untuk memastikan bahwa setiap 
ketentuan internal yang dikeluarkan dan 
diberlakukan mematuhi ketentuan eksternal dan 
internal lainnya yang berlaku;

3. Memantau kepatuhan dalam penyampaian 
Laporan ke Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 
Keuangan;

4. Memantau dan menjaga kepatuhan bank 
terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang 
dibuat bank kepada Bank Indonesia dan Otoritas 
Jasa Keuangan;

5. Melakukan analisis dampak peraturan eksternal 
khususnya peraturan Bank Indonesia, Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

6. Melakukan sosialisasi peraturan Perundang-
undangan, Peraturan Otoritas yang mengawasi 
dan mengatur bank serta peraturan/kebijakan 
internal bank.
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Penanganan Benturan 
Kepentingan
Bank Aceh telah memiliki kebijakan, sistem dan 
prosedur penanganan benturan kepentingan sesuai 
dengan surat keputusan direksi nomor 011/DIR/
BA/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Buku 

Pedoman Perusahaan (BPP) kebijakan prosedur 
benturan kepentingan. Selama tahun 2017, tidak 
terdapat transaksi yang mengandung benturan 
kepentingan terhadap pejabat pengambil keputusan 
transaksi dimaksud.

 Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki
Benturan Kepentingan

 Name and Position of Party with Conflict
of Interest

Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan
Name and Position of Decision Maker

Jenis Transaksi
Transaction Type

(Nilai Transaksi (jutaan Rupiah
)Transaction Value )millions of Rupiah

- - - -

Pelaksanaan Fungsi Audit 
Intern
Sistem Pengendalian Intern
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/
PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan 
Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana 
telah diubah dengan PBI Nomor 11/25/PBI/2009 
tanggal 1 Juli 2009, Bank Aceh melaksanakan Sistem 
Pengendalian Intern (SPI) secara efektif terhadap 
pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada 
seluruh jenjang organisasi sesuai Pedoman Standar 
Sistem Pengendalian Internal bagi Bank Umum yang 
tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 
5/22/DPNP tanggal 29 September 2003.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu 
mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh 
manajemen Bank Aceh, secara  berkesinambungan 
untuk menjaga dan mengamankan asset bank, 
menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat dan 
dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap 
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, 
penyimpangan termasuk kecurangan/fraud dan 

pelanggaran aspek kehati-hatian serta meningkatkan 
efektifitas organisasi dan meningkatkan efisiensi 
biaya. 

Kerangka Sistem Pengendalian Internal Bank Aceh 
berprinsip pada kerangka kerja COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). 
Kerangka kerja COSO melihat pengendalian 
internalsebagai bangunan yang utuh pada proses 
bisnis Perusahaan, dan bukan sebagai komponen 
terpisah pada aktivitas bisnis Perusahaan. Kerangka 
Sistem Pengendalian Internal dari COSO terdiri dari 
lima elemen, yaitu :
1. Pengawasan oleh manajemen dan pembentukan 

lingkungan pengendalian (control environment);
2. Identifikasi dan penilaian risiko (risk assessment);
3. Kegiatan  pengendalian dan pemisahan fungsi 

(control activities );
4. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi 

(information and communication );
5. Kegiatan pemantauan  dan tindakan koreksi 

penyimpangan (monitoring).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan kerangka 
Sistem Pengendalian Intern COSO, Bank Aceh  
membangun skema Sistem Pengendalian Intern Bank 
sebagaimana gambar berikut

SUPERVISORY BOARD CONTROL

KAP BI/OJK

Preparer Preparer Preparer Preparer

Checker Checker Checker Checker

Approval Approval Approval Approval

& Nomination
Remuneration

Committee

Audit Committee

MANAGEMENT CONTROL

Business
Development Risk Management

Built-in Control

Accounting/
FinancialOperations

INDEPENDENT INTERNAL CONTROL SYSTEM

INTERNAL AUDIT. Post COMPLIANCE - Ex. Ante

Risk Policy Committee
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Kebijakan Sistem Pengendalian Internal
Sebagai pedoman operasional penyelenggaraan 
sistem pengendalian internal, Direksi Bank Aceh telah 
menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor 010/
DIR/BA/IV/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Tugas 
dan Wewenang Divisi SPI/SKAI dan Auditor Cabang 
dalam Peningkatan Kualitas Layanan PT. Bank Aceh, 
yang meliputi :
1. Fungsi Divisi SPI/SKAI dan Auditor Cabang.
2. Tugas dan Wewenang Divisi SPI/SKAI dan Auditor 

Cabang.
3. Mekanisme/Petunjuk Pelaksanaan Kerja Auditor.
4. Pembagian Wilayah Kerja Auditor Cabang
5. Penyampaian Laporan. 

Tujuan Sistem Pengendalian Internal
Tujuan Bank Aceh membangun Sistem Pengendalian 
Internal adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Kepatuhan

a. Menjamin semua kegiatan usaha bank sesuai 
ketentuan yang berlaku;

b. Ketentuan terdiri atas undang-undang, 
peraturan pemerintah, otoritas pengawas dan 
ketentuan  intern  bank.

2. Tujuan Informasi
a. Menyediakan laporan yang benar, lengkap, 

tepat waktu dan relevan;
b. Untuk pengambilan keputusan yang tepat 

dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Tujuan Operasional

a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
penggunaan sumber dana;

b. Melindungi risiko kerugian.
4. Tujuan budaya risiko

a. Identifikasi dan menilai penyimpangan secara 
dini;

b. Menilai kewajaran kekebijakan dan prosedur.

Pengendalian Operasional dan Keuangan 
dan Kepatuhan Terhadap Peraturan 
Perundang-udangan
Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Sebagai 
salah satu proses yang dijalankan oleh seluruh jajaran 
Bank, maka Sistem Pengendalian Internal diterapkan 
dalam penetapan strategi di seluruh organisasi dan 
didesain untuk dapat mengidentifikasi kemungkinan 
terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi 
perusahaan, dan untuk mengelola risiko agar tetap 
berada dalam batas toleransi (risk appetite), untuk 
memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka 
pencapaian tujuan Perusahaan. 

Bank Aceh telah memiliki sistem pengendalian intern 
yang mencakup pengawasan aktif oleh Dewan 
Komisaris, Direksi, Divisi/ Sekretaris Perusahaan/ 
Satuan Kerja dan unit kerja terkait dimana masing-
masing maupun fungsi kontrol utamanya melekat 
pada masing-masing pejabat (risk owner) secara 
berjenjang. 

Bank Aceh senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan 
pengendalian internal secara menyeluruh dengan 
tujuan agar dapat meningkatkan risk control system 
yang baik, mendeteksi timbulnya penyimpangan/ 
fraud secara dini dan adanya kesesuaian operasional 
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. 

Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia tentang 
Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director)  
dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit 
Intern Bank Umum, disamping membentuk fungsi 
yang menangani kepatuhan, Bank Aceh membentuk 
Divisi Audit Intern yang menjalankan fungsi 
audit intern dan mengevaluasi kecukupan sistem 
pengendalian internal.
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Struktur Organisasi Divisi Audit Intern 
Bank Aceh

Struktur Pengendalian Intern dan pelaksanaan fungsi 
audit intern telah dilaksanakan sesuai dengan SEBI 
Nomor 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 
tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern 
Bagi Bank Umum dan PBI Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 
20 September 1999 tentang Penugasan Direktur 
Kepatuhan (Compliance Director) dan Penetapan 
Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum 
(SPFAIB). Audit Intern merupakan bagian dari struktur 
pengendalian intern dan merupakan segala bentuk 
kegiatan yang berhubungan dengan audit dan 
pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya 
struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam 
setiap tingkatan manajemen bank.

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 
Divisi Audit Intern
Divisi Audit Intern  dipimpin oleh seorang Kepala Divisi 
yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama 
atas persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan 
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Divisi 

Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada 
Direktur Utama dan memiliki jalur komunikasi dengan 
Komite Audit dan Dewan Komisaris.

Pengangkatan Kepala Divisi Pengawasan Intern Bank 
Aceh didasarkan pada Surat Keputusan Direksi Nomor: 
359/04/DIR/MTS/VIII/2015 Tanggal 13 Agustus 2015.

Komposisi Internal Audit
Komposisi Auditor dan Administration Auditor Officer 
sampai dengan akhir 2017  sebagai berikut.

Nama Jabatan

Syarifuddin Pemimpin Divisi Pengawasan

T. Samsul Bahri Wakil Pemimpin Pengawasan

Hermanto Kabid Pengawasan Wilayah I

Hasbi Kabid Pengawasan Wilayah II

Sajidin Kabid Pengawasan Wilayah III

Lelly Sumarningsih Kabid Anti Fraud

Fahrurrazi Auditor Wilayah I 

Iman Suhadi Auditor Wilayah I

T. Arief Aditia Auditor Wilayah II

Hariadi Auditor Wilayah III

DIREKTUR UTAMA

PEMIMPIN DIVISI
)SYARIFUDDIN(

WAKIL PEMIMPIN
)T. SAMSUL BAHRI(

KABID WILAYAH I
)HERMANTO(

KABID WILAYAH II
)HASBI(

PETUGAS ADMINISTRASI
1. FACHRURRAZY SYAH

AUDITOR KANTOR PUSAT
1. HARIADI
2. T. ARIEF ADITIA
3. IMAN SUHADI
4. FAKHRURRAZI
5. FAUZAN
6. SALAMUDDIN
7. CUT EFFI INDRIANI
8. MAISARAH

KABID WILAYAH III
)SAJIDINI(

KABID ANTI FRAUD
)LELLY SUMARNINGSIH(

AUDITOR CABANG

KPO
)YULI DARMA(

SIGLI & MEUREUDU
)HENDRA(

LHOKSEUMAWE
)T. JIMMI JUNAIDI(

MEDAN
)DINI MUBARAK(

KUALA SIMPAN & LANGSA
)FADHLI(

SINGKIL & SUBULUSSALAM
)EDY EFENDY(

TAKENGON & BENER MERIAH
)AGUS SUPRIANTORO(
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Nama Jabatan

Fauzan Auditor Anti Fraud

Fachrurrazy syah Staff Administrasi Bidang Anti Fraud

Salamuddin Staff Profesional

Cut Effi Indrayani Staff Muda

Maisarah Senior Supervisor

Yuli Dharma Auditor Cabang (KPO)

Hendra Auditor Cabang Sigli & Meuredu

Teuku Jimmi Junaidi Auditor Cabang Lhokseumawe

Fadhli Auditor Cabang Kualasimpang & Langsa

Dini Mubarak Auditor Cabang Medan

Agus Suriantoro Auditor Cabang Takengon & Bener Meriah

Edy Effendy Auditor Cabang Singkil & Subulussalam

Pedoman Audit Intern telah sesuai dengan standar 
minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB, kebijakan, 
prosedur dan piagam audit intern. Namun demikian 
masih terdapat kelemahan minor yang dapat diatasi 
dengan tindakan rutin. Adapun Laporan Kegiatan 
pelaksanaan fungsi audit intern telah terangkum 
dalam laporan pertanggung jawaban Direksi pada 
saat RUPS tahunan dilaksanakan.

Ruang lingkup Pengendalian Intern Bank
Ruang lingkup pekerjaan audit intern mencakup 
pemeriksaan dan penilaian terhadap: 
a. Penilaian kecukupan struktur pengendalian intern.

b. Penilaian efektivitas struktur pengendalian intern. 
c. Penilaian kualitas kinerja.
d. Mengevaluasi Risk Profil masing – masing Unit 

kerja
e. Menerapkan Risk Base Audit

Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut telah 
dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam setiap 
laporan hasil audit.

Kinerja SPI pada tahun 2017
a. Audit Intern, meliputi:

No
 Nama Obyek

Audit
 Sasaran
Auditee

Kriteria

1 Divisi General 
audit

SOP, SK Direksi, PBI, POJK & Peraturan lainya yang 
berkaitan dengan Bank

2 Cabang General 
audit

SOP, SK Direksi, PBI, POJK & Peraturan   lainya yang 
berkaitan dengan Bank

3 Cabang 
Pembantu

General 
audit

SOP, SK Direksi, PBI, POJK & Peraturan lainya yang 
berkaitan dengan Bank

b. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan 
pegawai
Sebagai upaya peningkatan kompetensi para 
auditor, melalui koordinasi dengan Divisi SDI dan 
Umum, dalam tahun 2017 seluruh auditor telah 
diikutsertakan dalam berbagai kegiatan dan 
pelatihan serta beberapa seminar. 

Berikut pelatihan dan seminar yang diikuti auditor selama tahun 2017
NO TGL NAMA JUMLAH INSTRUKTUR

1. 12-14 September 2017 Pelatihan Internal Audit For Syariah Banking 3 PT Fresh Galang Mandiri

2. 18-20 September 2017 Pelatihan ACL (Audit Command Language) 2 PT Bina Analitik Radhika

3. 06-16 November 2017 Diklat Dasar-Dasar Audit 4 Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan

4. 28-30 November 2017 Pelatihan Human Resource Audit 3 Media Utama Indonesia (MEI)

5. 14 Desember 2017 Seminar Nasional Asosiasi Auditor 
Internal(governance, Risk and Control (GRC) 
Supporting the Achievement of Corporate 
Objectives and Avoiding potential  Fraud

2 Asosiasi Auditor Internal

c. Pembinaan Bidang dan Kegiatan lain SPI: 
1. Sebagai counterpart auditor ekstern 
2. Berperan sebagai mitra/mediator berbagai 

permasalahan yang dihadapi Unit kerjanya 
3. Pembinaan kepada auditee yang berkaitan 

dengan materi hasil audit 
d. Laporan yang disusun pada tahun 2017, adalah: 

1. Laporan hasil Audit masing – masing Unit kerja 
PT. Bank Aceh Syariah

2. Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern 
Semester I dan II Tahun 2017 yang disampaikan 
kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester 
dan juga kepada Direksi  serta Komisaris

e. Kegiatan audit pasif (off-site)
Selain melaksanakan Audit secara aktif, juga 
melaksanakan kegiatan Audit pasif (off-site), 
antara lain: 
1. Mencermati dan mengevaluasi hasil analisis 

rasio-rasio keuangan 
2. Memantau penyelesaian Laporan Pengaduan 

Nasabah 
3. Memantau dan mengkaji tindak lanjut hasil 

audit, baik intern maupun ekstern 
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Laporan Penyimpangan Internal 
(Internal Fraud)
Pada tahun 2017, terdapat penyimpangan internal 
(internal fraud) yang dilakukan oleh Karyawan tetap 
PT. Bank Aceh Syariah.

Monitoring Tindak Lanjut Temuan
Sesuai ketentuan Pedoman Kerja Satuan Pengawas 
Internal mengenai Standar Implementasi tentang 
Pemantauan Tindak Lanjut, salah satu tugas dari 
Kepala SPI adalah menyusun dan memelihara sistem 
untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang 
telah disampaikan kepada manajemen.

Monitoring tindak lanjut temuan auditor adalah 
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara 
sistematis oleh SPI untuk menentukan bahwa obyek 
audit (auditee) telah melaksanakan rekomendasi hasil 
pemeriksaan, baik yang berasal dari auditor internal 
maupun auditor eksternal, dalam tenggang waktu 
yang telah disepakati sebelumnya.

Monitoring tindak lanjut bertujuan untuk menilai 
secara obyektif sejauh mana pelaksanaan rekomendasi 
temuan dilaksanakan dan mengecek kebenaran data 
baik tertulis maupun  fisik di lapangan  atas laporan 
tinjut yang pernah disampaikan auditee.

Kegiatan monitoring tindak lanjut temuan auditor di 
tahun 2016 dilaksanakan sepanjang tahun dengan 
meminta laporan tindak lanjut kepada auditee secara 
berkala. Kegiatan cek fisik ke lapangan juga dilakukan 
untuk melihat realisasi  fisik pelaksanaan tindak lanjut 
pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang

Evaluasi dan Rekomendasi Divisi 
Audit Intern Atas Pelaksanaan Sistem 
Pengendalian Intern 
Divisi Audit Intern telah menilai aspek kecukupan 
sistim pengendalian intern di semua aktivitas Bank 
dan menilai efektifitasnya serta menilai kualitas kinerja 
di unit kerja yang menjadi obyek pemeriksaan. Dalam 
rangka meningkatkan efektifitas dalam penerapan 
sistem pengendalian intern Bank Aceh maka 
Divisi Audit Intern telah memberikan rekomendasi 
yang melibatkan keseluruhan unsur intern bank 
diantaranya adalah: 
1. Sistem Pengendalian Intern wajib dilaksanakan 

oleh seluruh jajaran pegawai bank dari tingkat 
manajemen sampai dengan pegawai dasar guna 
terciptanya lingkungan pengendalian yang baik. 

2. Seluruh kebijakan, standar dan prosedur 
operasional harus didokumentasikan secara 
tertulis dan tersedia bagi seluruh pegawai terkait 
dan mengacu pada sistem pengendalian intern 
Bank yang telah sesuai dengan kebijakan Direksi. 

3. Kecukupan sistem pengendalian intern Bank 
menjadi perhatian utama Dewan Komisaris dan 
Direksi melalui kaji ulang dan pemeriksaan oleh 
Divisi Audit Intern yang dilaksanakan secara 
berkala dan berkesinambungan.

Internal Fraud

Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Pengurus Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2016 Tahun 2017

Total Fraud - - 2 3 - -

Telah Diselesaikan - - 1 1 - -

Dalam Proses Penyelesaian 
di internal Bank 

- - - 1 - -

Belum diupayakan 
penyelesaiannya 

- - - - - -

Telah ditindaklanjuti 
melalui proses hukum 

- - 1 1 - -
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Pelaksanaan Fungsi Audit 
Eksternal
Auditor Eksternal
Auditor Eksternal adalah kegiatan audit yang dilakukan 
oleh badan eksternal (independen) yang memenuhi 
syarat perundang-undangan yang berlaku. Audit 
Eksternal dilakukan dalam rangka memberikan 
keyakinan terhadap akuntabilitas laporan dan 
implemetasi standar regulasi dan paraktik terbaik 
dalam mendorong kinerja Perusahaan. 

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 
tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016 tanggal 8 
Agustus 2016 bahwa Laporan Keuangan posisi akhir 
bulan Desember yang diumumkan secara triwulanan 
dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik 
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Bank Aceh 
secara rutin melakukan kerjasama dengan Akuntan 
publik dan Kantor Akuntan Publik untuk memberikan 
keyakinan bahwa catatan akuntansi akurat, lengkap 
dan disusun sesuai dengan ketentuan PSAK yang 
berlaku yang dilakukan oleh Akuntan Publik.

Fungsi Audit Eksternal
Pada tahun 2017, pelaksanaan audit ekstern pada Bank 
Aceh telah berjalan secara efektif, baik terhadap audit 
yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 
maupun dari Kantor Akuntan Publik Heliantono dan 
Rekan. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan 
sesuai rekomendasi dari Komite Audit dan lembaga 
tersebut telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan 
sebagai lembaga yang independen dan memiliki 
kemampuan audit yang baik.

Dengan adanya pelaksanaan audit oleh pihak ekstern 
telah memberikan manfaat yang cukup tinggi bagi 
Bank Aceh, khususnya dalam mendeteksi setiap 
kelemahan yang ada dalam pelaksanaan aktifitas 
operasional bank, sehingga kelemahan tersebut 
dapat segera diantisipasi dan diperbaiki lebih lanjut.

Secara umum seluruh ketentuan eksternal yang 
berlaku telah dipatuhi dengan baik dan tidak terdapat 
sanksi hukum pelanggaran terhadap Bank Aceh. 
Namun demikian untuk optimalisasi kepatuhan 
terhadap ketentuan eksternal tersebut akan dilakukan 
edukasi secara berkesinambungan kepada seluruh 
personil bank, baik melalui pembinaan langsung ke 
Kantor Cabang, maupun melalui penerbitan surat-
surat edaran dan himbauan Direksi.

Hubungan kemitraan antara Bank Aceh dengan 
Auditor ekstern berjalan dengan baik, khususnya 
Otoritas Jasa Keuangan sebagai pembina dan 
pengawas telah memberikan arahan dan petunjuk 
yang memadai untuk eksistensi dan pengembangan 
bank dimasa yang akan datang. Dengan adanya 
independensi dari auditor Kantor Akuntan Publik 
Heliantono dan Rekan telah menjadikan Bank Aceh 
sebagai auditee yang responsif untuk melakukan 
langkah-langkah korektif demi pencapaian visi dan 
misi Perusahaan.

Pada dasarnya kinerja Kantor Akuntan Publik 
sudah sesuai dengan tuntutan GCG dimana dalam 
melaksanakan tugasnya telah memenuhi prinsip 
independensi, memenuhi standar profesional 
akuntan publik dan perjanjian kerjasama serta ruang 
lingkup audit yang ditetapkan.

Adapun Ruang Lingkup Audit adalah: 
a. Audit atas Laporan Keuangan untuk tahun 

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 
bertujuan untuk memberikan pendapat akuntan 
atas kewajaran laporan keuangan yang meliputi: 
•	 Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
•	 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan 

Komprehensif Lain; 
•	 Laporan Perubahan Ekuitas;
•	 Laporan Arus Kas;
•	 Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk 

informasi mengenai komitmen dan kontijensi;
•	 Laporan Distribusi Bagi Hasil;
•	 Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
•	 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana 

Kebajikan;
•	 Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat. 

b. Menerbitkan Laporan Kepatuhan terhadap 
Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap 
Peraturan Perundang-undangan.

c. Memberikan rekomendasi atas kelemahan struktur 
pengendalian intern yang ditemukan selama audit 
dalam bentuk Management Letter. 

d. Melaksanakan review atas keefektifan Sistem 
Pengendalian Intern Tahun Buku 2017;

e. Melaksanakan pemahaman dan penelaahan resiko 
bank selama tahun 2017 yang meliputi 8 (delapan) 
resiko dan 3 (tiga) pilar;

f. Melaksanakan review atas keakuratan teknologi 
informasi dalam menghasilkan laporan keuangan 
tahun buku 2017;



Laporan Tatakelola Perusahaan  PT. Bank Aceh Syariah Tahun 201750

g. Mereview Perhitungan Pajak Penghasilan Badan 
PT. Bank Aceh Syariah untuk tahun berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2017.

Penerapan Manajemen Risiko
Penerapan Manajemen Risiko Bank Aceh mengacu 
kepada ketentuan Regulator dan ketentuan intern 
Bank Aceh.  Proses identifikasi risiko, mengukur 
risiko, memantau risiko serta mengendalikan risiko 
telah disosialisasikan kepada seluruh jajaran Bank 
agar dalam aktivitas operasional Bank Manajemen 
Risiko dapat diimplementasikan dengan baik. 
Implementasi Manajemen Risiko sudah merupakan 
komitmen manajemen melalui penyusunan sistem 
dan prosedur seluruh kebijakan dan bisnis Bank yang 
berbasis risiko (risk based).

Fungsi-fungsi dalam penerapan Manajemen Risiko 
yang efektif terus dilakukan upaya optimalisasi, 
dengan melakukan strategi diantaranya:
a. Membudayakan prinsip-prinsip Risk Management 

pada seluruh unit kerja dari tingkat bawah sampai 
tingkat manajemen.

b. Mengembangkan metode pengukuran Risiko 
Operasional, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko 
Likuiditas dan parameter penilaian terhadap 
eksposur risiko yang melekat pada aktivitas 
perbankan melalui pengendalian gugus kendali 
risiko pada seluruh cabang.

c. Pengembangan organisasi dan peningkatan 
kualitas Sumber Daya Insani (SDI) yang dapat 
mendukung penerapan prinsip-prinsip 
Manajemen Risiko pada seluruh aktivitas 
perbankan.

d. Mengembangkan Sistem Manajemen Risiko 
Syariah yang terintegrasi dengan berbasis 
teknologi.

e. Mengembangkan sistem pelaporan pada Divisi 
Manajemen Risiko yang sifatnya informatif dan 
akuntabel yang dapat secara cepat dan tepat 
membantu dalam melakukan proses identifikasi, 
pengukuran, monitoring, controling dan 
pengendalian risiko.

Kebijakan Manajemen Risiko
Penerapan Manajemen Risiko pada perbankan 
syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas 
usaha serta kemampuan Bank. Sesuai dengan POJK 
Manajemen Risiko No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 
Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen 
Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 
Syariah, dimana Bank wajib menerapkan Manajemen 

Risiko secara efektif. Penerapan Manajemen Risiko 
wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, 
ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan 
Bank. 

Kebijakan Manajemen Risiko ditetapkan antara lain 
dengan cara menyusun strategi Manajemen Risiko 
untuk memastikan bahwa:
1. Bank tetap mempertahankan eksposur Risiko 

sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern 
Bank dan peraturan perundang-undangan serta 
ketentuan lain yang berlaku; dan

2. Bank dikelola oleh sumber daya manusia yang 
memiliki pengetahuan, pengalaman, dan 
keahlian di bidang Manajemen Risiko sesuai 
dengan kompleksitas usaha Bank. Penyusunan 
strategi Manajemen Risiko dilakukan dengan 
mempertimbangkan kondisi keuangan Bank, 
organisasi Bank, dan Risiko yang timbul sebagai 
akibat perubahan faktor eksternal dan faktor 
internal.

Penyusunan strategi Manajemen Risiko dilakukan 
dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Bank, 
organisasi Bank, dan risiko yang timbul sebagai akibat 
perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

Ruang lingkup kebijakan dan prosedur Manajemen 
Risiko serta penetapan limit risiko sebagaimana 
dimaksud dalam POJK tersebut, sekurang-kurangnya 
memuat :
1. Penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan 

transaksi perbankan; 
2. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan 

sistem informasi Manajemen Risiko; 
3. Penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko; 

Toleransi Risiko merupakan potensi kerugian yang 
dapat diserap oleh permodalan Bank.

4. Penetapan penilaian peringkat Risiko; Penetapan 
penilaian peringkat Risiko merupakan dasar bagi 
Bank untuk mengkategorikan peringkat Risiko 
Bank.

5. Penyusunan rencana darurat (contingency plan) 
dalam kondisi terburuk (worst case scenario); 

6. Penetapan sistem pengendalian intern dalam 
penerapan Manajemen Risiko.

Ruang lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Bank 
Aceh meliputi :
1. Penetapan risiko yang terkait dengan produk 

dan transaksi perbankan yang didasarkan atas 
hasil analisis Bank terhadap risiko yang melekat 
pada setiap produk dan transaksi perbankan yang 
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telah dan akan dilakukan sesuai dengan kondisi 
dan kompleksitas usaha Bank. Sesuai dengan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait produk 
dan transaksi perbankan, Bank Aceh menetapkan 
10 (sepuluh) risiko meliputi: Risiko Kredit; Risiko 
Pasar; Risiko Likuiditas; Risiko Operasional; Risiko 
Hukum; Risiko  Reputasi; Risiko Stratejik; Risiko 
Kepatuhan; Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi.

2. Penetapan penggunaan metode pengukuran 
dan sistem informasi Manajemen Risiko dalam 
rangka mengkalkulasi secara tepat eksposur risiko 
pada setiap produk dan transaksi perbankan 
serta aktivitas fungsional Bank, dan penetapan 
pelaporan data serta informasi yang terkait dengan 
eksposur risiko sebagai input untuk pengambilan 
keputusan bisnis yang menguntungkan dengan 
tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank.  
Bank Aceh menetapkan :
a. Pengukuran risiko kredit dan risiko pasar 

menggunakan pendekatan Standar 
(Standardised Approach);

b. Pengukuran Risiko Operasional menggunakan 
Pendekatan Indikator Dasar (Basic Indicator 
Approach) untuk perhitungan kecukupan 
modal (Capital Adequacy Ratio / CAR) sesuai 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang 
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank 
Umum Syariah ; dan

c. Pengukuran risiko lainnya yang mencakup 
Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, 
Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan ditambah 
dengan Risiko Konsentrasi Kredit Dan 
Risiko Benchmark Suku Bunga (Benchmark 
Interest Rate Risk) juga menggunakan 
pendekatan sesuai Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan  tentang Kewajiban Penyediaan 
Modal Minimum Bank Umum Syariah untuk 
menghitung Kewajiban Penyediaan Modal 
Minimum (KPMM / CAR) sesuai Profil Risiko.

3. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko 
yang merupakan batasan potensi kerugian yang 
mampu diserap oleh permodalan Bank dan sarana 
pemantauan terhadap perkembangan eksposur 
risiko Bank. Kebijakan penetapan limit dan 
toleransi risiko ditetapkan melalui Rapat Komite 
Manajemen Risiko baik untuk limit dan toleransi 
Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional.

4. Penetapan sistem pengendalian intern dalam 
penerapan Manajemen Risiko guna memastikan 
kepatuhan terhadap ketentuan ekstern dan 
intern yang berlaku (compliance risk), tersedianya 
informasi manajemen dan keuangan, efektifitas 
dan efisiensi kegiatan operasional Bank, serta 

efektifitas budaya risiko pada setiap jenjang 
organisasi Bank. Penetapan dan pelaksanaan 
fungsi serta pembagian tugas/tanggung jawab 
untuk melaksanakan fungsi pengendalian intern 
di Bank Aceh telah dilakukan oleh Satuan Kerja 
Audit Intern (SKAI), Divisi Kepatuhan, dan Divisi 
Manajemen Risiko.

5. Penetapan penilaian peringkat risiko sebagai 
dasar bagi Bank untuk menentukan langkah-
langkah perbaikan terhadap produk, transaksi 
perbankan, dan area aktivitas fungsional tertentu 
dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan 
dan strategi Manajemen Risiko. 
Penilaian peringkat risiko dilakukan secara periodik 
oleh Bank Aceh melalui Laporan Profil Risiko yang 
dikonsolidasikan oleh Divisi Manajemen Risiko.

Laporan Manajemen Risiko
Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi 
dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, 
mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang 
timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Kebijakan 
Manajemen Risiko meliputi informasi mengenai 
langkah-langkah dalam menerapkan Manajemen 
Risiko yang disusun berdasarkan evaluasi atas profil 
risiko Bank dan upaya-upaya perbaikan yang akan 
ditempuh serta penjelasan mengenai kebijakan dalam 
melaksanakan fungsi Manajemen Risiko. 
Bank melakukan penilaian atas profil risiko yang 
dimiliki dan tingkat kecukupan modal untuk 
mengantisipasi potensi kerugian atas eksposur 
risiko serta tetap memenuhi kewajiban penyediaan 
modal minimum yang dipersyaratkan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 
tanggal 18 November 2014 tentang Kewajiban 
Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah 
dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
12/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang 
Kewajiban Penyedian Modal Minimum sesuai 
Profil Risiko bagi Bank Umum Syariah. Perhitungan 
kecukupan modal perlu disesuaikan sehingga tidak 
hanya mampu menyerap potensi kerugian yang 
timbul dari Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko 
Operasional namun juga dari Risiko Lainnya yang 
material. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bank 
wajib menyediakan modal minimum sesuai profil 
risiko.

Kecukupan modal minimum sesuai profil risiko selain 
bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian 
yang antara lain timbul dari Aktiva Tertimbang 
Menurut Risiko (ATMR) yang telah memperhitungkan 
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Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional, 
juga untuk mengantisipasi potensi kerugian dimasa 
mendatang dari risiko-risiko yang belum sepenuhnya 
diperhitungkan dalam ATMR tersebut, antara lain 
Risiko Konsentrasi Pembiayaan, Risiko Likuiditas, 
Risiko Benchmark Suku Bunga dalam Banking Book 
(BRBB), Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko 
Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Investasi dan Risiko 
Imbal Hasil serta untuk mengantisipasi dampak 
penerapan skenario stress test terhadap kecukupan 
modal.

Bank Aceh sudah mengembangkan perhitungan risiko 
yang berpengaruh kepada kecukupan penyediaan 
modal, dimana dalam setiap aktivitas fungsional 
Bank harus sedapat mungkin terintegrasi dalam 
suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang 
akurat dan komprehensif, sehingga dapat memenuhi 
kecukupan modal untuk mengantisipasi potensi 
kerugian atas eksposur risiko tersebut berdasarkan 
Peraturan yang berlaku tentang Kewajiban 
Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, dan 
regulasi Basel II Pilar 2 Prinsip ke-1 yang mensyaratkan 
Bank untuk mengembangkan Internal Capital 
Adequacy Assessment Process (ICAAP) yaitu proses 
untuk menetapkan kecukupan modal minimum 
sesuai dengan profil risiko Bank, dan penetapan 
strategi untuk memelihara tingkat permodalan 
sebagai bagian dari peningkatan efektivitas praktek 
Manajemen Risiko Bank.

Penyusunan strategi Manajemen Risiko dilakukan 
dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Bank, 
organisasi Bank, dan Risiko yang timbul sebagai akibat 
perubahan faktor eksternal dan faktor internal. Bank 
Aceh dalam melakukan penilaian Tingkat Kesehatan 
Bank Umum Syariah (TKB)/ Risk Based Bank Rating 
(RBBR) dan Internal Capital Adequacy Assessment 
Process (ICAAP) menerapkan beberapa metodologi 
yang didukung dengan teknologi berupa aplikasi 
untuk memudahkan Bank dalam pelaporan dan 
memiliki kebijakan prosedur untuk menangani secara 
spesifik seluruh kategori risiko yang wajib dikelola. 

Unit/ Fungsi Kerja Yang Mengelola Dan 
Memonitor Risiko
Dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas 
bank maka risiko yang dihadapi bank akan semakin 
meningkat pada risiko-risiko yang berkaitan erat 
dengan fungsi lembaga intermediasi keuangan. 
Kompleksitas risiko tersebut perlu diimbangi dengan 
kualitas penerapan Manajemen Risiko yang memadai 

demi terciptanya efektifitas kerangka pengawasan 
Bank berbasis risiko. Berdasarkan pertimbangan diatas 
Bank Aceh telah menerapkan Divisi yang berfungsi 
melakukan suatu transaksi (Satuan Kerja Operasional) 
adalah independen terhadap Divisi yang melakukan 
fungsi pengendalian intern, serta independen pula 
terhadap Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen 
Risiko.   Susunan Struktur Organisasi Risk Management 
sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah 
No. 430/DIR/I/2017 Tanggal 25 Januari 2017 terdiri 
dari :
•	 Pemimpin Divisi 
•	 Bidang Identifikasi dan Pengukuran Risiko;
•	 Bidang Kebijakan dan Pengkajian Risiko;
•	 Bidang Monitoring dan Laporan Manajemen 

Risiko;
•	 Bidang APU & PPT

Dewan Komisaris & Direksi Bank juga telah 
menetapkan Komite Manajemen Risiko (Risk 
Management Committee/KOMENKO) dan Anggota 
Komite Pemantau Risiko. Dengan Tugas, Tanggung 
jawab dan Wewenang Komite Manajemen Risiko 
(KOMENKO) meliputi:
a. Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen 

Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur 
Utama sekurang-kurangnya meliputi:
1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta 

perubahannya, termasuk strategi Manajemen 
Risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi 
risiko, kerangka Manajemen Risiko serta 
rencana kontijensi untuk mengantisipasi 
terjadinya kondisi tidak normal.

2. Penyempurnaan proses Manajemen Risiko 
secara berkala maupun bersifat insidentil 
sebagai akibat dari suatu perubahan 
kondisi eksternal dan internal Bank yang 
mempengaruhi kecukupan permodalan dan 
profil risiko Bank dan hasil evaluasi terhadap 
efektifitas penerapan Manajemen Risiko.

3. Menetapkan (justification) hal- hal terkait 
dengan keputusan bisnis yang menyimpang 
dari prosedur normal (irregularities) seperti 
keputusan pelampauan ekspansi usaha yang 
signifikan dibandingkan dengan rencana 
bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya 
atau pengambilan posisi/ eksposur risiko 
yang melampaui limit yang telah ditetapkan 
berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan 
hasil analisis yang terkait dengan transaksi 
atau kegiatan usaha Bank tertentu sehingga 
memerlukan adanya penyimpangan terhadap 
prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank.
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b. Wewenang
1. Meminta laporan dan atau penjelasan 

dari Satuan Kerja Manajemen Risiko (Divisi 
Manajemen Risiko) tentang :
•	 Hasil pemantauan terhadap implementasi 

strategi Manajemen Risiko
•	 Besaran atau maksimum eksposur risiko 

yang wajib dipelihara Bank.
•	 Profil/ komposisi risiko yang melekat pada 

seluruh portofolio atau eksposur Bank.
2. Menyetujui atau menolak rancangan produk 

baru dan aktivitas baru yang diajukan oleh 
Satuan Kerja Operasional dikaitkan dengan 
risiko yang mungkin ada pada produk/ aktivitas 
dimaksud.

3. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko 
terhadap aktivitas fungsional  Bank Aceh.

Komite Pemantau Risiko Bank Aceh yang tugas 
dan tanggung jawabnya tersebut antara lain 
meliputi  :
1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian 

antara kebijakan Manajemen Risiko dengan 
pelaksanaan kebijakan tersebut pada PT. Bank 
Aceh Syariah;

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan tugas komite Manajemen Risiko 
dan Satuan Kerja Manajemen Risiko PT. Bank 
Aceh Syariah guna memberikan rekomendasi 
kepada Dewan Komisaris PT. Bank Aceh 
Syariah;

3. Hal-hal lain atas permintaan Dewan Komisaris 
PT. Bank Aceh Syariah.

Budaya Manajemen Risiko
Bank Aceh meningkatkan Risk Awareness dalam 
penerapan budaya sadar risiko dengan terus 
diimplementasikan kepada seluruh karyawan/ti PT. 
Bank Aceh Syariah pada setiap tingkatan dan pada 
setiap pelaksanaan aktivitas operasional dan non 
operasional, agar seluruh lini bisnis dan kebijakan 
lebih berbasis risiko. Pengembangan budaya 
Manajemen Risiko antara lain meliputi komunikasi 
yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi 
tentang pentingnya Manajemen Risiko yang efektif. 

Budaya Manajemen Risiko diterapkan dengan optimal, 
Manajemen menggunakan pendekatan pengelolaan 
risiko menyeluruh baik dari sisi Tata Kelola, Kerangka 
Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko dan 
Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko, meliputi 
strategi risiko yang terdefinisi dengan baik, komite 
kerja yang aktif dengan peran, tanggung jawab, 
wewenang dan jenjang pendelegasian yang jelas. 

Bank Aceh melakukan sosialisasi Manajemen Risiko 
untuk menciptakan kesadaran kepada seluruh unit 
kerja dan cabang.  Sebagai bagian dari pelaksanaan 
kegiatan sosialisasi tersebut telah dilakukan 
secara menyeluruh dan secara berkala melakukan 
Monitoring On site terhadap penerapan Manajemen 
Risiko dan kendala-kendala yang dihadapi cabang 
dalam penerapannya. Sosialisasi Manajemen Risiko 
dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media, 
antara lain dilakukan melalui : 
1. Mengikuti workshop dan seminar
2. Inhouse Training
3. Surat Edaran 
4. Pertemuan rutin 
5. Corporate Mail 
6. Kunjungan Langsung ke Cabang  
7. Social Site Network

Untuk meningkatkan edukasi dan kualitas Sumber 
Daya Insani terhadap pemahaman Manajemen Risiko 
termasuk kesadaran risiko (risk awareness) dan budaya 
risiko (risk culture), Direksi secara berkesinambungan 
terus memberikan pendidikan dan pelatihan 
kepada jajaran personil dan Pejabat Bank, termasuk 
mengikut sertakan dalam ujian sertifikasi Manajemen 
Risiko (BSMR), dengan harapan budaya risiko dapat 
tertanam dengan baik diseluruh unit kerja Bank, 
sehingga pengendalian intern dapat dilaksanakan 
melalui pengawasan. 

Bank Aceh mewajibkan sertifikasi Manajemen Risiko 
bagi seluruh pejabat dari level pemimpin Seksi ke atas 
sebagai upaya mendukung pelaksanaan Manajemen 
Risiko bagi kegiatan  usaha  Bank dan sesuai dengan 
PBI Nomor: 7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 
tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus 
dan Pejabat Bank Umum. Berdasarkan data dari Divisi 
Sumber Daya Insani (SDI) bahwa Sertifikasi Manajemen 
Risiko Pengurus dan Pegawai PT. Bank Aceh Syariah 
sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No Level Jumlah | Total

1 Level 1 215
2 Level 2 99
3 Level 3 26
4 Level 4 64
5 Level 5 14

Total 418
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Pengelolaan Risiko 
Bank Aceh dalam pengelolaan risiko sebagaimana 
dimaksud untuk Bank Umum Syariah mencakup 10 
(sepuluh) risiko sesuai dengan ketentuan OJK yaitu:
a. Risiko Kredit;
b. Risiko Pasar;
c. Risiko Likuiditas;
d. Risiko Operasional;
e. Risiko Hukum;
f. Risiko Reputasi;
g. Risiko Stratejik;
h. Risiko Kepatuhan;
i. Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk); dan
j. Risiko Investasi (Equity Investment Risk).

Bank diwajibkan mengelola risiko yang dihadapi 
dengan melakukan identifikasi dan evaluasi, sehingga 
menghasilkan profil risiko yang baik dan sesuai risk 
appetite yang telah ditetapkan untuk setiap kategori 
risiko sekaligus untuk risiko kompositnya. Uraian 
mengenai Profil Risiko bank secara keseluruhan 
meliputi penilaian atas Risiko Inheren dan Kualitas 
Penerapan Manajemen Risiko, dengan fokus pada 
eksposur Risiko yang signifikan pada Bank.

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian 
terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan 
Manajemen Risiko. Penerapan Sistem Manajemen 
Risiko Bank Aceh berdasarkan 4 (empat) cakupan:
•	 Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan 

Dewan Pengawas Syariah;
•	 Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen 

Risiko serta penetapan limit Risiko;
•	 kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagai 

pedoman penerapan Manajemen Risiko.
•	 Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, 

pemantauan dan pengendalian risiko serta  sistem
•	 informasi Manajemen Risiko.
•	 Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Profil Risiko
Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh 
atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada 
seluruh portofolio atau eksposur Bank.

Secara umum portofolio yang dimiliki Bank Aceh 
masih dalam batas yang dapat diantisipasi risikonya 
dan hal mencerminkan bahwa kondisi Bank secara 
umum sehat, sehingga mampu menghadapi 
pengaruh negative yang signifikan dari perubahan 
kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Komposit 

Risiko PT. Bank Aceh Syariah per Desember 2017   
adalah “Moderat”.
1. Risiko Kredit 

Penilaian Terhadap penerapan manajemen Risiko 
Kredit dalam rangka mendukung bisnis dan 
memitigasi potensi dari aktifitas pembiayaan 
secara komposit memadai. Tingkat Risiko Kredit 
yang diambil merupakan tingkat dan jenis Risiko 
Kredit yang bersedia diambil oleh Bank dalam 
rangka mencapai sasaran Bank.
 
Portofolio penyediaan dana didominasi oleh 
eksposur pembiayaan berisiko rendah, tingkat 
konsentrasi penyaluran dana masih terfokus 
di pembiayaan Murabahah,  walaupun secara 
bisnis mampu memberikan kontribusi terhadap 
pertumbuhan laba, namun upaya peningkatan 
pembiayaan disektor produktif akan terus 
dilakukan secara maksimal dengan membuat 
skim pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan 
menengah. 

Portofolio pembiayaan secara keseluruhan, 
meliputi outstanding dan kualitasnya terus 
dilakukan pemantauan secara berkala 
berdasarkan risiko oleh Satuan Kerja Manajemen 
Risiko Berdasarkan jenis pembiayaan. Diharapkan 
dengan monitoring yang ketat dan pengendalian 
risiko kredit yang baik, eksposur risiko kredit dapat 
terjaga dan semakin meningkatkan kualitasnya.

2. Risiko Pasar
Bank Aceh melakukan penerapan Manajemen 
Risiko pasar khusus untuk risiko Benchmark 
suku bunga (Benchmark Interest Rate Risk). 
Dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut 
Risiko (ATMR) untuk Risiko Pasar,  Bank Aceh 
menggunakan metode standar (standard method) 
sesuai dengan SEOJK No.35/SEOJK.03/2015 
Tanggal 21 Desember 2015 Tentang Perhitungan 
Aset Tertimbang menurut risiko untuk Risiko Pasar 
dengan menggunakan metode standar bagi Bank 
Umum Syariah .

Pengelolaan Risiko Pasar mencakup pengelolaan 
risiko Benchmark suku bunga yang timbul 
karena adanya variabel pasar dari portofolio 
yang dimiliki oleh Bank pada aktivitas treasury 
dan investasi dalam bentuk surat berhaga dan 
Pasar Uang maupun penyertaan pada lembaga 
keuangan lainnya, penyediaan dana dan kegiatan 
pendanaan.
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Pengembangan Risiko Pasar terintegrasi dengan 
kegiatan Treasury, sehingga Risiko Pasar dapat 
dikelola sesuai dengan karakteristik Risiko Pasar 
yang bersifat cepat dan fluktuatif. Bank dalam 
melakukan aktivitas pasar memilih instrumen 
keuangan yang dimiliki pemerintah dan korporasi 
melalui Penempatan antar Bank (Placement) dan 
Pinjaman antar Bank (Borrowing). Instrument 
Surat Berharga yang dikelola Bank Aceh berupa 
Surat Perbendaharaan Syariah, Sertifikat Investasi 
Mudharabah Antar Bank (SIMA), Sukuk Lainnya, 
Sertifikat Reksadana Syariah dan Sukuk Subordinas.

3. Risiko Likuiditas 
Bank dalam mengelola risiko likuiditas telah 
menetapkan dan mengimplementasikan 
kebijakan cadangan likuiditas yang optimal dan 
menetapkan limit guna menghindari kekurangan 
likuiditas, konsentrasi gap dan ketergantungan 
kepada counterparty, instrumen atau market 
segment tertentu serta penyusunan kebijakan 
contingency plan. Bank Aceh memiliki Asset 
and Liabilities Committee (ALCO) yaitu Komite 
yang bertanggung jawab untuk melakukan 
pengelolaan Likuiditas pada Bank Aceh dan dalam 
memonitor transaksi sehari-hari dikelola oleh 
Divisi Dana dan Treasury.

Secara keseluruhan Likuiditas Bank Aceh baik, 
hal ini dapat dilihat dari kemampuan Bank 
dalam memenuhi seluruh kewajibannya kepada 
counterparty dan memenuhi kewajibannya pada 
rekening administratif pada saat jatuh tempo. 
Untuk menjaga keseimbangan konsentrasi aset 
dan konsentrasi kewajiban bank telah menyusun 
maturity profile berdasarkan pengelompokan 
maturitas jangka waktu, sehingga sedini mungkin 
dapat dilakukan antisipasi terhadap dana-dana 
yang jatuh tempo.

4. Risiko Operasional
Langkah-langkah strategis yang digunakan dalam 
mengelola risiko operasional adalah melakukan 
Identifikasi dan memitigasi terhadap risiko 
Operasional, serta melakukan mapping terhadap 
aktivitas operasional berdasarkan tingkat risiko, 
sehingga Bank dapat meminimalisir kejadian risiko 
dan mencegah terulangnya kejadian risiko yang 
pernah dialami oleh Bank.

Bank Aceh mulai mengimplementasikan Risk 
Control Self Assessment (RCSA) ke seluruh Cabang/
Wilayah dan ke beberapa Divisi atau Unit Kerja 

melalui sosialisasi risk culture (budaya mengelola 
risiko) dan meningkatkan risk awareness (kesadaran 
akan risiko) yang merupakan syarat utama dalam 
pengelolaan risiko.

Basel Accord II mewajibkan Bank untuk 
memasukkan Risiko Operasional sebagai salah 
satu komponen di dalam perhitungan kecukupan 
modal suatu Bank. Bank Aceh telah menghitung 
kewajiban penyediaan modal minimum Bank 
untuk Risiko Operasional berdasarkan Pendekatan 
Indikator Dasar, sesuai dengan sesuai Surat Edaran 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2017 
tanggal 14 Juli 2017 terkait dengan masuknya 
Risiko Operasional dalam perhitungan risiko 
kecukupan modal (CAR) selain untuk Risiko Kredit 
dan Risiko Pasar.

Bank Aceh memberikan perhatian penuh 
terhadap penguatan sistem pengendalian internal 
guna memitigasi potensi fraud. Bank juga terus 
melakukan edukasi/sosialisasi sesuai dengan Pilar 
Anti Fraud yang ditentukan oleh Regulasi secara 
berkelanjutan dengan mengedepankan budaya 
risiko.  

5. Risiko Hukum 
Bank melakukan pengendalian risiko hukum 
melalui kesesuaian antara opearsional, organisasi 
dan pengendalian intern dengan ketentuan yang 
berlaku, kode etik dan strategi usaha, kepatuhan 
terhadap prosedur internal, kualitas laporan 
keuangan, efktivitas penerapan komunikasi yang 
berkaitan dengan dampak risiko hukum kepada 
seluruh pegawai dan setiap jenjang organisasi.

Pengukuran dan pemantauan Risiko Hukum 
dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko 
berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis 
kasus-kasus hukum dari tuntutan hukum yang 
terjadi dan pemantauan dilakasanakan secara 
berkala terhadap seluruh potensi risiko hukum.  
Dalam rangka memitigasi potensi risiko hukum, 
Bank memastikan bahwa seluruh produk yang 
dikeluarkan termasuk standarisasi penjanjian telah 
mengacu pada ketentuan yang berlaku dan Bank 
juga menerapakan setiap perjanjian yang ada 
pada Bank wajib dilakukan uji kepatuhan sebelum 
perjanjian dilaksanakan. 

6.  Risiko Stratejik
Bank Aceh memiliki Corporate Plan yang menjadi 
pedoman dalam rangka pengembangan Bank 5 
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(lima) tahun ke depan dan Penyusunan Rencana 
Bisnis Bank (RBB) dilakukan searah dengan yang 
tertuang dalam Corporate Plan tahun 2018-2022. 
Rencana strategis yang telah disusun oleh Direksi 
dalam bentuk Rencana Korporasi (Corporate Plan) 
dan Rencana Bisnis Bank (RBB) sesuai dengan 
visi dan misi Bank dengan tetap memperhatikan 
Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 
perihal  Rencana Bisnis Bank dan SE BI No 12/27/
DPNP perihal Rencana Bisnis Bank Umum. 
Manajemen telah membentuk Tim PMO (Project 
Management Office),  dengan tujuan bahwa 
Tim PMO akan melakukan monitoring langkah 
strategis bank dalam menjalankan transformasi 
Bank Aceh ke depan.  Dalam  langkah memitigasi 
Risiko strategi, salah satunya Bank melakukan 
berbagai pertemuan dan diskusi seperti Rapat 
Direksi, Rapat Komisaris dan Rapat Kerja Divisi 
dan Cabang serta rapat lainnya merupakan media 
yang sangat efektif dalam mengkoordinasikan 
pelaksanaan strategi dan memutuskan langkah 
strategis lainnya yang perlu terus ditingkatkan 
agar sinergisitas antara Corporate Plan dengan 
Rencana Bisnis Bank (RBB) menjadi lebih baik. 

7. Risiko Kepatuhan 
Bank melakukan identifikasi Risiko Kepatuhan 
yang disesuaikan dengan aktivitas yang melekat, 
yang meliputi pengelolaan data sanksi dan 
pelanggaran kebijakan dan prosedur. Track record 
kepatuhan Bank terus dilakukan kearah yang lebih 
baik dan Bank menerapkan standar dan ketentuan 
yang berlaku dengan review yang dilakukan 
secara berkala melalui sosialisasi pada seluruh unit 
kerja. Sosialisasi terhadap aturan-aturan baru terus 
dialkukan dalam rangka mengurangi kesalahan 
dan denda dari otoritas jasa keuangan. Selain itu uji 
terhadap rancanagan keputusan dan rancangan 
kebijakan yang baru oleh Direktur Kepatuahn akan 
dapat mengurangi risiko kepatuhan. 

8. Risiko Reputasi
Bank dalam mengelola bisnisnya sangat 
mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam 
melakukan kerjasama dengan mitra bisnis 
sehingga tidak menimbulkan dampak reputasi 
negative baik yang material maupun non material. 
Selain itu Bank juga membentuk unit penyelesaian 
pengaduan nasabah (UPPN) sebagai upaya untuk 
mengurangi persepsi negatif mengenai Bank, 
serta peningkatan peran corporate secretary 
untuk membangun awareness kepada pemilik 
dan seluruh stakeholder Bank bahwa kredibilitas 

pemilik dan perusahaan menjadi acuan bagi 
suksesnya usaha perusahaan. 

Bank Aceh melaksanakan prosedur untuk 
mengendalikan risiko reputasi melalui komunikasi 
kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan 
Risiko Reputasi kepada seluruh pegawai pada 
setiap jenjang organisasi secara berkala dan 
memperhatikan keluhan nasabah dengan 
merespon setiap berita yang dapat menimbulkan 
dampak negatif terhadap Bank. 

Untuk meningkatkan citra di masyarakat, Bank 
berusaha seoptimal mungkin dengan memberikan 
pelayanan terbaik.  Hal ini dilakukan dengan 
berbagai upaya diantaranya mendidik karyawan 
Bank untuk dapat memberikan pelayanan terbaik 
dengan pelatihan service excellent dan melakukan 
penerapan standar layanan yang telah dilakukan 
sosialisasi keseluruh karyawan di Cabang. Publikasi 
Laporan Keuangan juga dilakukan melalui media 
yang dapat dibaca oleh umum seperti Website 
dan Media Cetak dengan tetap mengacu pada 
peraturan yang berlaku. 

9. Risiko Imbal Hasil
Bank melakukan pengelolaan Risiko Imbal Hasil 
untuk dapat meningkatkan pendapatan, dengan 
menciptakan produk – produk syariah dan layanan 
yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, 
sehingga tingkat imbal hasil yang dibayarkan 
bank kepada nasabah dapat bersaing dengan 
Indusrti perbankan.Dalam menetapkan toleransi 
Risiko Imbal Hasil, Bank Aceh mempertimbangkan 
strategi dan tujuan bisnis Bank serta kemampuan 
Bank dalam mengambil Risiko Imbal Hasil dan 
Bank terus melakukan pengkinian kebijakan sesuai 
dengan prinsip syariah. 

10. Risiko Investasi
Dalam pengelolaan Risiko Investasi, bank 
berupaya meningkatkan pembiayaan bagi hasil 
dan menjaga kualitas pembiayaan bagi hasil, 
adanya kebijakan strategis untuk meningkatkan 
pembiayaan ini diantaranya melalui pelatihan 
pembiayaan dan kesadaran risiko investasi bagi 
seluruh petugas pembiayaan di seluruh unit kerja 
operasional. 



Laporan Tatakelola Perusahaan  PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2017 57

Tingkat Kesehatan Bank 
Desember 2017
Acuan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Aceh 
berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
POJK No. 8/POJK.03/2014 dan SE OJK No. 10/
SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan 
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.  Dalam 
ketentuan tersebut Bank menilai sendiri Tingkat 

Kesehatan Bank dengan menggunakan 4 (empat) 
faktor yaitu Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara 
individual untuk Bank Umum Syariah mencakup 
penilaian terhadap faktor Profil Risiko, Good Corporate 
Governance, Rentabilitas, dan Permodalan.

FAKTOR  DESKRIPSI

Profil Risiko •	 Risiko inheren: Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Stratejik, Kepatuhan, Reputasi, Imbal Hasil dan Investasi.
•	 Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) : Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Stratejik, Kepatuhan, 

Reputasi, Imbal Hasil dan Investasi.

GCG Penilaian 11 prinsip penerapan GCG

Rentabilitas Penilaian rentabilitas Bank, (kinerja earnings, sumber-sumber earnings, dan sustainability earnings)

Permodalan Penilaian kecukupan modal untuk mengantisipasi risiko dan pengelolaan modal

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan 
PT. Bank Aceh Syariah Des 2017

No Faktor
(Peringkat  (Rating

Jun 2017 Dec 2017

1 Risk Profile 3 3

2 GCG 3 3

3 Capital 2 2

4 Earnings 2 2

Nilai Komposit 3 3

Tabel di atas mencerminkan kondisi Bank yang secara 
umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi 
pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 
kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin 
dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain: profil 
risiko,  penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan 
yang secara umum baik.  Apabila terdapat kelemahan 
maka secara umum kelemahan tersebut kurang 
signifikan. Penilaian Tingkat Kesehatan PT. Bank Aceh 
Syariah/ RBBR  Desember 2017/ Semester II tahun 
2017 adalah dengan nilai komposit 3 (Cukup Baik).

Internal Capital Adequacy 
Assesment Process (ICAAP)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku 
tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank  
Umum Syariah dan regulasi Basel II Pilar 2 Prinsip 
ke-1 mensyaratkan Bank untuk mengembangankan 
Internal Capital Adequacy Assesment Process (ICAAP) 
yaitu proses untuk menetapkan kecukupan modal 
minimum sesuai profil risiko bank dan penetapan 
strategi untuk memelihara tingkat permodalan, 
sebagai bagian dari peningkatan efektivitas 
manajemen risiko di Bank.

Penilaian Kecukupan Modal secara Internal atau 
Internal Capital Adequacy Assesment Process (ICAAP),  
yang meliputi proses identifikasi dan pengukuran/
penilaian jenis dan / atau profil risiko bank secara 
internal untuk disediakan dan dialokasi secara internal 
kecukupan modalnya serta strategi pengelolaan 
modal sesuai profil risiko yang dihadapi bank.  Bank 
Aceh telah mempunyai Buku Pedoman Perusahaan 
(BPP) Internal Capital Adequacy Assesment Process 
(ICAAP) yang berpedoman pada Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 
November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan 
Modal Minimum Bagi Bank Umum Syariah dan Surat 
Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SE.OJK.03/2015 
tanggal 27 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan 
Modal Minimum sesuai Profil Risiko Bagi Bank Umum 
Syariah.

Jenis risiko yang dinilai material oleh Bank Aceh 
mencakup 10 (sepuluh) risiko sesuai ketentuan 
Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kesehatan 
Bank, dan Bank telah melakukan pengukuran Risiko 
Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional sesuai 
ketentuan yang berlaku, sedangkan risiko- risiko 
lainnya dilakukan pengukuran secara kualitatif. Metode 
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yang digunakan adalah Metode Standar untuk Risiko 
Kredit dan Risiko Pasar, sedangkan Risiko Operasional 
menggunakan Pendekatan Indicator Standar (PID). 

Strategi pengelolaan modal Bank untuk memperkuat 
permodalan adalah melalui penambahan laba Bank 
dan mengadakan pendekatan kepada pemilik saham.

Modal Minimum Bank Sesuai 
Risiko
Perhitungan Rasio KPMM per Desember 2017 (Pilar 1)

No. Jenis resiko ATMR Beban Modal Minimum (8%)

1 Risiko Kredit 7,911,963,971,671 632,957,117,733.68

2 Risiko Pasar 34,264,496,063 2,741,159,685.04

3 Risiko Operasional 2.235.179.848.500 178.814.387.880,00

TOTAL 10.181.408.316.234 814.512.665.299

Total Beban Modal Minimum (8%) 814.512.665.229

Total ATMR 10.181.408.316.234

Rasio KPPM Pilar 1 8,00%

Total Modal 2.188.588.150.954

Rasio CAR 21,50%

Perhitungan Rasio KPMM Per Desember 2017 (Pilar 2)

No Jenis Risiko Bobot Risiko
Beban Modal Tambahan

(1% X Total ATMR X Bobot 
Risiko

Risiko Inherent Proporsi (%) Beban Modal Tambahan Bank

1 Risiko Konsentrasi Kredit 20 20.362.816.632,47 2.11 27.75% 5.650.681.615,51

2 Resiko BRBB 10 10.181.408.316,23 2,50 37.50% 3.818.028.118,59

3 Risiko Likuiditas 10 10.181.408.316,23 1,50 12.50% 1.272.676.039,53

4 Risiko Kepatuhan 10 10.181.408.316,23 2.53 38.25% 3.894.388.680,96

5 Risiko Stratejik 10 10.181.408.316,23 2.21 30.25% 3.079.876.015,66

6 Risiko Hukum 10 10.181.408.316,23 2.04 26,00% 2.647.166.162,22

7 Risiko Reputasi 10 10.181.408.316,23 2,20 30,00 % 3.054.422.494,87

8 Risiko Imbal Hasil 10 10.181.408.316,23 2.21 30.25% 3.079.876.015,66

9 Risiko Investasi 10 10.181.408.316,23 2,50 37.50% 3.818.028.118,59

Total 100% 101.814.083.162,34 30.315.143.261,59

Total ATMR (posisi Desember-2017 10,181,408,316,234.00

Peringkat Profil Risiko Bank Posisi Juni-2017 3

Penyediaan Modal Minuman 10%<11%

Beban Modal Tambahan (1 % x Total ATMR) 101.814.083.162,34

No Deskripsi Nilai (Rp) Rasio

1 Peringkat Profil Risiko Bank posisi Juni-2017 3

2 Total ATMR (Posis Desember - 2017) 10.181.408.316.234,00

Hasil Perhitungan KPMM Sesuai Profil Risiko (posisi Juni - 2017)

    Beban Modal Pilar 1 814.512.665.298,72 8,00%

3     Beban Modal Multiplier (Indicative add-on) 203.628.166.324,68 2,00%

    Beban Modal Tambahan 30.315.143.261,59 0,30%

    KPMM Sesuai Profil Risiko 1.048.455.974.884,99 10.30%

4 Total Modal Bank (CAR) (posisi Desember - 2017) 2.188.588.150.954,00 21.50%

5 Kelebihan Modal Bank 1.140.132.176.069,01 11.20%

6 Status Modal Aman

(Rp)



Laporan Tatakelola Perusahaan  PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2017 59

Laporan APU-PPT 2017  
1. Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan 

Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
Bahwa dengan semakin berkembangnya aktivitas 
perbankan Syariah, Bank Aceh terus  melakukan  
penyempurnaan   dalam   rangka penerapan 
APU dan PPT terutama mengenai     kewajiban 
menyampaikan Cash Transaction Report (CTR), 
dan Suspicious Transaction Report  (STR) kepada 
PPATK sebagai  implementasi  kepatuhan   Bank 
Aceh terhadap   Undang-undang RI Nomor 
8 Tahun 2010 tentang Pencegahan  dan 
Pemberantasan Tindak    Pidana Pencucian Uang,  
Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pendanaan Terorisme,  dan  POJK Nomor 12 /
POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti 
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan 
Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Bank Aceh juga 
telah menyusun Buku Pedoman Perusahaan (BPP) 
Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) 
dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang 
ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank 
Aceh Syariah sebagai pedoman internal terhadap 
penerapan APU dan PPT.

2. Kebijakan APU dan PPT
Bahwa Bank wajib memiliki kebijakan dan posedur 
pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang 
dan Pendanaan Terorisme sebagai implementasi 
dari kewajiban penerapan Program Anti Pencucian 
Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 
(PPT) yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian 
risiko. Kebijakan APU dan PPT berpedoman 
pada Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak 
Pidana Pencucian Uang , Undang-undang RI 
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan 
Terorisme, dan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 
tentang Penerapan Program Anti Pencucian 
Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di 
Sektor Jasa Keuangan telah ditetapkan dalam 
Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah 
Nomor 084/DIR/BA/XII/2017 Tentang Buku 
Pedoman Perusahaan (BPP) Penerapan  Program  
Anti  Pencucian Uang (APU)  dan Pencegahan 
Pendanaan Terorisme (PPT) pada PT. Bank Aceh 
Syariah.

3. Unit Kerja Khusus Penerapan APU dan PPT
Bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan 
penerapan program Anti Pencucian Uang dan 
Pencegahan Pendanaan Terorisme Bank Aceh 

telah membentuk unit kerja khusus Bidang APU 
dan PPT pada Divisi Risk Management sebanyak  
Lima orang  yang terdiri dari Pemimpin Divisi Risk 
Management, Kepala Bidang APU PPT, dan tiga 
orang Staff Pelaksana.

STURKTUR ORGANISASI APU DAN PPT

 DIREKTUR KEPATUHAN

PEMIMPIN DIVISI
RISK MANAGEMENT

KEPALA BIDANG
APU  PPT

STAFF PELAKSANA

4. Program Pengembangan Bidang APU PPT
Bank Aceh Syariah telah melakukan Sosialisasi dan 
Pelatihan terkait Penerapan program APU dan 
PPT dan Tata Cara Pelaporan APU dan PPT melalui 
Sistem Aplikasi APU dan PPT kepada petugas APU 
dan PPT di Seluruh Kantor Cabang PT. Bank Aceh 
Syariah pada Tahun 2017.

5. Pelaporan  Bidang APU  PPT Tahun 2017
Bidang APU PPT wajib melaporkan penerapan 
program APU dan PPT yaitu Laporan Cash 
Transaction Report (CTR), dan Suspicious 
Transaction Report (STR) kepada PPATK, dan 
Laporan Pengkinian Data Nasabah kepada Otoritas 
Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan. Maka 
dengan ini kami sampaikan jumlah pelaporan 
Bidang APU PPT pada Tahun 2017 adalah sebagai 
berikut: 

NO LAPORAN JUMLAH

1. Cash Transaction Report (CTR) 672 Laporan

2. Suspicious Transaction Report  (STR) 142 Laporan

6. Sistem Manajemen Informasi 
Bank Aceh telah memiliki Sistem Informasi berupa 
Aplikasi APU dan PPT yang dapat mengidentifikasi, 
menganalisa, memantau, dan menyediakan 
laporan secara efektif mengenai karakteristik 
transaksi nasabah guna memenuhi kewajiban 
Bank terhadap Penerapan Pelaksanaan Program 
APU dan PPT.
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Pada tahun 2017, PT. Bank Aceh Syariah telah 
mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan berkaitan 
dengan penerapan APU & PPT, yaitu sebagai berikut

Kode Etik
Pedoman Kode Etik Pengurus dan Pegawai PT. Bank 
Aceh Syariah yang merupakan komitmen Pengurus 
dan Pegawai untuk mewujudkan visi dan misi Bank.
Tujuan dari penyusunan Kode Etik adalah:
1. Mempromosikan dan menjaga standar etika yang 

tinggi, patuh pada undang-undang dan peraturan, 
menghormati kebudayaan lokal dan nasional, 
serta menjamin kode etik ini diperhatikan dan 
melekat pada pegawai perusahaan 

2. Membangun kerangka kerja perilaku profesional 
dan bertanggung jawab untuk berprestasi bagi 
semua pegawai di perusahaan 

3. Menanamkan kejelasan dan prinsip-prinsip realitas 
kepada Manajemen, Pimpinan, dan Pegawai dalam 
memformulasikan dan mengimplementasikan 
kode etik sebagai bagian dari Budaya Perusahaan

4. Meningkatkan kepedulian dan memberikan 
panduan bagi manajemen dan pegawai di 
perusahaan dalam melakukan kegiatan keseharian 
dan dalam membuat keputusan bisnis 

5. Memacu kepedulian terhadap isu etika dalam 
keseharian aktivitas bisnis dan menjunjung Nilai 
seperti Kepercayaan, Keterbukaan, Kejujuran, dan 
Akuntabilitas dalam setiap kesepakatan 

Secara garis besar Kode Etik pengurus dan pegawai 
PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

1. Bekerja Di Lingkungan PT. Bank Aceh Syariah

Sikap dan perilaku yang harus ditunjukan setiap 
Karyawan untuk menjadi seorang professional di 
PT. Bank Aceh Syariah:

a. Selalu berusaha meningkatkan ilmu 
pengetahuan, keterampilan dan seluruh 
kompetensi yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan dan selalu terbuka terhadap ide-
ide baru.

b. Selalu patuh terhadap tata kelola, sistem dan 
prosedur serta kebijakan yang melandasi 
tugas-tugasnya.

c. Aktif memberi masukan pemikiran, gagasan 
dan cara-cara baru untuk menghasilkan hasil 
kerja yang lebih berkualitas, lebih produktif 
dan lebih cepat serta dengan biaya yang 
lebih murah.

d. Selalu bersedia untuk membagi ilmu 
pengetahuan, keterampilan kepda bawahan, 
rekan kerja dengan semangat kerjasama 
tim dan menjauhi persaingan yang saling 
menjatuhkan antar rekan kerja.

e. Bersikap proaktif dalam menanggapi suatu 
persoalan dengan cara berfikir sejenak 
sebelum memberi reaksi, melakukan analisis 
sebab akibat dan member tanggapan sesuai 
nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan.

f. Bekerja dengan skala priorotas, 
mempertimbangkan manfaat dan biaya dari 
setiap kegiatan dan selalu memulai kegiatan 
dengan suatu rencana.

g. Menghargai dan menghormati rekan kerja 
sebagai individu dengan kepribadiannya sendiri 
dan bekerjasama berdasarkan kepentingan 
bersama tanpa membeda-bedakan asal-usul 
keluarga, suku, ras atau agama.

h. Menghormati privasi sesame Karyawan 
dengan menghormati pandangan politik 
masing-masing, tidak mencampuri urusan 
keluarga atau membaca surat-surat pribadi 
Karyawan lain.

i. Mengenali segala aspek dalam pekerjaannya, 
menguasain data informasi yang terkait 
dengan masalah dalam pekerjaannya dan 
selalu berusaha member solusi yang terbaik.

j. Sebelum membuat keputusan selalu 
mengumpulkan seluruh informasi yang 
relevan, menimbang pandangan pro-kontra 
dan menempatkan kepentingan Perusahaan 
diata kepentingan pribadi dalam keputusan 
yang dibuat.

2. Melayani Nasabah PT. Bank Aceh Syariah

Sikap dan perilaku yang harus ditunjukkan 
Karyawan dalam melayani nasabah di PT. Bank 
Aceh Syariah:
a. Memahami kebutuhan nasabah dan calon 

nasabah kita dengan mendekatkan diri kita 
dengan mereka, member waktu yang cukup 
untuk mendengarkan keinginan, keluhan 
mereka.

b. Membagi keterampilan dan pengetahuan 
dengan para nasabah dan calon nasabah 
untuk meningkatkan usaha mereka dan 
menghindari kegagalan usaha.

c. Menanggapi keluhan, kritik nasabah secara 
cepat dengan sikap positif, mendengar 
secara empatik, memperjelas masalah dan 
memberi solusi yang tepat.
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d. Segera memberi respon terhadap panggilan, 
permintaan dari nasabah dan mitra kerja 
yang datang melalui media komunikasi: 
surat, telepon, fax, e-mail dan internet.

e. Tidak membiarkan nasabah / calon nasabah 
menunggu lama untuk mendapatkan 
Pelayanan.

f. Tidak mengadu kepandaian atau berbantah 
/ membantah dengan nasabah.

g. Mengutamakan nilai manfaat (value) bagi 
nasabah dalam setiap produk dan jasa yang 
ditawarkan ke nasabah.

h. Mengutamakan mutu pelayanan, kebersihan 
tempat bagi pelayanan nasabah.

i. Memberikan informasi yang tepat, tidak 
memberi informasi yang salah atau 
berlebihan (misrepresentation atau 
misspelling) mengenai manfaat produk dan 
jasa bank kepada nasabah.

j. Mengutamakan keuntungan bersama dalam 
bertransaksi dengan nasabah.

3. Menghindari Adanya Benturan Antara 
Kepentingan Pribadi dan PT. Bank Aceh 
Syariah.

Sikap dan perilaku yang harus ditunjukan setiap 
Karyawan dalam menghindari benturan antara 
kepentingan pribadi Karyawan dan kepentingan 
PT. Bank Aceh Syariah:
a. Pantang untuk mengambil atau meminta 

sesuatu (uang, barang, peluang bisnis) dari 
nasabah, penyedia jasa untuk kepentingan 
pribadi dalam proses transaksi antara 
Perusahaan dengan nasabah dan penyedia 
jasa.

b. Tidak mencari “kesempatan dalam 
kesempitan” dalam transaksi dengan 
nasabah. Melakukan transaksi langsung 
dengan nasabah tanpa perantara agar 
nasabah benar-benar dikenali dan tidak 
terjadi transaksi yang fiktif.

c. Karyawan PT. Bank Aceh Syariah tidak 
diperkenankan untuk mendapatkan 
keuntungan pribadi dengan menggunakan 
informasi yang diperoleh karena jabatannya 
di PT. Bank Aceh Syariah, sedangkan informasi 
tersebut bukan merupakan informasi umum.

d. Karyawan harus selalu bersikap obyektif dan 
tidak dipengaruhi oleh rekanan atau calon 
rekanan untuk memenuhi kepentingannya 
yang tidak sesuai kepentingan dan ketentuan 
internal PT. Bank Aceh Syariah.

e. Karyawan tidak boleh menawarkan, 
memberikan, ataupun menerima hadiah 
dan hiburan/perjamuan (entertainment) dari 
atau kepada pihak ketiga (nasabah, rekanan).

f. Karyawan tidak boleh menggunakan fasilitas 
Perusahaan dan jam kerja di PT. Bank Aceh 
Syariah untuk menjalankan usahanya sendiri.

4. Menjalankan Hak Berpolitik Sebagai Warga 
Negara dan Tanggung Jawab Sebagai 
Karyawan PT. Bank Aceh Syariah.

Sikap dan perilaku yang tepat bagi Karyawan PT. 
Bank Aceh Syariah untuk melaksanana haknya 
sebagai warga Negara untuk berpolitik:
a. Tidak melakukan aktifitas politiknya pada 

jam kerja Perusahaan.
b. Tidak menggunakan fasilitas PT. Bank Aceh 

Syariah, atribut, simbol atau hal lain yang 
berkaitan dengan identitas PT. Bank Aceh 
Syariah untuk aktifitas (pawai, kampanye, 
berpidato)

c. Tidak menggunakan jabatan dan 
kewenangannya untuk mempengaruhi 
atau memaksa Karyawan lain agar 
melakukan kegiatan yang berkaitan dengan 
kepentingan aktifitas politiknya.

5. Memperlakukan Data dan Informasi 
Perusahaan.

Sikap dan tindakan yang harus dilakukan dalam 
menyusun dan menyimpan data dan informasi 
yang dimiliki PT. Bank Aceh Syariah:
a. Mencatat dan melaporkan semua informasi 

dan data nasabah dengan tepat dan jujur, 
serta tidak meletakkan arsip nasabah di 
tempat-tempat yang memungkinkan 
orang yang tidak berhak dapat melihatnya, 
mengetahui, mencatatnya atau 
menggandakannya.

b. Melaporkan kepada pimpinan yang 
berwenang apabila Karyawan mendapat 
tekanan dari pihak-pihak manapun untuk 
melakukan penyimpangan pencatatan atau 
hal-hal lain yang bertentangan dengan 
kebijakan internal PT. Bank Aceh Syariah, 
Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan 
Perundangan lainnya yang berlaku.

c. Menjaga kerahasiaan informasi dan data 
nasabah setiap waktu, tidak membicarakan 
atau mendiskusikannya di tempat-tempat 
umum (contoh: di lift, kamar kecil, koridor 
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dan sebagainya) serta member informasi 
baik secara lisan maupun tertulis tentang 
nasabah dan calon nasabah kepda pihak 
manapun termasuk kepada teman, anggota 
keluarga sendiri yang dapat merugikan 
nasabah.

d. Secara langsung maupun tidak langsung 
dilarang menyebarkan informasi gaji, 
pinjaman Karyawan, dan informasi lainnya 
yang bersifat pribadi dan rahasia kepda 
sesame Karyawan maupun kepada pihak 
luar di PT. Bank Aceh Syariah.

e. Tidak membawa pulang atau meletakkan 
di sembarang tempat file nasabah yang 
menyebabkan orang lain yang tidak berhak 
memperolehnya.

f. Selalu bertanggung jawab untuk menjaga 
data dan informasi yang menjadi rahasia 
Perusahaan dan pantang memanfaatkan 
data dan informasi di dalam Perusahaan 
untuk meraih keuntungan pribadi dalam 
transaksi dengan pihak luar (insider trading).

6. Mencegah Malpraktek Atau Fraud di PT. Bank 
Aceh Syariah.

Sikap dan prilaku yang tepat untuk mencegah 
malpraktek dan fraud (pencucian uang, 
penggelapan/pencurian, korupsi dsb) di 
lingkungan kerja PT. Bank Aceh Syariah:
a. Mematuhi semua ketentuan yang tertuang 

dalam Peraturan Perusahaan.
b. Mematuhi Peraturan Internal PT. Bank Aceh 

Syariah, Peraturan Bank Indonesia, Pusat 
Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan 
(PPATK) DAN Peraturan Perundang-
undangan lainnya.

c. Melaporkan aktifitas yang mencurigakan. 
Karyawan harus segera melaporkan kepada 
Unit Compliance/KYC, atas kecurigaan 
Pencucian Uang. 

d. Mengenal nasabah dan aktivitas/usaha/
bisnisnya agar dapat mengidentifikasi 
transaksi yang tidak konsisten atau transaksi 
illegal atau yang berbeda dengan pola 
aktifitas mereka yang normal.

e. Menindaklanjuti dengan baik setiap ada 
keluhan dan pengaduan nasabah.

f. Melakukan perlindungan terhadap 
konsumen untuk mencegah efek yang dapat 
merugikan konsumen dalam menggunakan 
produk dan atau layanan bank.

 

Permasalahan Hukum
Selama tahun 2017, Bank Aceh memiliki 18 (delapan 
belas) permasalahan hukum perdata yang dihadapi 
Perseroan.

Permasalahan Hukum
Legal issues

Jumlah
 Amount

Perdata
Civil

Pidana
Criminal

 (Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
)Has been completed )already have permanent legal force

3 0

 Dalam proses penyelesaian
In the process of settlement

15 0

Upaya-upaya yang dilakukan Bank Aceh dalam 
penanganan perkara hukum yang dihadapi yaitu:
1. Penggunaan jasa eksternal lawyer dalam 

membantu penanganan kasus-kasus hukum yang 
mengandung tuntutan ganti rugi

2. Pencadangan potensi kerugian

Whistleblowing System
Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran 
(whistleblowing system) merupakan sistem yang 
dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk 
menyampaikan informasi mengenai tindakan 
pelanggaran yang diindikasi terjadi di dalam suatu 
Perseroan. 

Jenis Pengaduan
Jenis pengaduan yang dapat disampaikan melalui 
mekanisme Whistleblowing System adalah sebagai 
berikut:
1. Masalah-masalah sumber daya manusia yang 

telah gagal untuk diselesaikan melalui prosedur 
pengaduan SDM.

2. Memalsukan atau menyembunyikan catatan 
keuangan.

3. Memalsukan atau menyembunyikan informasi 
manajemen non-finansial.

4. Perilaku tidak etis.
5. Perlakuan terhadap pelanggan yang tidak pada 

tempatnya
6. Kerusakan lingkungan
7. Pelanggaran atas aturan atau persyaratan internal.
8. Pelanggaran atas hukum atau peraturan yang 

berlaku tidak termasuk fraud atau pencurian 
(termasuk insider trading).

9. Fraud atau pencurian.

Mekanisme Sistem Pengaduan
Kebijakan Pengaduan Pelanggaran yang disusun 
dimaksudkan untuk mengelola dan meminimalkan 



Laporan Tatakelola Perusahaan  PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2017 63

risiko yang mungkin terjadi antara lain terkait 
dengan kerugian Perseroan secara finansial maupun 
reputasi Perseroan yang bersifat negatif. Pengaduan 
pelanggaran dapat disampaikan secara lisan maupun 
tulisan, melalui nomor telephone selular maupun 
surat resmi.

Pengaduan yang disampaikan harus memenuhi 
syarat-syarat bahwa pengaduan disampaikan secara 
tertulis, memuat identitas pelapor (kerahasiaan 
identitas pelapor akan tetap terjaga), memuat 
informasi yang memberikan petunjuk mengenai 
permasalah seperti yang diuraikan pada bagian di 
atas, Informasi harus didukung dengan bukti-bukti 
yang cukup dan dapat diandalkan sebagai data awal 
untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pengaduan dari pihak ketiga dan/atau dari karyawan 
Perseroan harus ditempatkan dalam kerangka 
peningkatan GCG. Pengaduan harus disampaikan 
oleh pelapor dengan rasa tanggung jawab dan bukan 
bersifat fitnah yang dapat mencemarkan nama baik 
atau reputasi seseorang. 

Pengaduan Pelanggaran
Pengaduan Pelanggaran dapat disampaikan melalui 
atasan masing-masing. Selama tahun 2017, tidak 
terdapat pengaduan pelanggaran.

Gratifikasi 
Dalam kegiatan yang umumnya melibatkan banyak 
pihak, penting untuk menjalin  kerjasama dan  
hubungan yang harmonis, serasi, berkesinambungan 
dan  sesuai dengan prinsip-prinsip  tata  kelola 
Perusahaan.
Salah satu hal yang lazim dan sering tidak terhindarkan 
dalam hubungan bisnis   adalah pemberian dan/atau 
permintaan gratifikasi   dari   satu pihak   kepada pihak 
lainnya.  Gratifikasi ini menjadi salah satu perhatian 
dan Komisi Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi 
mengingat sifatnya yang mengarah pada tindak 
pidana suap.

Satu hal yang sering terjadi dan tidak terhindarkan 
dalam hubungan bisnis adalah pemberian dan 
permintaan Gratifikasi dari satu pihak kepada pihak 
lainnya.  Ketentuan Gratifikasi dalam peraturan 
perundang – undangan Negara Republik Indonesia 
tercantum pada Pasal 12 B ayat 1 UU no 20 tahun 
2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
yang menyatakan bahwa : “Setiap Gratifikasi kepada 
pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap 

pemberian suap, apabila berhubungan dengan 
jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban 
atau tugasnya “.

Bank Aceh berkomitmen untuk   tidak   memberi 
dan menerima hadiah serta gratifikasi, dengan 
diterbitkannya Keputusan Direksi Nomor 915/04/DIR/
XII/2014 tanggal 12 Desember 2014  tentang Disiplin 
Kerja dan Tata Tertib serta Pemberian Sanksi kepada 
Karyawan PT. Bank Aceh dan Keputusan Direksi 
Nomor 011/DIR/BA/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 
tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kebijakan 
dan Prosedur Benturan Kepentingan.

Pelaksanaan sosialisasi dengan materi   yang berkaitan 
gratifikasi,   Anti Pencucian Uang dan Pencegahan 
Pendanaan Terorisme dengan instruktur baik dari 
internal maupun eksternal bank dilakukan   dalam   
setiap kesempatan diantaranya diberikan secara 
berjenjang mulai dari pegawai sampai dengan 
pengurus bank. Sampai dengan 31 Desember 2017, 
tidak terdapat pelaporan penerimaan gratifikasi yang 
terjadi di Perusahaan.

Pengadaan Barang dan Jasa
Kami telah memiliki pedoman pengadaan barang 
dan jasa yang menerapkan prinsip-prinsip efisien, 
efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, akuntabel 
dan memuat hak-hak dan kewajiban pemasok sesuai 
dengan peraturan perundangan-undangan yang 
berlaku.  Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa telah 
di sahkan oleh Direksi dengan Keputusan Nomor : 042/
DIR/BA/XII/2013 tentang Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Aceh.

Dalam pelaksanaanya pengadaan barang dan jasa 
Perusahaan telah melakukan secara terbuka bagi 
penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan 
dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara 
penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi 
syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan 
prosedur yang jelas dan transparan, dimana Perusahaan 
juga telah  memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang 
dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data 
yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan 
pengadaan barang dan jasa di Bank Aceh  dipimpin 
oleh Divisi Umum yang bertanggung jawab langsung 
kepada Direktur Operasional dan Direktur Utama. 

Proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan 
oleh Bank Aceh dibagi atas Pengadaan Langsung, 
Penunjukan Langsung, Pemilihan Langsung, 
Pelelangan Terbatas, Pelelangan Umum dan Swakelola.
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 Pembelian Kembali (Buy Back) Saham dan/
atau Obligasi Bank
Selama tahun 2017, Bank Aceh tidak melakukan 
transaksi pembelian kembali saham dan/atau obligasi  
(Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi).

Penyedia Dana Kepada Pihak Terkait dan 
Penyediaan Dana Besar
Dalam rangka melaksanakan fungsi intermediasi, 
Bank Aceh telah melakukan aktifitas penyaluran 
pembiayaan kepada masyarakat, termasuk kepada 
pihak yang terkait dengan bank dan penyediaan dana 
besar kepada nasabah inti. 

Adapun jumlah total baki debet penyediaan dana 
kepada pihak terkait (related party) dan nasabah/
group inti per posisi 31 Desember 2017 adalah 
sebagai berikut:

No Penyediaan Dana  Jumlah
Debitur

 Jumlah Nominal (Jutaan
(Rupiah

1 Kepada Pihak Terkait 42 19.566

2 Kepada Nasabah Inti

- Individu 23 605.893

- Group 2 112.387

Pemberiaan Dana Untuk Kegiatan Politik
Selama tahun 2017, Bank Aceh tidak memberikan 
dana/bantuan/dukungan kepada kegiatan politik. 
Demikian pula kegiatan sosial yang diselenggarakan 
oleh partai/golongan politik tertentu untuk tujuan 
kelompok tertentu.

Transparasi Informasi Produk dan Jasa
Informasi produk dan jasa Bank Aceh didasarkan 
pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 
tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi 
Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi 
Nasabah. Adapun pelaksanaan promosi melalui 
berbagai media baik media cetak, media elektronik 
dan lainnya. 

Untuk layanan informasi dan promosi, melalui antara 
lain: 
a. Media elektronik: website
b. Media cetak: brosur, spanduk, leaflet, billboard, 

surat kabar dan majalah 
c. Media lainnya: pameran, kerja sama antar lembaga 

dan penayangan film 

Salah satu prosedur transparansi informasi produk, 
Bank meminta tanda tangan nasabah pada lembar 
aplikasi pemanfaatan produk Bank yang antara lain 
menyatakan bahwa: 
a. Bank telah menjelaskan karakteristik produk Bank 

secara utuh. 
b. Nasabah telah mengerti dan memahami 

penjelasan mengenai karakteristik produk Bank 
yang diberikan.

Dalam transparansi penggunaan data pribadi 
nasabah, Bank Aceh tidak dapat menyebarluaskan 
data pribadi nasabah kepada pihak lain sebelum 
mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik 
data. Persetujuan tersebut harus diwujudkan dalam 
bentuk tulisan dan/atau tanda tangan pada lembar 
permintaan persetujuan tertulis.
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No. Nama Konsultan / Penasehat Tujuan Ruang Lingkup Kerja

1.
PT. Determinasi Lintas Strategi 
Pro (DLSP)

Konsultan Pengembang Human Capital & Layanan yang 
Terintegrasi.

Penyusunan SOP Akuntansi Syariah.

2. PT. Multi Talenta Consulting Memberikan jasa Penyusunan SOP DHN. Konsultasi Bisnis dan Manajemen.

3. PT. Agra Baswara Adimukti Memberikan jasa Penyusunan Cek dan Bilyet Giro.
Jasa Konsultasi, Pelatihan dan 
Penyelenggaraan Acara.

4. PT. Madani Intelsys Data
Pemeliharaan (Maintenance) atas Aplikasi Data 
Warehouse LBUS LSMK PT. Bank Aceh Syariah.

Aplikasi LSMK dan Training IT 
Konsultan.

5. PT. Asuransi Askrida

- Mengcover Pembiayaan Umum (Komersil).
- Mengcover Asuransi Uang.
- Mengcover Asuransi Kendaraan Bermotor.
- Mengcover Asuransi Kebakaran.
- Mengcover Pembiayaan Konsumer.
- Mengcover Konstruksi / Pengadaan Barang dan Jasa.

Asuransi Jiwa, Asuransi Kendaraan 
Bermotor, Asuransi Kebakaran, 
Asuransi Uang dan Penjaminan 
Pembiayaan.

6. PT. Asuransi Jasa Raharja Putera 

-Mengcover Bank Garansi.
-Mengcover Pembiayaan Konsumer.
-Mengcover Asuransi Kebakaran.
-Mengcover Asuransi Kendaraan Bermotor.
-Mengcover Asuransi Uang.
-Mengcover Konstruksi / Pengadaan Barang dan Jasa.

Asuransi Jiwa, Asuransi Kendaraan 
Bermotor, Asuransi Kebakaran, 
Asuransi Uang dan Bank Garansi.

7. PT. Jamkrindo

-Mengcover Bank Garansi.
-Mengcover Pembiayaan Umum (Komersil).
-Mengcover Pembiayaan Konsumer.
-Mengcover Konstruksi / Pengadaan Barang dan Jasa.

Asuransi Jiwa, Bank Garansi, dan 
Penjaminan Pembiayaan.

8. PT. Asuransi Al - Amin
- Mengcover Pembiayaan untuk Pensiunan.
- Mengcover Objek Jaminan yang menjadi agunan.

Asuransi Jiwa dan Asuransi 
Kebakaran.

9. PT. Jamkrindo Syariah
- Mengcover Bank Garansi.
- Mengcover Pembiayaan Umum (Komersil).
- Mengcover Konstruksi / Pengadaan Barang dan Jasa.

Bank Garansi dan Penjaminan 
Pembiayaan.

10. PT. Hartana Pemasaran Produk Pembiayaan Konsumer (PNS Aktif ). Marketing Product

11 PT. Tren Consulting

-Penyempurnaan SOP Konsumer.
-Penyusunan SOP Pembiayaan Kepemilikan Rumah 
(PKR).
-Penyusunan SOP Pembiayaan Kepemilikan Mobil (PKM).
-Penyusunan SOP Multiguna.

Penyusunan dan Penyempurnaan 
SOP Konsumer.

12 PT. BAP
Pemasaran Produk Pembiayaan Konsumer Pra Pensiun 
dan Pensiun.

Marketing Product.

13 PT. Solmit Bangun Indonesia Penyusunan BPP & Aplikasi Profil Risiko Cabang (PRC). BPP & Profil Risiko Cabang (PRC).

14 PT. Collega Inti Pratama Memberikan jasa Penyusunan Aplikasi APU PPT. Aplikasi APU PPT.

15 PT. Solusi Nusantara Terpadu BPDnet Online.

16 PT. Sarana Solusindo Informatika
Jual Beli perangkat lunak microsoft beserta 
kelengkapannya melalui mekanisme microsoft GGWA 
dan enterprise Agreement.

Software Microsoft.

17 PT. Pantarhai Technology Core Banking System.

18 PT. Pasifik Satelit Nusantara Penyediaan Jasa Layanan Komunikasi Data. Jaringan Komunikasi Data.

19 PT. Telekomunikasi Selular
Layanan pembelian isi ulang kartu prabayar Telkomsel 
melalui fasilitas Bank.

Pengisian Pulsa.

20 PT. Collega Inti Pratama
Penyediaan Jasa Corebanking System Outsourching 
Konvensional, Syariah, Switching, Risk Management, 
Data Warehouse Mis dan Loan Origination System.

Core Banking System.

21 PT. Kusbiyanto Andco Pratama

Melakukan penyimpanan material Aplikasi Collega 
yang dipergunakan oleh Bank Aceh yang terdiri dari 
Aplikasi Core Banking System Olibs Konvensional, 
Aplikasi Switching dan Aplikasi Core Banking System 
Olibs Syariah.

Source Code.

22 PT. Aplikasinusa Lintasarta Penyediaan Jasa Layanan Komunikasi Data. Jaringan Komunikasi Data.

23 PT. Finnet Indonesia
Penyediaan Layanan Transaksi Pembayaran Elektronis 
dengan Sistem Host to Host.

Layanan Pembayaran Elektronis 
Hos to Host.

24
PT. Artajasa Pembayaran 
Elektronis

Penyelenggaraan Jasa Jaringan ATM Bersama. ATM Bersama, M. Banking

25 PT. Telkom Indonesia Penyediaan Jasa Layanan Komunikasi Data. Jaringan Komunikasi Data.

Daftar Konsultan, Penasehat yang digunakan oleh PT. Bank Aceh Syariah
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26 PT. Global Mobilitas Asia
Layanan jasa pembangunan Aplikasi Rekon ATM (paket 
layanan setup dan implementasi Aplikasi Rekon ATM ).

Aplikasi Rekon.

27 KAP Heliantono dan Rekan 
Memberikan jasa penilaian terhadap kualitas Laporan 
Keuangan Bank.

Akuntan Publik

28 PT. Tren Visi Selaras
Memberikan jasa penyusunan SOP Hapus Buku dan 
Hapus Tagih, AYDA dan Restrukturisasi.

Penyusunan SOP

29 Darwis SH
Memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar 
pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan

-Meberikan konsultasi hukum
-Bantuan hukum
-Menjalankan kuasa
-Mewakili
-Mendampingi
-Membela
-Melakukan tindakan hukum lain 
untuk kepantingan hukum pihak 
Bank Aceh

30 M. Yusuf Ismail Pase
Memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar 
pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan

- Meberikan konsultasi hukum
- Bantuan hukum
- Menjalankan kuasa
- Mewakili
- Mendampingi
- Membela
- Melakukan tindakan hukum lain 
untuk kepantingan hukum pihak 
Bank Aceh

31 PT.Minova Infotech Solution Pengembangan program HRIS (human Resource system)

- Organizational Management.
- Budgetting & Man Power Plan
- Recruitment Management
- Personel Administration (Inc 
Payroll, Benefit,Time Mgt, Travel 
Mgt).
- Performance Management (KPI) & 
Compensation Management
- Talent Management
- HR Intelligence
- Employee Self Service

PT Performa Plus
Pekerjaan Analisa Jabatan dan Evalusi Jabatan PT. Bank 
Aceh Syariah

- Pengembangan /revisi analisa 
jabatan dan evaluasi jabatan.
- Kajian ulang job description
- Evaluasi dan pengembangan 
sistem grading jabatan
- kamus kompetensi untuk seluruh 
jabatan
- Level kompetensi bagi seluruh 
jabatan
- Sosialisasi analisa jabatan dan 
evaluasi jabatan.

PT Bravo Satria Perkasa Pengadaan jasa outsourcing Security/satpam
Mempersiapkan tenaga sumber 
daya manusia  sebagai security 
satpam

PT Dian Artha Tama Kewajiban imbalan Pasca Kerja 
Perhitungan imbalan pasca kerja 
jangka panjang terhadap karyawan/
ti tetap PT. Bank Aceh

PT.Prakarsa Indah Melakukan seleksi karyawan (rekruitment)tahun 2017

Melakukan Tes peneriman Calon 
Karyawan PT. Bank Aceh meliputi :
-Annoucement & E-rekruitment
-Tes TPA,TPU, Bahasa Inggris
-Tes Konfirmatori
-Psikotes FGD dan wawancara

PT. Cahaya Kompetensi Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko
Sebagai instruktur/pemateri pada 
pembekalan UKMR

PT.Psikodista Konsultan
Melakukan tes psikotes dan Assessment Karyawan/ti PT. 
Bank Aceh Syariah 

- Melakukan tes psikotes dan 
wawancara psikotes
- Melakukan assessment kepada 
pejabat struktural PT. Bank Aceh 
Syariah

CV. Praner Consulting Assosiate Melakukan Assessment Prabakti PT. Bank Aceh Syariah
-Tes Psikologi dan wawancara 
psikologi
- Tes Komputer

PT.Prodia Widyahusada
Melakukan Tes Kesehatan kepada Calon Karyawan PT. 
Bank Aceh Syariah

- Tes kesehatan baik Labotarium 
dan No Labotarium

No. Nama Konsultan / Penasehat Tujuan Ruang Lingkup Kerja
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BSMR Melakukan ujian Sertifikasi Manajemen Risiko
-Melaksanakan Ujian Kompetensi 
Manajemen Risiko

Karim Consulting
Jasa Konsultasi Penyusunan Penjabaran Formulasi 
Transformasi SDI PT. Bank Aceh Syariah

- Penyusunan Penjabaran Formulasi 
Transformasi SDI PT. Bank Aceh 
Syariah
- Dokumen Formulasi Tranformasi 
SDI
- Workshop Tranformasi SDI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Unsyiah

Job Training dan Collecting Data

- Izin Job training/magang kepada 
mahasiswa fakultas Ekonomi dan 
Bisnis
- Izin penelitian kepada mahasiswa 
dibawah fakultas Ekonomi dan 
Bisnis

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
UIN Araniry

Job Training dan Collecting Data

- Izin Job training/magang kepada 
mahasiswa fakultas Ekonomi dan 
Bisnis
-Izin penelitian kepada mahasiswa 
dibawah fakultas Ekonomi dan 
Bisnis

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN 
Sumatera Utara

Job Training dan Collecting Data

- Izin Job training/magang kepada 
mahasiswa fakultas Ekonomi dan 
Bisnis
- Izin penelitian kepada mahasiswa 
dibawah fakultas Ekonomi dan 
Bisnis

Fakultas Teknik Industri Unsyiah Job Training dan Collecting Data

-Izin Job training/magang kepada 
mahasiswa fakultas Ekonomi dan 
Bisnis
-Izin penelitian kepada mahasiswa 
dibawah fakultas Ekonomi dan 
Bisnis

Pascasarjana Manajemen dan 
Bisnis Institut Pertanian Bogor

Job Training dan Collecting Data

- Izin Job training/magang kepada 
mahasiswa fakultas Ekonomi dan 
Bisnis
- Izin penelitian kepada mahasiswa 
dibawah fakultas Ekonomi dan 
Bisnis

Sekolah Tinggi Ekonomi 
Indonesia (STIE) Banda Aceh

Job Training dan Collecting Data

-Izin Job training/magang kepada 
mahasiswa fakultas Ekonomi dan 
Bisnis
-Izin penelitian kepada mahasiswa 
dibawah fakultas Ekonomi dan 
Bisnis 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
Ar -Raniry

Job Training dan Collecting Data

-Izin Job training/magang kepada 
mahasiswa fakultas Ekonomi dan 
Bisnis
-Izin penelitian kepada mahasiswa 
dibawah fakultas Ekonomi dan 
Bisnis

Pendidikan Ekonomi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Unsyiah

Job Training dan Collecting Data

-Izin Job training/magang kepada 
mahasiswa fakultas Ekonomi dan 
Bisnis
-Izin penelitian kepada mahasiswa 
dibawah fakultas Ekonomi dan 
Bisnis

Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
UIN Medan

Job Training dan Collecting Data

-Izin Job training/magang kepada 
mahasiswa fakultas Ekonomi dan 
Bisnis
-Izin penelitian kepada mahasiswa 
dibawah fakultas Ekonomi dan 
Bisnis

Pasca Sarjana Ekonomi Syariah 
UIN Ar Raniry

Job Training dan Collecting Data

-Izin Job training/magang kepada 
mahasiswa fakultas Ekonomi dan 
Bisnis
-Izin penelitian kepada mahasiswa 
dibawah fakultas Ekonomi dan 
Bisnis

No. Nama Konsultan / Penasehat Tujuan Ruang Lingkup Kerja
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Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Job Training dan Collecting Data

-Izin Job training/magang kepada 
mahasiswa fakultas Ekonomi dan 
Bisnis
-Izin penelitian kepada mahasiswa 
dibawah fakultas Ekonomi dan 
Bisnis

Magister Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Unsyiah

Job Training dan Collecting Data

- Izin Job training/magang kepada 
mahasiswa fakultas Ekonomi dan 
Bisnis
- Izin penelitian kepada mahasiswa 
dibawah fakultas Ekonomi dan 
Bisnis

Institut Agama Islam Negeri 
Langsa

Job Training dan Collecting Data

- Izin Job training/magang kepada 
mahasiswa fakultas Ekonomi dan 
Bisnis
- Izin penelitian kepada mahasiswa 
dibawah fakultas Ekonomi dan 
Bisnis

Politeknik LP3I Medan Job Training dan Collecting Data

- Izin Job training/magang kepada 
mahasiswa fakultas Ekonomi dan 
Bisnis
- Izin penelitian kepada mahasiswa 
dibawah fakultas Ekonomi dan 
Bisnis

STAI Teungku Dirundeng 
Meulaboh

Job Training dan Collecting Data

- Izin Job training/magang kepada 
mahasiswa fakultas Ekonomi dan 
Bisnis
- Izin penelitian kepada mahasiswa 
dibawah fakultas Ekonomi dan 
Bisnis

STIE Keuangan, Perbankan dan 
Pembangunan Padang

Job Training dan Collecting Data

- Izin Job training/magang kepada 
mahasiswa fakultas Ekonomi dan 
Bisnis
- Izin penelitian kepada mahasiswa 
dibawah fakultas Ekonomi dan 
Bisnis

LP3I Banda Aceh Job Training dan Collecting Data

- Izin Job training/magang kepada 
mahasiswa fakultas Ekonomi dan 
Bisnis
- Izin penelitian kepada mahasiswa 
dibawah fakultas Ekonomi dan 
Bisnis

No. Nama Konsultan / Penasehat Tujuan Ruang Lingkup Kerja
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Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Bank Aceh menyadari bahwa kesuksesan 
perkembangan usaha bisnis Perusahaan perlu dicapai 
secara menyeluruh dan seimbang. Pencapaian 
tersebut akan tercipta ketika setiap aspek dalam 
triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet 
diperhatikan dan dicapai secara bersama-sama 
tanpa meninggalkan satu aspek pun. Oleh karena 
itu, Bank Aceh senantiasa melaksanakan kegiatan 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social 
Responsibility disingkat CSR) yang sesuai dengan 
prinsip tata kelola perusahaan yang berkelanjutan 
sebagai manifestasi dari budaya Perusahaan.

Adapun pelaksanaan program CSR Bank Aceh 
mengacu pada peraturan perundang-undangan 
di Indonesia baik yang mengatur secara umum 
maupun khusus mengenai CSR diantaranya pasal 
74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 
Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab 
Sosial dan Lingkungan serta UU No.25 tahun 2007 
tentang Penanaman Modal pasal 15, 17 & 34. 
Sebagai pedoman internal Penerapan Corporate 
Social Responsibility (CSR), Direksi Bank Aceh telah 
menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor 055/
DIR/BA/IX/2016 tanggal 16 September 2016 tentang 
(BPP) Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) 
PT. Bank Aceh Syariah.

Struktur Organisasi Pengelola 
CSR
Tanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan 
kegiatan CSR Bank Aceh berada di bahwa fungsi 
Sekretaris Perusahaan.

1. Penangung Jawab Program CSR Bank Aceh Syariah
a. Direktur Utama atau Pejabat Direktur 

Utama adalah sebagai Penanggung Jawab 
dalam pengelolaan dan pamanfaatan Dana 
Corporate Social Responsibility (CSR)

b. Dalam hal Direktur Utama tidak berada ditempat 
karena tugas/cuti/sakit/berhalangan maka 
Penangung Jawab pengelolaan dan pamanfaatan 
Dana Corporate Social Responsibility (CSR) 
dilaksanakan secara bersama-sama oleh dua 
orang anggota Direksi yang lain

c. Divisi Pembiayaan merupakan unit kerja yang 
membidangi pengelolaan serta pemanfaatan 
dan CSR Bantuan Program Kemitraan ( PK )

d. Divisi Corporate Secretary merupakan unit 
kerja yang membidangi pelaksanaan dan 
pemanfaatan CSR bidang Bantuan Program 
Bina Lingkungan ( BL )

2. Tugas dan Tangung Jawab Penanggung Jawab 
Program CSR
a. Direksi mengusulkan kepada Rapat Umum 

Pemegang saham (RUPS) rencana alokasi dari 
penyisihan laba usaha tahunan perusahaan.

b. Divisi mengusulkan rencana penggunaan 
dana dan alokasi program CSR kepada Direksi 
untuk mendapat persetujuan setiap tahun.

c. Divisi dan pelaksanaan Program CSR 
memeriksa dan meneliti kembali permohonan 
kelengkapan data/dokumen calon penerima 
bantuan dana program CSR yang diajukan 
untuk proses lebih lanjut.

d. Divisi dan Pelaksana Program membuat 
laporan dan pertanggung jawaban rencana 
dan realisasi secara berkala

3. Wewenang Memutuskan Program CSR
a. Kewenangan memutuskan pemberian 

CSR Program Kemitraan (PK) merupakan 
kewenangan Pejabat yang ditunjuk oleh Direksi

b. Kewenangan memutuskan pemberian CSR 
Program Bina Lingkungan (BL) merupakan 
wewenang Direksi PT. Bank Aceh Syariah, 
dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Direksi 
dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Kantor Pusat

a. Bantuan sampai dengan jumlah Rp. 100 juta :
•	 Diputuskan oleh Direktur Utama.
•	 Bila Direktur Utama berhalangan, 

maka kewenangan memutuskan 
diberikan kepada Pejabat pengganti 
Direktur Utama bersama 1 (satu) 
orang anggota Direksi yang lainnya.

b. Bantuan diatas Rp. 100 juta s/d 1 milyar
•	 Diputuskan oleh Direktur Utama 

bersama-sama minimal dengan 1 (satu) 
orang anggota Direksi yang lainnya.

•	 Bila Direktur Utama berhalangan, 
maka kewenangan memutuskan 
diberikan kepada Pejabat Pengganti 
Direktur Utama bersama-sama 
dengan minimal 2 (dua) orang 
anggota Direksi yang lainnya.

c. Bantuan diatas Rp. 1 milyar
•	 Diputuskan oleh Direktur Utama 

dengan sepengetahuan dan 
persetujuan seluruh aggota Direksi.

2) Kantor Cabang
a. Bantuan sampai dengan jumlah Rp. 5 juta :

•	 Diputuskan oleh Pimpinan Cabang 
bersama salah satu staf (Kabid Umum/
Kasie Umum).
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b. Bantuan Rp. 5 juta s/d jumlah Rp. 15 juta :
•	 Diputuskan oleh Pimpinan Cabang 

bersama 2 (dua) orang staf Kabid/Kasie 
(Umum & pembiayaan)

c. Bantuan diatas jumlah Rp. 15 juta :
•	 Diajukan kepada Kantor Pusat untuk 

mendapatakan persetujuan Direksi

Metode Program CSR 
Bank Aceh merancang dan melaksanakan program 
CSR secara sistematis dan terpadu. Pelaksanaan CSR 
dilakukan dengan metode partisipatif, yaitu dengan 
memberdayakan potensi daerah yang ada agar 
dapat meningkatkan kemampuan, penghasilan dan 
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Bank 
Aceh juga melakukan evaluasi dan monitoring atas 
program-program CSR yang telah dilakukan, agar 
program-program CSR tersebut dapat mencapai 
tujuan yang sudah ditetapkan.

Larangan Pemberian Dana CSR
Dalam penyaluran bantuan dana Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT. Bank Aceh Syariah  tidak 

dibenarkan diberikan kepada kegiatan yang dilarang 
oleh pemerintah, antara lain :
1. Partai Politik dana tau kegiatan yang bersifat politik 

untuk kepentingan partai dana tau golongan 
politik tertentu.

2. Kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan 
ideologi dan dasar Negara Republik Indonesia.

3. Kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh pemerintah.
4. Kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan 

ketentuan hokum dan syariat Islam.
5. Lembaga/institusi, kelompok/organisasi masyarakat 

dan atau individu yang berdasarkan penilaian bank 
tidak kooperatif terhadap visi dan misi perusahaan. 

Realisasi Penyaluan Dana  CSR
Pelaksanaan CSR Bank Aceh salah satunya 
diimplementasikan melalui program pelibatan dan 
pengembangan masyarakat (Community Involvement 
& Development disingkat CID) yang bertujuan 
untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan 
berkembang secara berkelanjutan. Total dana CSR 
pada tahun 2017 yang telah disalurkan untuk berbagai 
kegiatan masyarakat adalah sebagai berikut:

No Keterangan Realisasi CSR 2017

I Bantuan Sosial :  Penyediaan  Sarana  Umum, Pembelian Bahan 
Pokok Makanan, Bencana Alam, Sarana Ibadah, Lingkungan Hidup 
dan Kegiatan Sosial Masyarakat

 Rp4,916,914,263 

II Bantuan Pendidikan, Olah Raga, Seni Budaya dan Pariwisata 
Daerah

 Rp505,750,000 

III Bantuan  kesehatan :   Pengobatan Masal, Penyediaan Sarana 
Sanitasi Umum Yang Sehat , Penyediaan sarana  Prasarana 
Kesehatan Posyandu dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

 Rp62,400,000 

IV Bantuan Yayasan : koperasi karyawan, HUT Bank Para  Pensiun   
Pegawai  Bank  Aceh,  Beasiswa kkhusus  Anak  Yatim/Piatu/Tidak  
Mampu  dari Pensiunan Pegawai Bank Aceh 

 Rp638,425,000 

TOTAL  Rp6,123,489,263 

Program CSR 
Pelaksanaan CSR Bank Aceh terbagi menjadi 4 (empat) 
program utama, yaitu:
1. Tanggung Jawab Sosial Terhadap Masyarakat
2. Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan
3. Tanggung Jawab Sosial Terhadap Ketenagakerjaan, 

Kesehatan dan Kecelakaan Kerja
4. Tanggung Jawab Sosial Terhadap Nasabah

Tanggung Jawab Sosial 
Terhadap Masyarakat
Sebagai sebuah lembaga keuangan yang hidup dari 
dan untuk masyarakat, Bank Aceh Syariah senantiasa 
berkomitmen melakukan tanggung jawab sosial 

terhadap masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan 
melalui program kegiatan Bina Lingkungan (BL) berupa 
bantuan untuk kegiatan sosial (penyediaan sarana 
umum kepentingan masyarakat, pembelian bahan 
pokok makanan untuk masyarakat, korban musibah, 
pembangunan sarana ibadah, pelestarian lingkungan 
hidup, kegiatan social masyarakat), bantuan 
pendidikan, olah raga, seni budaya dan pariwisata 
(biaya pendidikan beasiswa pelajar/mahasiswa s/d 
S1, Sarana pembangunan sekolah,kegiatan akademis 
pelajar, kegiatan olah raga), kesehatan (pengobatan 
massal, peyediaan pengembangan sarana sanitasi 
umum, sarana prasarana kesehatan posyandu dan 
penyuluhan kesehatan masyarakat) dan bantuan 
Yayasan (Yayasan kesejahteraan karyawan/koperasi 
pegawai, kegiatan sosial HUT Bank diberikan kepada 
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para pensiunan pegawai dan bantuan bea siswa 
khusus untuk anak yatim/piatu/kurang mampu 
dari pensiunan pegawai/karyawan) serta bantuan 
penanggulangan bencana alam dan konflik social.

Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab 
Perusahaan terhadap masyarakat, Bank Aceh juga 

senantiasa meningkatkan dukungan terhadap 
program pembangunan Pemerintah Aceh terkait 
pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan 
penyaluran kredit produktif kepada masyarakat melalui 
skim kredit yang tersedia dan pengembangannya.

Kegiatan CSR sosial masyarakat yang telah 
dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

.No Bentuk Kegiatan Jumlah Bantuan (Rp) 

1 Bantuan Untuk Kegiatan "Maulid Nabi Muhammad Saw 1438 H" Pada Tanggal 07 Januari 
2017 Bertempat Di Mesjid Babburrahmah Banda Aceh

4.000.000,-

2 Bantuan Untuk Musibah "Kebakaran Di Desa Darul Ihsan Bakongan Aceh Selatan " 30.000.000,-

3 Bantuan Keagamaan, Kemasyarakatan Dan Pendidikan PT. Bank Aceh  Syariah Cabang 
Medan

40.000.000,-

4 Bantuan Untuk Kegiatan "Maulid Nabi Muhammad Saw 1438 H" Pada Tanggal 29  Januari 
2017 Bertempat Dimesjid At-Taqwa  Banda Aceh

2.000.000,-

5 Bantuan Untuk Kegiatan "Perlombaan Dalam Rangka Memperingati Maulid Nabi 
Muhammad Saw 1438 H"  Pada Tanggal 05 Maret 2017 Bertempat Di Balai Pengajian 
Miftahul Jannah

2.000.000,-

6 Bantuan Dana Untuk PT. Bank Aceh Cabang Syariah Subulussalam Kegiatan "Pembangunan 
Mesjid Al- Mukarramah Subulussalam"

25.000.000,-

7 Bantuan Untuk Kegiatan "Maulid Nabi Muhammad Saw 1438 H" Pada Tanggal 05 Maret 2017 
Bertempat Di Mesjid Baitul Musyahadah

2.000.000,-

8 Bantuan Dana Untuk "Renovasi Mesjid Al-Bayan Piliteknik Negeri Lhokseumawe" melalui PT.  
Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe

78.000.000,-

9 Pembinaan Panitia Pembangunan Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Blangpidie "Pengadaan 
Sound Sistem"

10.000.000,-

10 Bantuan Pengadaan 1 (Satu) Unit Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) Untuk  Pemerintah 
Daerah (Pemda) Kabupaten Bireuen 

1.281.329.663,-

11 Bantuan Untuk Kegiatan "Zikir Akbar" Pada Tanggal 03 April 2017 Bertempat Di SMA Negeri 
11 Banda Aceh

1.000.000,-

12 Bantuan Untuk Kegiatan "Pembangunan Balai Mengaji Untuk Anak-Anak" 15.000.000,-

13 Bantuan Untuk Korban Bencana Alam Banjir Bandang Di Kecamatan Lawe Sigala-Gala 
Kabupaten Aceh Tenggara Pada Tanggal 11 April 2017

75.000.000,-

14 Bantuan Untuk Kegiatan "Pasar Murah Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan 
Dan Hari Raya Idul Fitri 1438 H "

78.100.000,-

15 Pengadaan 2 (Dua) Unit Mobil Bus Sekolah Tanggal 25 April 2017 Untuk Universitas Syiah 
Kuala Dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

1.211.000.000,-

16 Bantuan  Untuk Korban Kebakaran Dikecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan 30.000.000,-

17 Bantuan Dana Rehabilitasi Meunasah Gampong Batoh Banda Aceh 5.000.000,-

18 Bantuan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Al-'Athiyah Seulawa Aceh Besar 70.000.000,-

19 Bantuan Untuk Pengurus Bank Aceh Saweu Syedara Kegiatan "Pengadaan Perlengkapan 
Prasarana Kegiatan Program Bank Aceh Saweu Syeudara" 

75.000.000,-

20 Bantuan Dana Pembangunan Mesjid Komplek Gunaseh Indah Kabupaten Aceh Besar 5.000.000,-

21 Bantuan Untuk Kegiatan Safari Subuh Mesjid Baitusshalihin Ulee Kareng Banda Aceh 2.000.000,-

22 Pemberian Santunan Anak Yatim/Piatu Dan Fakir Miskin Dalam Rangka Menyambut Bulan 
Suci Ramadhan 1438 H" Pada Tanggal 25 Mei 2017 Bertempat Di Mushalla An-Nur Dusun 
Seroja Gampong Lamteumen Timur  Dusun Seroja  Kecamatan Jaya Baru

4.000.000,-

23 Bantuan Untuk Pembangunan Mesjid Al-Huda Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda Haji Binti 
Provinsi Aceh

10.000.000,-

24 Bantuan Paket Sirop Dan Kain Sarung  Dalam Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1438 H 
Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh 

59.385.000,-

25 Bantuan Untuk  Kegiatan “Ramadhan 1438 H” Masjid Baitul Musyahadah Banda Aceh 30.000.000,-

26 Bantuan Untuk Kegiatan "Ramadhan 1438 H" Masjid Raya Baiturrahman 30.000.000,-

27 Bantuan Untuk Acara Yang Diadakan Oleh Divisi Produk & Layanan PT.  Bank Aceh Syariah 
Kegiatan"Ikhlas, Rela Berbagi Dan Berkah " Dalam Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1438 H

48.750.000,-

28 Bantuan Untuk Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh Kegiatan "Kemah Ramadhan II 
1438 H" Pada Tanggal 01-04 Juni 2017 Bertempat Desa Kuta Buloh I Kecamatan Meukek 
Kabupaten Aceh Selatan

5.000.000,-
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.No Bentuk Kegiatan Jumlah Bantuan (Rp) 

29 Bantuan Dalam Rangka Kegiatan "Program  Pasar Murah Bank Aceh Pengadaan Sembako 
Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1438 H ", Yang Ditujukan Bagi Masyarakat 
Kurang Mampu/ Miskin Yang Berdomisili Di Daerah Pesisir Pantai Dan Warga Pemulung Yang 
Berdomisili Di Wilayah Banda Aceh Dan Aceh Besar

150.000.000,-

30 Bantuan Untuk Kegiatan "Ramadhan 1438 H" Masjid Agung Al Makmur Banda Aceh 30.000.000,-

31 Bantuan Untuk Panitia English Student Association (Esa) Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan Unsyiah Kegiatan "Buka Puasa Bersama Dan Bakti Sosial Dalam Menyabut Bulan 
Suci Ramadhan 1438 H" Dilaksanakan Pada Tanggal 10 Juni 2017 Di Gedung AAC Universitas 
Syiah Kuala

5.000.000,-

32 Bantuan Untuk Kegiatan PKK Kabupaten Gayo Lues Dalam Rangka "Pemberian Santunan 
Kepada Anak Yatim Dan Yatim Piatu" Dalam Menyabut Bulan Suci Ramadhan 1438 H"

50.000.000,-

33 Batuan "Penambahan Sound System Masjid Al -Istiqamah" Gampong Sukaramai Banda Aceh 16.600.000,-

34 Bantuan Lebaran Idul Fitri dan Biaya Masuk Sekolah Untuk Badan Pengasuh& Santunan  Anak 
Yatim  Gampong Tungkop Kec Darussalam Kab. Aceh Besar 

5.000.000,-

35 Pemberian Santunan Dan Baju Lebaran Kepada Anak-Anak Yayasan Kinderhut Indonesia 
Pada Tanggal 15-16 Juni 2017 Bertempat Di Komplek Yayasan Kinderhut Indonesia Indrapuri 
Aceh Besar

5.000.000,-

36 Bantuan Dana CSR Untuk PT.  Bank Aceh Cabang Meulaboh Kegiatan "Pasar Murah 
Ramadhan Korem 012/TU"

75.000.000,-

37 Bantuan Untuk Forum Mualaf, Masyarakat Pemulung Dan Persatuan Tukang Becak Kegiatan 
"Pemberian Paket Sembako Gratis Dalam Rangka  Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1438 
H"

39.000.000,-

38 Bantuan Pembangunan Mesjid Baiturrahim Ateuk Jawo Banda Aceh 5.000.000,-

39 Bantun Untuk Wartawan News Citra Aceh "Korban Musibah Kebakaran Dikota Langsa " Pada 
Tanggal 16 Maret 2017

2.000.000,-

40 BantuanUntuk Korban Musibah Kebakaran Di Dusun Cepu Indah Desa Subulussalam Timur 
Kota Subulussalam

10.000.000,-

41 Bantuan Untuk Pembinaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh  Kegiatan "Santunan Untuk Fakir 
Miskin, Anak Yatim Piatu, Dan Konflik " Di Kabupaten Aceh Utara

50.000.000,-

42 Bantuan Pembangunan Mushalla SMAN Modal Bangsa 30.000.000,-

43 Bantuan Pengadaan Fasilitas Mesjid Jamik Al-Muttaqin Gampong Keutapang Kecamatan 
Krueng Sabee Kabupaten  Aceh Jaya "Fasilitas Sarana Ibadah "

15.100.000,-

44 Bantuan Untuk Pembinaan Panitia Pelaksana Gerakan Dari Aceh Untuk Palestina 
"Sumbangan Untuk Rakyat Palestina"

100.000.000,-

45 Bantuan Untuk Kegiatan "Pasar Murah Dalam Rangka Menyambut Hari Raya Idul Adha 1438 
H " Dilaksanakan Pada Pertengahan Bulan Agustus 2017  Oleh PT.  Bank Aceh Syariah Cabang 
Takengon 

74.700.000,-

46 Bantuan Dana CSR Untuk Pengurus Bank Aceh Saweu Syedara Untuk "Bantuan Pembelian 
Dan Renovasi Rumah Dhuafa Keluarga Nurul Elhadayanti (Pelajar S.d Bagian Dalam Foto 
Kalender Bank Aceh 2017)"

50.000.000,-

47 Bantuan Untuk PT.  Bank Aceh Syariah Cabang Calang Kegiatan Sosial "Mengunjungi Dayah/
Pesantren/Panti Asuhan/Yayasan Dan Donor Darah " Dalam Rangka Hut Ke 44 PT.  Bank Aceh 
Syariah

35.000.000,-

48 Bantuan Pembangunan MCK Balai Pengajian Tgk Syiek Di Tanjong Mee Teungoh Kabupaten 
Pidie

20.000.000,-

49 Bantuan Pengadaan 50 (Lima Puluh) Unit Tong Sampah Troli Untuk Kabupaten Pidie 40.000.000,-

50 Bantuan Pengadaan 2 (Dua) Unit Vacum Cleaner Modenna Vc 1350 Mesjid Agung Al- 
Makmur Lampriet Banda Aceh

3.000.000,-

51 Bantuan Alat Pengeras Suara Untuk Balai Pengajian Miftahul Ibadah Gampong Punie 6.550.000,-

52 Bantuan Untuk Kegiatan Peringatan Tahun Baru Islam 1439 H Dayah Ma'Had Babul Ulum 
Abu Lueng Ie Al- Aziziyah Kec. Kreung Barona Jaya Kab Aceh Besar Dilaksanakan Pada 
Tanggal 23 September 2017 

5.000.000,-

53 Bantuan Untuk Penambahan Sound System Meunasah Induk Gampong Gue Gajah 5.000.000,-

54 Bantuan Untuk  Kegiatan Pasar Murah Yang Dilaksanakan Oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang 
Subulussalam Pada Tanggal 05 November 2017 

30.000.000,-

55 Bantuan Untuk Kegiatan Pasar Murah Dilaksanakan Oleh PT.  Bank Aceh Cabang Syariah 
Jantho Pada Tanggal 19 November 2017

35.000.000,-

56 Bantuan Dana CSR Untuk PT. Bank Aceh Syariah Cabang  Calang "Pembangunan Tempat 
Wudhu Mesjid Miftahul Huda Patek Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya"

70.000.000,-

57 Bantuan Dana CSR Untuk PT.  Bank Aceh Syariah Cabang Langsa "Pengadaan Dan 
Pemasangan Lampu Hias Sebanyak 14 ( Empat Belas) Titik"

67.700.000,-

58 Bantuan Pengadaan Atap Pesantren Untuk Pesantren Islam Ar -Rabwah Aceh Besar 25.000.000,-
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59 Bantuan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Mushalla Untuk Mushalla TPA Al-Munira 
Gampong Lam Ara Banda Aceh

11.300.000,-

60 Bantuan Untuk Kegiatan Pasar Murah Acara Fun Bike Dan Fun Walk Pemerintah Kota 
Lhokseumawe Dan PT.  Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe Dilaksanakan Pada Tanggal 
10 Desember 2017 Bertempat Di Kota Lhokseumawe

50.000.000,-

61 Bantuan Pembangunan Mushalla Al Azizi Dusun Beringin Gampong Cot Mesjid Kota Banda 
Aceh

30.000.000,-

62 Bantuan Untuk Pembinaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh Kegiatan 
"Pengadaan Pagar Kawat Berduri" Kebutuhan Masyarakat Lamteuba Gp Blang Tingkeum Kec 
Seulimun Kab Aceh Besar

51.600.000,-

63 Bantuan Untuk Musibah  Bencana Alam Banjir Di Kabupaten Aceh Utara Dan Kota 
Lhokseumawe 

50.000.000,-

64 Bantuan Untuk Korban Musibah Bencana Alam Banjir Di Kabupaten Aceh Selatan 25.866.000,-

65 Bantuan Dana CSR Untuk PT.  Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe "Musibah  Bencana 
Alam Banjir " Di Kabupaten Aceh Selatan

25.000.000,-

TOTAL 4.526.980.663,-

Tanggung Jawab Sosial 
Terhadap Lingkungan
Sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan 
terhadap lingkungan, Bank Aceh berkomitmen untuk 
menjaga kelestarian lingkungan di wilayah kerja 
operasional Perusahaan dan meningkatkan kualitas 
kehidupan bumi yang berkelanjutan. Komitmen 

tersebut diwujudkan melalui program pelestarian dan 
pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. 

Kegiatan CSR sosial terhadap lingkungan yang telah 
dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

.No Bentuk Kegiatan Jumlah Bantuan (Rp)

1 Bantuan Dana CSR Untuk Pengurus Bank Aceh Saweu Syedara Kegiatan Program CSR Bina 
Lingkungan   "Bank Aceh Saweu Syedara".

180.000.000,-

2 Bantuan Dana CSR Untuk Pembinaan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahaan 
Kota Banda Aceh " Pemeliharaan Taman Kota Banda Aceh", Sesuai Perjanjian Kontrak Kerja 
Nomor 001/Ba/Pk/I/2017 Dan Nomor 660/26/2017 Tanggal 9 Januari 2017.

29.933.600,-

3 Bantuan Dana CSR Untuk Pengurus Bank Aceh Saweu Syedara Kegiatan  Program CSR Bina 
Lingkungan " Bank Aceh Saweu Syeudara Triwulan II". 

180.000.000,-

TOTAL 389.933.600,-

Tanggung Jawab Sosial 
Terhadap Kesehatan

.No Bentuk Kegiatan Jumlah Bantuan (Rp)

1 Bantuan Untuk  Saudara Sulaiman Afan Penyandang Cacat Fisik (Kaki)  "Biaya Berobat" 3.000.000,-

2 Bantuan Untuk Pembinaan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsyiah Kegiatan "Gerai Lapang 
Cek Kadar Gula Darah Aceh Sehat (Glucose)" Dilaksanakan Pada Tanggal 26 November 2017 
Bertempat Di Lapangan Blangpadang Banda Aceh 

5.000.000,-

3 Bantuan Untuk Pembinaan Ketua Yayasan Jantung Sehat Cabang Utama Provinsi Aceh 
"Pengadaan 800 (Delapan Ratus) Pcs Kaos T-Shirt" Dalam Rangka HUT Ke - 36 Yayasan 
Jantung Sehat Pada Tanggal 10 Desember 2017 Bertempat Dilapangan Blang Padang Banda 
Aceh

54.400.000,-

TOTAL 62.400.000,-
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Tanggung Jawab Sosial Terhadap 
Pendidikan, Olah Raga, Seni Budaya dan 
Pariwisata

No. Bentuk Kegiatan Jumlah Bantuan (Rp)

1
Pembinaan  Mahasiswa Fakultas Psikologi Dan Ilmu Budaya Sosial Program Studi Hubungan 
Internasional Universitas Islam Indonesia Mengikuti " 122 International Conference On 
Education And Social Science" Di Jepang Tanggal 29-30 Januari 2017

3.000.000,-

2
Pembinaan  Persatuan Tunanetra Ahli Pijat Indonesia ( PERTAPI) Banda Aceh Kegiatan " 
Pelatihan Pijat" Pada Tanggal 11 S/D 15 Januari 2017 Bertempat Rumoh PMI Banda Aceh

3.000.000,-

3
Pembinaan Osis SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh Kegiatan " The Gloriuos Journey" Pada 
Tanggal 21 S/D 23 Januari 2017 Bertempat Kampus SMAN 10 Fajar Harapan

5.000.000,-

4
Pembinaan  Remaja Mesjid Agung Al - Makmur Banda Aceh Kegiatan " Studi Banding 
Manajemen " Di Jakarta Bandung & Jogjakarta Tanggal 21-24 Januari 2017 

5.000.000,-

5
Pembinaan  Osis SMAN Modal Bangsa Provinsi Aceh  Kegiatan " Future Language And Arts 
For Smart Students Of High School (Flash)"  Pada Tanggal 25-28 Februari 2017 Bertempat 
SMAN Modal Bangsa Provinsi Aceh

5.000.000,-

6
Pembinaan Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Banda Aceh Kegiatan " 
Seminar Nasional" Pada Tanggal 23-25 Februari 2017 Bertempat Di Aula Makamah Syariah 
Banda Aceh

5.000.000,-

7
Pembinaan SMAAN 4 Kota Banda Aceh Kegiatan " Pentas Seni Aneuk Smanpat (Peusapat)" 
Pada Tanggal 25-26 Maret 2017 Bertempat Lapangan Basket SMA Negeri 4 Banda Aceh

1.000.000,-

8

Pembinaan  Pengurus Harian Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Cendekia Syiah Kuala 
Mengikuti Kegiatan " Aceh Development International Conference " Yang Diselenggarakan 
Oleh International Islamic University Malaysia (IIUM) Kuala Lumpur, Selanggor Malaysia Pada 
Tanggal 24 S/D 26 Maret 2017

3.000.000,-

9
Pembinaan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Bela Negara Provinsi Aceh 
Kegiatan " Pelantikan Pengurus Dpw Gerakan Bela Negara Sekaligus Dialog Kebangsaan" 
Pada Tanggal 23 Maret 2017 Bertempat Di Anjong Mon Mata, 

3.000.000,-

10
Pembinaan Panitia Ikatan Alumni Unsyiah  (IKA Unsyiah) Kegiatan " Silaturrahmi Akbar Ikatan 
Alumni Unsyiah "  Pada Tanggal 13 April 2017 Bertempat Masjid Jamik Kopelma Darussalam 
Banda Aceh

75.000.000,-

11
Pembinaan  Panitia Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Uin Ar - Raniry  Kegiatan " Bakti 
Sosial Gampong Alue Keujruen Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan " Pada 
Tanggal 05-08 April 2017

5.000.000,-

12
Dewan Pemimpin Prov Aceh Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI   (DPP-LPPN-
RI) Kegiatan " Pengiriman 10 ( Sepuluh) Peserta Diklatsus Bela Negara Dan Intilijen" Pada 
Tanggal 27-30 April 2017 Bertempat Di Mako Brimob/Gedung Multifungsi Polri Cikeas Bogor

3.000.000,-

13
Pusat Dokumentasi Dan Informasi Aceh Kegiatan " Pameran Foto Dan Pemutaran Film 
Dokumenter " Pada Tanggal 26 - 28 April 2017 Bertempat Diaula IT Learning Center Dan 
Auditorium Aceh Community Center Sultan II Salim Banda Aceh

1.500.000,-

14
Pembinaan Panitia Himpunan Mahasiswa Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah 
Kuala Kegiatan " Gerakan Mahasiswa Psikologi Mengabdi (Empati) 2017" Pada Tanggal 29 
S/D 30 April 2017 Bertempat Desa Meunasah Mon Kec Masjid Raya Kab Aceh Besar

1.000.000,-

15
Pembinaan Senat Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Banda Aceh 
Kegiatan " Mengikuti Konferensi Internasional Tentang Pendidikan Dan Tour 3 (Tiga) Negara, 
Malaysia, Brunei Darussalam Uslan Nomor 098/Mc/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017

10.000.000,-

16
Pembinaan Himpunan Mahasiswa Program Akutansi Unsyiah Banda Aceh Kegiatan " 
Seminar Bank Syariah" Pada Tanggal 19 Mei Bertempat Di Fakultas Ekonomi Universitas Syiah 
Kuala Mei 2017

1.500.000,-

17
Pembinaan Ikatan Mahasiswa Kuta Baro (IMKA) Kecamatan  Kuta Baro Aceh Besar Kegiatan 
" Latiahn Kepemimpinan Dasar (LKD)" Diselenggarakan Pada Tanggal 2/D 6 Juni 2017 
Bertempat Di Man Kuta Baro Gampong Lamceu

2.000.000,-

18
Pembinaan Pengurus Panti Asuhan Uswatun Hasanah Baitussalam Aceh Besar Kegiatan " 
Pembangunan Perluasan Panti Asuhan"

15.000.000,-

19
Pembinaan Ketua  Aliansi Indonesia Dpd Provinsi Aceh  Kegiatan "Pengukuhan Pengurus 
Lembaga Aliansi Indonesia Dpd Aceh " Dilaksanakan Pada Tanggal 05 Agustus 2017 
Bertempat Di Aula Anjong Mon Mata Pendopo Gubernur 

7.500.000,-

20
Untuk Pembinaan Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Aceh 
Kegiatan " Pelaksanaan Hari Veteran Nasional" Dilaksanakan Pada Tanggal 10 Agustus 2017

5.000.000,-

21
Pembinaan Ketua Kalifah MTQ Universitas Syiah Kula Kegiatan " Mengikuti MTQ Mahasiswa 
Tingkat Nasional XV Tahun 2017" Pada Tanggal 28 Juli S/D 04 Agustus 2017 Bertempat Di 
Universitas Brawijaya Dan Universitas Negeri Malang Jawa Timur

20.000.000,-

22
PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli " Pengadaan Sarana Pendukung Aktivitas Siswa/i Di 
Yayasan Fajar Harapan Cendekia Kabupaten Pidie "

20.000.000,-
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No. Bentuk Kegiatan Jumlah Bantuan (Rp)

23
Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Pemuda Peduli Nusantara ( FPPN) 
Kegiatan " Focus Group Discussion"  Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 29 Agustus 2017 
Bertempat Di Banda Aceh

5.000.000,-

24
Pembinaan Pengurus Wilayah Aceh Relawan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Indonesia 
ICR Volunteer) " Panitia Festival TIK 2017" Dilaksanakan Pada Tanggal 19 S/D 20 September 
2017 Bertempat Di Kampus Unsyiah

10.000.000,-

25
Panitia Peringatan HUT PMI Kota Banda Aceh " HUT PMI Kota Banda Aceh Ke 72" 
Dilaksanakan Pada Tanggal 17 S/D 18 September 2017 Bertempat Di Komplek Makam Syiah 
Kuala Lamdingin Dan UPTD PMI Kota Banda Aceh

5.000.000,-

26
Pembinaan Panitia Himpunan Mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi UIN Ar-Raniry 
Kegiatan " ITE Fair 2017" Dilaksanakan Pada Tanggal 25 S/D 27 September 2017 Bertempat Di 
Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Ar- Raniry Banda Aceh

8.750.000,-

27
Pembinaan Pengurus Dayah Teungku Syik Hanafiah Gampong Rapana Teureubeu Kabupaten 
Pidie " Pengadaan 10 ( Sepuluh) Meja Belajar Dan 4 (Empat) Lembari"

15.000.000,-

28
Pembinaan Pengurus BKM Mesjid Baitussa'Adah Gampong Rapana Teureubue Kabupaten 
Pidie Untuk " Pengadaan Al Qur'An Dan Papan Tulis"

14.000.000,-

29
Pembinaan Himpunan Mahasiswa  Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Syiah Kuala " Pekan 
Ilmiah Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Kewirausahaan & Rapat Evaluasi " Dilaksanakan 
Pada Tanggal 13 S/D 18 November 2017 Bertempat Di Fakultas Pertanian Unsyiah

10.000.000,-

30
Pembinaan Pengurus ASBISINDO Aceh Kegiatan " Sosialisasi Bank Syariah" Dilaksanakan Pada 
Tanggal 23 September 2017 Bertempat Di Mesjid Daud Beureuh Bereuneun PidieSeptember 
2017

25.000.000,-

31
Pembinaan Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Provinsi Aceh Kegiatan Muswil Nasyiatul 
Aisyiyah Aceh Xiii Tema " Gerakan Perempuan Muda Berkemajuan Untuk Kemandirian 
Bangsa" Dilaksanakan Pada Tanggal 21-23 September 2017

5.000.000,-

32

Pembinaan Panitia Kaukas Wartawan Peduli Syariah Islam (Kwpsi) Banda Aceh Kegiatan  
Seminar Nasional Dengan Tema " Memahami Hakikat Muamalah Dlm Sistem Perbankan 
Syariah" Dilaksanakan Pada Tanggal 28 September 2017 Bertempat Di Ruang Kampus Uin Ar 
Raniry, Sesuai Memo Usulan Nomor 215/Mc/Viii/2017 Tanggal 16 Agustus 2017

80.000.000,-

33
Pembinaan Ikatan Mahasisiwa Bahasa Dan Sastra Inggris Se - Indonesia (IKAMABSII) Fakultas 
Unsyiah Banda Aceh Kegiatan " Siemens Dan Baksos"  Dilaksanakan Pada Tanggal 7-8 
Oktober 2017 Bertempat Di Gedung BAPELKES Jantho Aceh Besar

3.000.000,-

34
Pembinaan Mahasiswa Uin Ar- Raniry Banda Aceh Kegiatan  " Asia Youth International Model 
United Nations (AYIMUN) " Dilaksanakan Di Hotel Royal Kuala Lumpur Malaysia Tanggal 03 
S/D 06 November 2017

7.000.000,-

35
Pembinaan Mahasiswa Akutansi Unsyiah Banda Aceh Kegiatan " Pekan Ilmiah Akutansi Xx 
2017 " Dilaksanakan Pada Tanggal 30 Oktober 2017 Bertempat Di Fakultas Ekonomi Dan 
Bisnis Unsyiah Banda Aceh

3.000.000,-

36
Pembinaan Polisi Militer TNI AU Banda Aceh Kegiatan " Hut Ke 71 Polisi Militer Tni Au" 
Dilaksanakan Di Lanud Sultan Iskandar Muda Aceh Besar Pada Tanggal 23-25 Oktober 2017

5.000.000,-

37
Pembinaan Ikatan Keluarga Aceh Jayab Kegiatan " Seminar Perbankan Syariah" Yang 
Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Oktober 2017 Bertempat Di Banda Aceh

15.000.000,-

38
Pembinaan Pengurus Dayah Raudhatul Mubarakah Pasheu Beutong Kecamatan Darul 
Imarah Aceh Besar Kegiatan " Pembuatan Depot Air Minum (RO) Bagi Santriwan/Wati" 

10.000.000,-

39
Pembinaan Pengurus DPW FPI Aceh Besar Kegiatan " Diklat Anggota FPI " Dilaksanakan Pada 
Tanggal 03-05 November 2017 Bertempat Di Dayah Darul Malikul 'Adil Lhoknga

10.000.000,-

40
Pembinaan Pengurus Madrasah Diniyah Al - Mahabbah Gampong Lamnga Aceh Besar 
Bantuan " Pengadaan Mobiler Sekolah"

10.000.000,-

41
Pembinaan Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) Kegiatan " Pengukuhan Dan 
Seminar Ikal Tahun 2017" Dilaksanakan Pada Tanggal 04 November 2017 Bertempat Di 
Anjongmonmata

25.000.000,-

42
Pembinaan  Batalyon Komando 469 Paskhas Kompi Senapan C Kegiatan " HUT Ke 70 Korp 
Paskhas " Dilaksanakan Pada Tanggal 05 November 2017 Bertempat Di Kantor Kipan C Yonko 
469 Paskhas Blang Bintang

1.500.000,-

43
Pembinaan Persatuan Guru Republik Indonesia Kegiatan " HUT PGRI Ke 72 " Dilaksanakan 
Pada Tanggal 10  - 20 November 2017 Bertempat Di Lhong Raya Banda Aceh

3.000.000,-

44
Pembinaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Unsyiah Kegiatan " Basic Training LK I HMI 
Komisariat FKIP Unsyiah" Dilaksanakan Pada Tanggal15 - 18 November 2017 Bertempat  Di 
FKIP Unsyiah Banda Aceh

6.000.000,-

45
Pembinaan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI)  Provinsi Aceh Kegiatan  " Musyawarah 
Kerja PMI Provinsi Aceh Tahun 2017" Dilaksanakan Pada Tanggal 08 S/D 10 Desember 
Bertempat Di Hotel Rumoh PMI Kota Banda Aceh

20.000.000,-

46
Pembinaan Pengurus Bait Qurany Saleh Rahmany " Pembangunan Penambahan Kelas Mi 
BQSR Banda Aceh"

10.000.000,-

TOTAL 505.750.000,-
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Tanggung Jawab Sosial Untuk 
Yayasan

.No Bentuk Kegiatan Jumlah Bantuan (Rp)

1 Bantuan untuk Pembinaan Sekretaris Pengurus Beasiswa Anak Yatim Dari Pensiun Pegawai/
Karyawan PT. Bank Aceh Syariah" Beasiswa Untuk 25 (Dua Puluh Lima) Orang Anak Yatim" 
Untuk Tahun Ajaran 2017/2018

150.000.000,-

2 Bantuan Untuk Pembinaan  Dharma Wanita PT. Bank Aceh Syariah Melaksanakan "Kegiatan 
Sosial Di Beberapa Lokasi Dalam Rangka HUT Ke-44  PT. Bank Aceh Syariah" Dilaksanakan 
Pada Tanggal 05-06 Agustus 2017

260.200.000,-

3 Bantuan Pengadaan 1000 (Seribu) Paket Sembako Pasar Murah Dan Biaya Kegiatan Donor 
Darah Dalam Rangka HUT Ke 44 PT. Bank Aceh Syariah Pada Acara Gowes Bank Aceh Tanggal 
20 Agustus 2017 Betempat Di Lapangan Blangpadang Banda Aceh

228225.000,-

TOTAL 638.425.000,-

Tanggung Jawab Sosial 
Terhadap Ketenagakerjaan, 
Kesehatan dan Kecelakaan Kerja
PT. Bank Aceh Syariah menyadari bahwa sumber daya 
insani (SDI) memiliki peran penting dalam menunjang 
keberlanjutan kegiatan bisnis dan operasional 
Perusahaan. Keterlibatan SDI yang berkualitas akan 
memberikan pengaruh positif dan menjadi faktor 
kunci bagi keberlanjutan bisnis Perusahaan. Oleh 
karena itu, PT. Bank Aceh Syariah berkomitmen 
untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap SDI. 
Pelaksanaan komitmen tersebut antara lain mencakup 
aspek-aspek kesetaraan dan kesempatan kerja 
yang adil, pelatihan dan pengembangan pegawai, 
peningkatan kesejahteraan pegawai, serta upaya 
peningkatan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan 
kerja dalam menjalankan setiap kegiatan. 

Kesetaraan dan Kesempatan 
Kerja yang Adil 
PT. Bank Aceh Syariah senantiasa menjunjung tinggi 
prinsip kesetaraan dan kesempatan kerja yang adil 
bagi setiap pegawai untuk berkarya, berprestasi dan 
berkarir tanpa ada unsur diskriminasi terkait dengan 
faktor suku, agama, jenis kelamin, aspirasi politik dan 
lainnya. 

Sebagai bentuk transparansi manajemen dalam 
bidang SDI, PT. Bank Aceh Syariah menerapkan 
kebijakan yang fair dalam pengembangan karir 
pegawai melalui review penilaian kinerja masing-
masing pegawai secara periodik yang terintegrasi 
dengan Human Resource Information System 
(HRIS). Dalam penerapan sistem peringkat jabatan, 
Perusahaan membuat sistem jenjang karir (career 

path) yang mendasarkan kepada kualifikasi jabatan 
dan kompetensi pegawai yang terintegrasi dengan 
sistem penilaian kinerja. Perusahaan melakukan 
evaluasi dan penyesuaian terhadap implementasi 
sistem career path berdasarkan perkembangan dan 
kebutuhan Bank.

Pelatihan dan Pengembangan 
Pegawai
Dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja 
dan keterampilan teknis pegawai dalam menuju 
produktivitas dan profesionalisme di bidang 
perbankan, maka PT. Bank Aceh Syariah senantiasa 
menyelenggarakan program pelatihan dan 
pengembangan untuk para pegawainya. Bentuk 
program pelatihan dan pengembangan yang 
diselenggarakan PT. Bank Aceh Syariah pada tahun 
2017 berupa training, workshop serta program 
pelatihan dan pendidikan (Diklat). Adapun cakupan 
materi Diklat yang diselenggarakan terdiri dari 
bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan 
bisnis perbankan diantaranya bidang pembiayaan, 
pelayanan dan operasional, dana, bank devisa, 
teknologi informasi, SDI, perencanaan strategis, 
manajemen risiko, perbankan syariah, akunting, 
treasury, hukum, dan audit serta mencakup materi lain 
yang bersifat sebagai pendukung seperti pelatihan 
bahasa Inggris dan lainnya. Dengan penguatan 
program Diklat tersebut, PT. Bank Aceh Syariah 
meyakini akan mampu melahirkan pegawai yang 
memiliki talenta yang unggul secara berkelanjutan di 
bidang perbankan. 

Program pendidikan dan pengembangan SDI 
dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga atau 
institusi yang berkompeten dalam bidang-bidang 
keahlian perbankan tertentu diantaranya bidang 
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pembiayaan, auditing, manajemen risiko, treasury, 
islamic capital market, perpajakan, SME lending, 
teknologi informasi, SDI, operasional, dan bidang 
lainnya. 

Selama tahun 2017 jumlah pegawai yang telah 
mengikuti pendidikan dan pelatihan adalah sebagai 
berikut :

Jenis Penyelenggaraan Pendidikan dan 
Pelatihan

Jumlah Peserta (orang)

Internal 2394

Eksternal dalam Negeri 496

Jumlah 2890

Adapun cakupan materi pendidikan dan pelatihan 
yang diselenggarakan selama tahun 2017 terdiri dari 
bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan 
bisnis perbankan, diataranya:

Jenis Materi Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Peserta 
(orang)

Technical Skill

1. Pelaporan Bank 99

2. Pembiayaan / Treasury 692

3. Manajemen Risiko 68

4. Sosialisasi Ketentuan Perbankan 75

5. Audit 14

6. Teknologi Informasi 178

7. Manajemen Umum 86

8. Manajemen Perbankan 861

9. Lainnya 47

Soft Skill

1. Analisa Masalah dan 
Pengambilan Keputusan

8

2. Customer Relationship Skill 406

3. Leadership 41

4. Teknik Presentasi dan 
Komunikasi

73

5. Lainya 242

Jumlah 2890

Peningkatan Kesejahteraan 
Pegawai
PT. Bank Aceh Syariah senantiasa berupaya terus 
meningkatkan kesejahteraan pegawai guna 
meningkatkan motivasi kinerja dan loyalitas pegawai 
terhadap Perusahaan. Selain itu PT. Bank Aceh Syariah 
memberikan remunerasi kepada para pegawainya 
berdasarkan penilaian kinerja yang dicapai oleh 
pegawai berupa gaji pokok, tunjangan dan fasilitas 
lainnya. Sistem penggajian ditetapkan oleh Bank 
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan 
Perusahaan dan standar penggajian yang kompetitif 
di pasar tenaga kerja perbankan. Perbedaan dalam hal 
gaji tidak ditentukan oleh perbedaan jenis kelamin, 

namun karena jenjang jabatan kinerja, masa kerja dan 
hasil penilaian kinerja individu.

Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja Pegawai
Dalam rangka menciptakan produktivitas 
kinerja Perusahaan yang optimal, PT. Bank Aceh 
Syariahsenantiasa berupaya untuk menciptakan 
lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat 
bagi para pegawai dan pemangku kepentingan 
Perusahaan. 

Selain pencegahan terhadap inisden kecelakaan kerja, 
PT. Bank Aceh Syariah juga berkomitmen penuh untuk 
menjaga kesehatan kerja para pegawai. Komitmen 
tersebut diwujudkan melalui ketersediaan pelayanan 
kesehatan yakni penyediaan fasilitas dan biaya 
pengobatan. Secara berkala, PT. Bank Aceh Syariah 
melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh 
(medical check-up) yang bertujuan untuk mendeteksi 
secara dini potensi keberadaan suatu penyakit yang 
diderita serta meningkatkan derajat kesehatan para 
pegawainya. Kegiatan lainnya adalah sosialisasi, 
promosi dan kampanye bidang kesehatan kepada 
semua pegawai, terutama yang berkaitan dengan 
penyakit serius dan penyakit yang ditimbulkan akibat 
suatu pekerjaan.

Salah satu indikator keberhasilan PT. Bank Aceh 
Syariah pada tahun 2017 dalam rangka menciptakan 
kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat adalah 
jumlah kecelakaan kerja Perusahaan tercatat nihil 
(zero accident).

Tanggung Jawab Sosial 
Terhadap Nasabah
Bank Aceh menyadari kepercayaan dan loyalitas 
nasabah merupakan kunci utama untuk menjadi 
Perusahaan yang berkelanjutan di tengah ketatnya 
persaingan industri perbankan. Oleh karena itu, Bank 
Aceh senantiasa melakukan tanggung jawab sosial 
terhadap nasabah dengan melakukan penyediaan 
produk-produk yang andal dan berkualitas yang 
sesuai dengan kebutuhan nasabah, menyediakan 
informasi yang jelas tentang produk dan kualitas 
produk, menyediakan layanan pelanggan yang 
mudah diakses oleh konsumen, serta melindungi 
privasi data/informasi para nasabahnya. 

Selain itu sebagai bentuk tanggung jawab sosial 
terhadap nasabah, Bank Aceh juga melakukan 
kegiatan program penanganan keluhan nasabah. 
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Berikut tahapan penyelesaian pengaduan nasabah:
 - Penerimaan keluhan dari nasabah;
 - Analisa permasalahan yang dikeluhan oleh 

nasabah dan ditindak lanjut oleh bagian unit 
penyelesaian pengaduan nasabah (UPPN); 

 - Identifikasi alternatif solusi;
 - Penentuan solusi; 
 - Implementasi solusi;
 - Penyampaian penyelesaian keluhan kepada 

nasabah;
 - Dokumentasi & evaluasi seluruh keluhan yang 

masuk untuk kemudian ditindaklanjuti dalam 

bentuk perbaikan dan inovasi proses kerja 
sehingga mampu menghasilkan produk dan 
layanan yang memenuhi tuntutan bisnis dan 
harapan nasabah. 

Keluhan nasabah umumnya langsung ditangani 
secara efektif dan cepat oleh UPPN. Namun apabila 
keluhan tersebut belum dapat ditangani, maka UPPN 
akan menyampaikan informasi kepada nasabah 
melalui surat, telepon, atau email yang menjelaskan 
status dan waktu yang dibutuh untuk penyelesaian 
keluhan. 

NO Jenis Pengaduan Nasabah
Jumlah 

Pengaduan 
Tahun 2017

Diselesaikan 
Pada Tahun 

2017

Jumlah 
Pengaduan 
Tahun 2016

Diselesaikan 
Pada Tahun 

2016

Jumlah 
Pengaduan 
Tahun 2015

Diselesaikan 
Pada Tahun 

2015

1 Penghimpunan Dana  75  75  103  103  32  32 

-  Giro  46  46  39  39  10  10 

-  Tabungan  29  29  62  62  21  21 

-  Deposito  -    -    2  2  1  1 

2 Penyaluran Dana  -    -    -    -    -    -   

-  Pembiayaan  -    -    -    -    -    -   

-  Antar Bank  -    -    -    -    -    -   

3 Sistem Pembayaran  1,115  1,115  1,351  1,351  977  977 

-  ATM/Kartu Debit  1,115  1,115  1,317  1,317  944  944 

- Kliring  -    -    -    -    6  6 

-  RTGS  -    -    34  34  24  24 

-  Elektronik Banking  -    -    -    -    3  3 

TOTAL  1,190  1,190  1,454  1,454  1,009  1,009 

Pendapatan Non Halal dan 
Penggunaannya
Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia 
Nomor 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 perihal 
Pelaksanaan  Good Corporate Governance Bagi Bank 
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bank syariah 
harus mengungkapkan pendapatan non halal dan 
penggunaannya dalam Laporan Tahunan Pelaksanaan 
GCG. 

Pendapatan non halal yang menjadi sumber dana 
Kebajikan Bank terdiri dari :
1. Dana Kebajikan dari denda/sanksi yaitu dana 

yang berasal dari denda/sanksi keterlambatan 
pembayaran angsuran yang disengaja oleh 
nasabah dimana jumlah besarannya tidak 
ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak 
dibuat saat akad ditandatangani.

2. Dana Kebajikan dari Jasa Giro yaitu dana yang 
berasal dari jasa giro yang diterima bank dari 
penempatan pada bank non-syariah.

3. Dana Kebajikan Lainnya yaitu dana kebajikan 
yang berasal dari komisi, fee  atau pendapatan 

dalam bentuk lainnya dari rekanan bank selain 
pendapatan yang berhak diterima sesuai dengan 
ketentuan manajemen.

Berikut Laporan Sumber dan Penggunaan Dana 
Kebajikan PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2017 :

Sumber Dana 2017 2016

Sumber Dana Kebajikan

Infak  14,071,439  3,225,078 

Denda  190,123,561  246,508,007 

Penerimaan Non Halal  377,573,486  22,191,634 

Lainnya  8,356,429,741  5,952,193,414 

Jumlah  8,938,198,227  6,224,118,133 

Penggunaan Dana Kebajikan

Dana Kebajikan Produktif  1,527,500,000  632,575,295 

Sumbangan  387,024,100  58,357,000 

Penggunaan Lainnya untuk 
Kepentingan Umum

 1,632,642,006  118,466,337 

Jumlah  3,547,166,106  809,398,632 

Kenaikan  5,391,032,121  5,414,719,502 

Saldo Awal  5,414,719,502  -   

Saldo Akhir  10,805,751,623  5,414,719,502 
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Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/
PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran 
(SE) BI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang 
Pelaksanaan Good Corporate Governace bagi Bank 
Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha, Bank Aceh 
melaksanakan kegiatan self-assessment sebagai 
bentuk evaluasi atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
Untuk melakukan self-assessment secara optimal 
Bank Aceh telah membentuk Tim Penilaian GCG 
yang ditetapkan dengan SK Direksi No. 056/04/DIR/
III/2008 Tanggal 18 Maret 2008 untuk mempersiapkan 
self-assessment yang dapat digunakan sebagai salah 
satu sarana untuk mengidentifikasi dini kesiapan 
penerapan Good Corporate Governance. Tim ini juga 
menyusun tahapan koreksi maupun rencana tindak 
lanjut yang diperlukan dalam penilaian penerapan 
CGC.

Pelaksanaan Good Corporate Governance pada 
Bank Aceh berdasarkan hasil self-asessment atas 
pelaksanaan GCG periode 31 Desember 2017 memiliki 
nilai komposit dan predikat 3 atau secara umum telah 
berjalan dengan peringkat “ Cukup Baik” dimana 
manajemen mampu beradaptasi dengan perubahan 
kondisi eksternal dan memiliki sistem pengendalian 
risiko yang cukup memadai serta mampu mengatasi 
berbagai masalah yang dihadapi secara independen. 
Bank Aceh secara berkelanjutan (suistanable growth) 
akan terus melakukan penyempurnaan terutama 
terkait dokumentasi aktifitas pengawasan aktif 
pengurus,  peningkatan produktifitas Sumber Daya 
Insani yang lebih baik, penyediaan sistem manajemen 
informasi yang lebih efektif, peningkatan proses dan 
prosedur kerja serta pemenuhan kebijakan dan 
pedoman operasional bank berdasarkan prinsip 
syariah. 

Penyusunan struktur organisasi dan penempatan 
pengurus bank juga terus ditata dengan baik dan 
disesuaikan dengan tingkat kompleksitas keuangan 
dan sasaran bank serta visi dan misi perusahaan yang 
ingin dicapai.

Upaya penyempurnaan yang dilaksanakan dengan 
tetap mengedepankan prinsip-prinsip GCG dan 
prinsip kehati-hatian serta optimalisasi kinerja DPS   
dalam pelaksanaan prinsip syariah disertai dengan 
peningkatan efektifitas koordinasi antara DPS dengan 
Direksi, peningkatan fungsi kepatuhan, penerapan 
manajemen risiko dan audit internal.
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dan 
Direksi Bank Aceh telah menyediakan waktu yang 
cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya secara optimal. Manajemen bank juga 
telah mampu menghindari tindakan-tindakan 
yang merugikan bank serta mampu mencegah 
dan membatasi kegiatan usaha bank yang dapat 
menurunkan kualitas Good Corporate Governance 
(GCG), serta memiliki kemampuan untuk bertindak 
independen terhadap pengaruh/ intervensi berbagai 
pihak.

Disamping itu, manajemen bank juga telah 
membentuk komite-komite khusus dalam rangka 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja bank 
secara menyeluruh, terutama dalam penentuan atau 
pengambilan keputusan oleh pengurus bank. Bank 
Aceh juga telah memiliki sistem pengendalian internal 
yang memadai agar dapat melakukan pemantauan 
dan audit secara berkala, sehingga proses identifikasi, 
pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko 
dapat dilakukan dengan semakin baik.

Selama tahun 2017 pelaksanaan rapat internal, baik 
rapat antar Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris 
bersama Direksi, Rapat Direksi dengan Divisi maupun 
koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah, 
telah berjalan secara efektif dan hasil keputusan 
rapat tersebut telah dimanfaatkan secara optimal 
sebagai rekomendasi pengambilan keputusan oleh 
manajemen.

Demikian Laporan Pelaksanaan Good Corporate 
Governance Bank Aceh periode 31 Desember 2017  ini 
disampaikan, terima kasih.

Kesimpulan

Banda Aceh, Maret 2018
Manajemen PT. Bank Aceh Syariah

Dermawan
Komisaris Utama

Rusydi M. Adam
Plt. Direktur Utama
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